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Pengantar Penulis

Secara teknis terminologi hukum Islam merujuk kepada
fikih, fatwa, gadhid (putusan hakim) dan gdndn (perundangan-
undangan). Keempat bentuk hukum Islam merupakan produk
pemikiran ulama yang dihasilkan melalui upaya pengerahan daya
intelektual secara maksimal dengan menggunakan metode dan
pendekatan. Pengerahan daya intelektual secara maksimal disebut
ijtihad. Sedangkan proses penalaran untuk menemukan hukum
dinamakan istinbith. Sementara metode dan pendekatan dalam
proses istinbdth disebut thuriq al-istinbath. Dengan kata lain, fikih,
fatwa, gadha (putusan hakim), dan gdndn (perundangan-undangan)
adalah hasil dari proses #stinbith melaui institusi ijtihad. Secara
umum buku ini membahas beberapa metode dan pendekatan dalam
penemuan dan perumusan hukum Islam yang lazim digunakan
ulama, baik klasik maupun kontemporer.

Di antara metode dan pendekatan yang dirumuskan ulama
ushul fikih dan ulama fikih klasik adalah kaidah ushul (gawa‘d
ushilliyyah) dan kaidah fikih (qawd‘id fighhiyyah). Sebagaimana
namanya, kaidah ushul merupakan hasil rumusan ulama ushul fikih
sebagai pedoman berinteraksi dengan teks baik Al-Qur’an maupun
hadis dalam rangka menggali, menemukan, dan merumuskan
hukum. Karena fokus dan objek kaidah ini adalah teks, maka kaidah
ini juga disebut kaidah kebahasan (gawdi id lughawiyyah). Dengan

vl




viil

kata lain, kaidah ini lebih menckankan pada analisis dan pendekatan
linguistik dalam memahami teks.

Sedangkan kaidah fikih (gawdi‘id fighhiyyah) adalah kaidah
hasil rumusan ulama fikih yang bersifat praktis untuk menjawab
persoalan hukum yang tidak ditegaskan oleh teks. Disebut prakeis
karena sifatnya yang implementatif dalam menjawab beberapa
persoalan hukum, meskipun dengan satu kaidah. Kaedah al-umiir bi
maqdshidibd, -misalnya- sebagaimana dijelaskan dalam buku ini-
digunakan untuk menjawab beberapa persoalan hukum. Tentu
kaidah ini dibangun dan dideduksi dari Al-Qur’an dan hadis. Kedua
kaidah tersebut (gawd id ushiliyyah dan qawéi‘id fighhiyyah) serta
contoh penerapannya dibahas dalam bagian kedua buku ini.

Meskipun kedua kaidah di atas tergolong klasik, namun
tetap relevan dan aplikadif. Hal ini terlihat pada pola penalaran
hukum Islam (baca: fatwa) yang digunakan oleh lembaga fatwa di
Indonesia. Lembaga fatwa dimaksud adalah MUI, Majelis Tarjih
Muhammadiyah, Bahtsul Masail NU, dan Dewan Hisbah PERSIS.
Sebagai lembaga yang memproduksi fatwa, keempat lembaga fatwa
ini memiliki metode dan pendekatan masing-masing. Karena itu,
boleh jadi kasus yang sama tetapi jawaban hukumnya berbeda.
Misalnya persoalan hukum merokok: Majelis Tarjih Muhammadiyah
mengharamkan; Dewan Hisbah PERSIS menghukumi makruh; dan
MUI mengharamkan jika dilakukan di tempat umum; dan
dilakukan oleh wanita hamil dan anak-anak. Sedangkan Bahtsul
Masail NU menghukumi dengan tiga klasifikasi status hukum:
boleh, makruh, dan haram. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca pada
bagian ketiga buku ini.

Buku ini juga membahas teori penemuan hukum berdasar-
kan pemikiran tokoh. Ada empat tokoh yang dihadirkan baik klasik
maupun kontemporer. Dua tokoh pemikir hukum Islam klasik

adalah Najmuddin al-Thafi (w. 716 H), dan Ibnu Qayyim al-



Jawziyyah (w. 751 H). Najmuddin al-Thafi (w. 716 H) dikenal
dengan teori supremasi mashlahah yang menempatkan kemaslahatan
sebagai orientasi penetapan hukum. Karena itu, jika bunyi teks
“berseberangan” dengan kepentingan kemaslahatan manusia, maka
melalui teori ini, teks diberi makna substansial (baca: takwil). Pola
penalaran ini sering kali dirujuk kepada pola penalaran teks ‘Umar
ibn Khaththab (w. 23 H) yang dalam banyak kasus meninggalkan
bunyi teks ayat demi menangkap makna substansial; susbtansial
mana berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Seperti kebijakan
‘Umar ibn Khaththab (w. 23 H) yang tidak memberi bagian zakat
kepada mu’allaf, membebaskan hukum atas pelaku pencurian.
Sementara Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H) dikenal dengan
teori transformasi hukum. Bahwa ketentuan hukum tidak statis,
tetapi dinamis.

Dinamika dan transformasi hukum dipengaruhi oleh
beberapa faktor, seperti: niat, kondisi, waktu/zaman, ruang/tempat,
dan tradisi. Transformasi hukum terjadi karena demi terwujudnya
kemaslahatan. Dengan demikian, baik teori Najmuddin al-Thafi (w.
716 H) dan Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H), keduanya
berorientasi kepada kemaslahatan. Karena itu, meskipun kedua
tokoh ini tergolong klasik, tetapi ide dasar teori hukum keduanya
dipandang relevan dengan era kontemporer.

Adapun dua tokoh kontemporer dimaksud adalah Yasuf al-
Qardhawi (I. 1926 M), dan Muhammad Syahrtr (w 2019 M). Yasuf
al-Qardhawi (1. 1926 M) populer dengan teori ijtihad kontemporer.
Dalam rangka menjawab isu-isu kontemporer, Yasuf al-Qardhawi (1.
1926 M) menawarkan ijtihad intigdi dan insyd’, serta konvergensi
intigd’% dan insyd’i. Secara aplikatif ketiga metode dan pendekatan
ini didemonstrasikan dalam bukunya Hadyu al-Islim: Fatiwi
Mu'dshirah (Fatwa-Fatwa Kontemporer). Sementara Muhammad

Syahriir (w. 2019 M) dikenal dengan teori limit atau teori batas
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(nazhariyyih al-hudid). Bahwa secara umum hukum Islam bersifat
minimal (al-hadd al-adni), dan maksimal (al-hadd al-'a’li). Dari
batas minimal-maksimal tersebut, Muhammad Syahrar (w. 2019 M)
merumuskan enam bentuk teori batas, sebagaimana dijelaskan dalam
bagian keempat buku ini.

Sejumlah teori penemuan dan perumusan hukum Islam
dalam buku ini, tentu hanya sebagai contoh. Ada banyak teori yang
dikemukakan ulama baik klasik maupun kontemporer. Buku ini
hanya membahas sebagian kecil. Karena itu, boleh jadi buku ini
hanya sebagai pengantar dalam memahami ragam metode dan
pendekatan dalam perumusan hukum Islam. Kepada penerbit
Inteligensia Media Malang yang bersedia menerbitkan buku ini
disampaikan banyak terima kasih. Kiranya, buku kecil ini memberi
manfaat bagi pembaca; dan menjadi bekal kecil penulis (zdd al-

ma 4d) pula di hari kemudian. Amin ya Allih.
Gorontalo, Agustus 2022

Penulis

Sofyan A.P. Kau & Zulfitri Z. Suleman



Pengantar Penerbit

Suatu hal yang tidak dapat dibantah bahwa hukum Islam,
baik di Indonesia maupun di negara-negara Islam lainnya didasarkan
pada kepada fikih, fatwa, putusan pengadilan (gadha), dan
perundangan-undangan (ganun). Keempat dasar hukum Islam ini
merupakan produk pemikiran dari para ulama yang didapatnya
melalui proses penalaran dan pendalaman terhadap teks dan realitas
yang terjadi pada saat itu.

Secara teknis, proses intelektual yang dialami oleh para ulama
disebut dengan ijtihad. Sementara proses penalaran dan pendalaman
tethadap teks dan realitas dinamakan dengan istinbdth. Untuk
merumuskan dan  menemukan hukum Islam, para ulama
menggunakan sejumlah teori, metode, dan pendekatan sepanjang
sejarah pemikiran hukum Islam.

Secara garis buku yang ada di tangan pembaca ini membahas
tentang metode dan pendekatan proses penemuan dan perumusan
hukum Islam yang digunakan oleh para ulama, baik klasik maupun
kontemporer. Untuk membuat para pembaca memahami dengan
baik konteks bahasannya, penulis telah membagi buku ini ke dalam
empat bagian, yakni: Bagian Satu: Pendahuluan: Konsep-Konsep
Penting; Bagian Dua: Metode Penemuan Hukum Islam: Ulama
Ushul Fikih dan Ulama Fikih; Bagian Tiga: Metode Istinbath
Hukum Lembaga Fatwa: MUI, Bahtsul Masail, Majelis Tarjih

dan Dewan Hisbah; Bagian Empat: Teori Penemuan Hukum:
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Pemikiran Tokoh Klasik dan Kontemporer. Tentu karena buku
ini membahas tentang hukum Islam, penulis juga menyertakan
sumber bahasannya yang didasarkan pada surah-surah Al-Qur’an
dan hadis, schingga membuat isi buku ini memiliki bobot tersendiri
dan layak untuk dijadikan sebagai bahan referensi bacaan, khususnya

mengenai hukum Islam.

Malang, Juni 2022

Penerbit



PDaftar Isi

Transliterasi v
Prakata Penulis ___ vii
Pengantar Penerbit __ xi
Daftar Isi  xiii

Bagian Satu:
Pendahuluan: Konsep-Konsep Penting 1
A. Ijtihad __ 1
B. Ltinbith __ 8
C. Hukum Islam _ 11

Bagian Dua:

Metode Penemuan Hukum Islam: Ulama Ushul Fikih dan
Ulama Fikih 29

A.Metode Penemuan Hukum Ulama Ushul __ 29

B. Metode Penemuan Hukum Ulama Ushul __ 36

Bagian Tiga:

Metode Istinbath Hukum Lembaga Fatwa: MUI, Bahtsul
Masail, Majelis Tarjih dan Dewan Hisbah __ 53

A. Metode Ijtihad MUI __ 53

B. Metode Istinbith Bahtsul Masail 61

C. Metode Ijtihad Majelis Tarjih __ 72

D. Metode Ijtihad Dewan Hisbah __ 80

E. Fatwa Merokok: Studi Perbandingan 87

X1l




X1iv

Bagian Empat:

Teori Penemuan Hukum: Pemikiran Tokoh Klasik dan

Kontemporer __ 101

A .Teori Supremasi Mashlahah Najmuddin al-Thafi 101

B. Teori Transformasi Hukum Ibnu Qayyim al-Jawziyyah
__106

C.Teori Ijtihad Kontemporer Ytsuf al-Qardhawi __ 117

D.Teori Batas Muhammad Syahrir __ 128

Daftar Pustaka 149
Tentang Penulis __ 159



Pendahuluan:

njeQ uerse@

Konsep-Konsep Penting

Ada tiga istilah teknis dipandang penting untuk diketahui dan
dipahami terkait dengan penemuan dan perumusan hukum Islam.
Ketiga istilah dimaksud adalah ijtihad, istinbdth dan hukum Islam.
A. Ijtihad

Secara etimologi, kata ijtihad berarti sungguh-sungguh, yang
berasal dari kata al-jubd dan al-jahd. Al-Juhd artinya kemampuan
(thégah) dan al-jahd berarti sulit atau sukar (masyaqqah). Itu berard,
terma ijtihad merujuk kepada usaha yang sungguh-sungguh dan
sulit. Dengan kata lain, usaha yang ringan dan aktivitas yang tidak
membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh tidak dikategorikan
ijtihad. Sebab ijtihad hanya berkenaan dengan upaya yang sulit dan
berat. Karena itu, ijtihad hanya berlaku pada upaya yang sulit
dilakukan, tegas Ab( Héamid al-Ghazili (w. 505 H).! Dengan
demikian, ijtihad adalah pengerahan segala daya dan kemampuan
untuk aktivitas yang berat atau sulit dinamakan ijtihad?

Kemampuan yang dikerahkan untuk aktivitas yang sulit dan
berat dimaksud adalah kemampuan intelektual. Itu berarti, terma
ijtihdd merujuk kepada aktivitas otak atau kegiatan nalar dan akal

pikiran. Sementara aktivitas yang berkenaan dengan otot atau

YAbt Hamid al-Ghazali, a-Mushtasfi min ‘Un al-Ushil, Jilid 11, (Beirat: Dar al-
Fikt, t. th.), h. 350.

2Ibnu Manzhr, Lisdn al-‘Arab, (BeirGt: Dar al-Shadir, t. th.), h. 135; Imam
al-Syaukani, Irsyad al-Fubil ila Tabqig al-Hagq min Tm al-Ushil, (BeirGt: Dar al-Fikr,
t. th.), h. 250.

~

WD)ST WNYNE UDSNWNUSJ UDI0HaPUS] UDP dPOISAT WDbDYy



N

Pendahuluan: Konsep-Konsep Penting

kegiatan fisik dinamakan jibdd dan yang berkaitan dengan kegiatan
kesungguhan hati diistilahkan dengan mujihadah. Baik ijtihad, jibid
maupun mujihadah, ketiga terma ini berasal dari akar kata yang
sama, yaitu a/-jubd dan al-jahd. Yang membedakan ketiganya adalah
makna konotatifnya. Secara konotatif, mujihadah merujuk kepada
usaha serius dan sungguh-sungguh dalam mendidik dan membina
jiwa agar mampu mengendalikan diri. /isdd merupakan pengerahan
kemampuan fisik dan materi secara sungguh-sungguh. Ijtihad
merupakan pengerahan daya intelektual secara maksimal. Pelakunya
disebut mujtahid. Sementara pelaku jibid disebut mujihid. Adapun
yang melakukan aktivitas mujdhadah kaum sufi. Karena itu objek
dan ruang lingkup kajiannya pun tidak sama. Pembahasan jihad
dilakukan para ahli fikih, karenanya kajian tentang jihad adalah
kajian fikih. Persoalan mujihadah menjadi objek kajian kaum sufi,
karena itu ia dibahas dalam studi tasawuf. Sedangkan ijtihad dibahas
dalam ushul fikih, karena ijtihad adalah bagian dari penalaran
rasional secara maksimal untuk menemukan hukum. Itulah
sebabnya, dalam terminologi ushul fikih, ijtihad dimaknai sebagai
pengerahan kemampuan secara maksimal untuk pengetahuan
tentang hukum-hukum syara’.> Hukum syara’ dimaksud bersifat
praktis dan zhanni yang diperoleh dengan menggunakan metode
istinbith.*

Pengertian ijtihad tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ijtihad
berkenaan dengan tiga aspek: penemuan hukum syara’ yang bersifat
praktis dan zhanni; penemuan hukum syara’ tersebut dilakukan
dengan menggunakan metode istinbith; dan upaya maksimal
optimal itu dilakukan oleh seorang pakar hukum (fzgih atau
mujtahid). Sebagai aktivitas intelektual maksimal optimal berkenaan

dengan hukum syara’, maka kegiatan ijtihad hanya dilakukan oleh

3Imam al-Ghazali, al-Mushtasf, Jilid 11, h. 350.
“Imam al-Syaukani, Irsydd al-Fubil, h. 250.



mujtahid atau fazgih. Tidak semua orang dapat melakukannya. Yang
dapat berijtihad adalah mereka yang memenuhi syarat dan kualifikasi
tertentu, di antaranya penguasaan pengetahuan bahasa Arab dan
pengetahuan Al-Qur’an. Pengetahuan dan penguasaan bahasa Arab
penting karena Al-Qur’an dan hadis sebagai sumber hukum tertulis
dalam bahasa Arab, karena itu seorang mujtahid dituntut
pengetahuan yang mendasar tentang hal-hal yang berkaitan dengan
bahasa Arab di antaranya ilmu nahwu, sharaf, ma'dni dan bayini.
Menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf (w. 1956 M), pengetahuan bahasa
Arab sebagai syarat pertama bagi seorang mujtahid dalam berijtihad.’

Sementara yang dimaksud dengan pengetahuan Al-Qur’an
adalah mengetahui dan menguasai ayat-ayat Al-Quran yang
berkenaan dengan hukum. Para ahli berbeda pendapat tentang
jumlah ayat hukum dalam Al-Qur’an. Dalam catatan Amin Suma,
Thanthdwi Jauhari (w. 1940 M) menyebut sebanyak 150 ayat.
Ahmad Amin (w. 1954 M) mencatat sebanyak 200 ayat. Menurut
‘Abdul Wahhab Khallaf (w. 1956 M)ayat hukum sebanyak 228 ayat.
AbG Himid al-Ghazali (w. 505 H), Fakhruddin al-Razi (w. 1210
M), Ibnu Jazzii al-Kalbi dan Ibnu Qudiamah (w. 715 H) menyebut
500 ayat. Ibnu Mubérak dan AbG Yésuf (w. 182 H) menyatakan
jumlahnya sebanyak 900 dan 1.110 ayat.® Sementara menurut
Harun Nasution (w. 1998 M), ayat hukum berjumlah 368, atau
sekitar 5,8% dari seluruh ayat Al-Qur’an.” Dengan demikian, secara
nominal jumlah ayat hukum berkisar antara 200 hingga 1.110 ayat.
Dalam pandangan Imam al-Syaukani (w.1250 H/1834 M) batasan

jumlah nominal ayat tersebut lebih bersifat lahiriyah. Itu berart,

5Abdul Wahab Khallaf, T/ Ushil al-Figh, h. 218,

6Mohammad Amin Suma, Pengantar Tafsir Abkam, (Jakarta: Rajawali Press,
2002), h. 31-32.

"Harun Nasution, Is/am Ditinjan dari Berbagai Aspek, (Jakarta: UI Press, 1984),
Jilid 11, h. 7-8.
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Pendahuluan: Konsep-Konsep Penting

ditilik secara batiniyah, jumlah tersebut lebih banyak lagi. Bagi
mercka yang memiliki pemikiran yang jernih dan penalaran
sempurna, dapat saja mengeluarkan hukum dari ayat-ayat yang
mengandung kisah dan tamsil.® Dengan kata lain, ayat hukum tidak
hanya ditunjukan secara eksplisit, namun juga diisyaratkan secara
implisit oleh ayat non hukum.

Ayat-ayat yang berkenan dengan hukum tersebut meliputi dua
aspek: aspek ibadah dan aspek mu’amalah. Yang pertama mengenai
aturan formal berhubungan dengan Tuhan (babl min Allibh),
sedangkan kedua berkaitan dengan interaksi antar sesama makhluk
(bab min al-nis). Muhammad Ab®i Zahrah (w. 1974 M) dan ‘Abdul
Wahhib Khallaf (w. 1956 M) memerinci kedua aspek tersebut
menjadi tujuh aspek yaitu: aspek ibadah, kafirat (tebusan atau denda
akibat pelanggaran hukum seperti zhihar isteri, sumpah, dll);
mu’amalah; kehidupan rumah tangga; pidana; kehakiman dan
pencarian keadilan; dan interaksi muslim dengan non muslim.
Sementara Amir Syarifuddin (I. 1937 M) menyederhanakan menjadi
empat aspek, yaitu aspek munakihat (pernikahan), mawdrits/faridp
(warisan), gadhi’ (pengadilan), dusturiyah (kemasyarakatan dan
kenegaraan), dan duwwaliyah (hubungan internasional).’

Kualifikasi lainnya adalah penguasaan dan pengetahuan hadis
dan ilmu ushul fikih. Untuk dapat melakukan ijtihad, seorang
mujtahid dituntut menguasai dan mengetahui hadis-hadis tentang
hukum. Berapa jumlah hadis yang dikuasai, ulama berbeda
pendapat. Sebagian ada yang mensyaratkan 500 hadis. Sebagian lagi

mengharuskan penguasaan atas 3000 hadis. Yang disebut pertama

8Imam al-Syaukani, Irsydd al-Fubul, h. 250,

*Muhammad AbG Zahrah, Ushil al-Figh, (Mesit: Dir al-Fikr al-‘Arabi, t. th.),
h. 92-105; dan Abdul Wahhab Khallaf, 1w Ushil al-Figh, (Jakarta: Al-Dakwah al-
Islamiyyah, 1972), h. 34-34; Amir Syarifuddin, Usbu/ Fikih 1, (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1417 H/1997), h. 71-72.



adalah pendapat yang dikutip Imam al-Syaukani,'® dan yang kedua
adalah pendapat Ibnu al-’Arabi (w. 543 H).' Ada juga yang
berpendapat lebih dari itu. Dalam catatan Rachmat Syafe’i, Ahmad
ibn Hanbal (w. 241 H) menyebut sebanyak 1200 hadis.*? Bahkan
Ibnu al-Dharir menyaratkan sebanyak 500.000 hadis.*®

AbG Hamid al-Ghazili (w. 505 H) termasuk ulama yang tidak
menyaratkan pengetahuan dan penguasaan jumlah hadis. Bahkan
untuk menghapal pun, juga tidak disyaratkan. Yang disyaratkan
adalah cukup mengetahui letak hadisnya secara pasti. Karena itu,
Imam al-Syaukini (w. 1250 H/1834 M) menyaratkan adanya
pengetahuan kitab-kitab kodifikasi hadis; dan dapat membukanya
dengan cepat, misalnya dengan menggunakan bantuan kamus hadis.
Di samping itu, mengetahui persambungan sanad dalam hadis.
Pengetahuan sanad hadis berarti pengetahuan tentang periwayat
hadis (rijdl al-hadits) baik dari sisi al-jarh (cacat periwayat hadis) dan
al-ta'dil (kredibilitas periwayat hadis). Pengetahuan aspek ini penting
untuk mengetahui kualitas hadis; mana hadis shabib, hasan dan
dhaif (lemah).

Adapun pengetahuan ilmu ushul fikih sebagai syarat seorang
mujtahid, karena dasar-dasar dan cara-cara berijtihad dibahas dalam
ilmu ushul fikih. Tidak ada perbedaan ulama dalam menjadikan
ilmu ushul fikih sebagai syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid.
Yang mereka perdebatkan adalah posisi dan tempatnya. Ibnu al-
Hummim (w. 861 M), ImAm al-Syachibi (w. 790 H), Ab& Hamid
al-Ghazali (w. 505 H), Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 697 H) dan

©OImam al-Syaukani, Irsydd al-Fuhil, h. 250,

YRachmat Syafe’i, Ilmn Ushul Figih Untuk UIN, STAIN, PTAIS, (Bandung:
Pustaka Setia, 2007), h. 105.

2Rachmat Syafe’i, Imu Ushul Figib, h. 105.

13Nastun Rusli, Konsep Ljtibad Al-Syaukani Relevansinya bagi Pembarnan Huknm
Isiam di Indonesia, (Jakarta: Logos, 1999), h. 88-89.
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al-Amidi (w. 631 H) adalah diantara ulama ushul fikih klasik yang
menempatkan ushul fikih sebagai bagian dari pengetahuan Al-
Qur’an dan hadis.* Pendapat pertama ini diikuti pakar ushul fikih
kontemporer, seperti Muhammad al-Khudhari Beik dan ‘Ali
Hasballah.™ Itu berarti pendapat pertama ini, tidak menjadikan
ilmu ushul fikih sebagai syarat tersendiri. Ini berbeda dengan
pendapat kedua yang menjadikan ilmu ushul fikih sebagai syarat
tersendiri. Pendapat kedua ini dianut oleh Imam al-Syaukani (w.
1250 H/1834 M), Jalaluddin al-Mahalli (w. 1460 M), Zakiyuddin
Sya’ban dan al-Zuhayli (w. 2005 M).*

Berbeda dengan kedua pendapat di atas, Muhammad Ab#
Zahrah (w. 1974 M) dan ‘Abdul Wahhab Khallaf (w. 1956 M)
sependapat untuk tidak menempatkan ushul fikih secara umum
scbagai syarat ijtihad, tetapi menempatkan pengetahuan tentang
qiyds sebagai gantinya. Dengan kata lain, yang menjadi syarat bukan
pengetahuan tentang ushul fikih, melainkan pengetahuan tentang
giyés.” Menurut Nasrun Rusli, pendapat ketiga ini didasarkan atas
pandangan bahwa ijtthad merupakan upaya maksimal untuk
mendapatkan hukum dari dalil-dalilnya dengan menerapkan ‘illat

hukum. Dalam hal ini mereka berpegang kepada pandangan Imam

Ubnu Amir al-Hajj, AL Taqrir wa al-Tabrir fi T al-Ushil, Jilid 111, (Beirat:
Dar al-Fikr, 1996), h. 390; Abt Ishaq al-Syathibi, A~Muwdifagat fi Ushiil al-Syari'ab,
Jilid II, (Beirat: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1991), h. 4; Imam al-Ghazali, /-
Mustashfi min Ilm al-Ushéil, h. 352; Ibnu Qayyim al-Jauzi, I'lan al-Muwagqin, (Beirtt:
Dar al-Fikr, 1996), h. 89; dan Abt Hasan Ali ibn Abi Ali ibn Muhammad Saifuddin
al-Amidi, ALIbkam fi Ushil al-Abkam, Jilid TV, (Beirat: Dar al-Fikr, 1996), h. 309.

SMuhammad al-Khudhari Beik, Ushi/ al-Figh, (Beirat: Dar al-Fikr, 1998), h.
368 dan Al Hasballah, Ushil/ al-Tasyri’ al-Islami, Mesir: Dar al-Ma’arif, 1971), h. 95.

8Imam al-Syaukani, Irsydd al-Fubil, h. 252; Jalaluddin al-Mahalli, Syarh Jami’
al-Jawami’, dalam al-Bannani, Hasyzyab al-‘Allamal al- Bannéni, (Indonesia: Dar Thya’
al-Kutub al-‘Arabiyah, t. th.) h. 383; Zakiyuddin Sya’ban, Ushdil al-Figh al-Islini,
(Mesir: Dar al-T2’lif, 1965), h. 412-143; dan Wahbah al-Zuhayli, Ushil al-Figh al-
Isiami, Jilid 11, (Beirat: Dar al-Fikr, 19806), h. 1047.

YMuhammad Abt Zahrah, Ushil al-Figh, h. 306 dan ‘Abdul Wahhab Khallaf,
Tim Ushil al-Figh, h. 219-220.



al-Syafi? (w. 204 H) yang menyatakan bahwa ¢iyds adalah metode
ijtihad yang dipakai dalam mendapatkan hukum dari sumber-
sumbernya.'®

Dengan demikian, pengetahuan tentang giyds secara mutak
harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Abt Hamid al-Ghazali (w.
505 H) menolak pandangan ini, bukan karena keharusan seorang
mujtahid memiliki pengetahuan tentang giyds, akan tetapi,
mengeluarkan hukum tidak cukup dengan metode giyds, namun
harus memiliki pengetahuan ushul fikih secara umum dan
mendalam.™ Qiyds sendiri hanya bagian dari kajian ushul fikih.
Karena itu, memisahkan keduanya, seperti pendapat al-Zuhaili (w.
2005 M) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang giyds adalah
suatu syarat tersendiri dan pengetahuan ushul fikih merupakan suatu
syarat lain yang berdiri sendiri®*® adalah pendapat yang kurang tepat.
Nasrun Rusli menyebut pendapat al-Zuhaili (w. 2005 M) tersebut
sebagai pendapat yang kurang efektif dan cenderung over acting”*

Selain kualifikasi di atas, seorang mujtahid dituntut untuk
mengetahui ndsikh dan mansitkh baik yang terdapat dalam ayat-ayat
Al-Qur’an maupun hadis. Pengetahuan tentang ndsikh dan mansikh
penting guna menghindari kesalahan. Misalnya menetapkan hukum,
sementara hukum tersebut telah mansikh.?> Tentu pengetahuan
tentang ndsikh dan mansikh tidak menuntut untuk menghapalnya,
melainkan cukup dengan merujuk kepada karya di bidangnya,
seperti karya Ibnu Khuzaimah (w. 923 M), Ibnu Hazm (w. 456
H/1064 M), Ibnu Jawzi (w. 597 H) dan Abfi Ja’far al-Nuhas (w. 338
H).2

8Nastun Rusli, Konsep Litibad Al-Syankani, h. 93.
BImam al-Ghazall, AFMustashfa, Jilid 11, h. 229.
20Wahbah al-Zuhaili, Ushi/ al-Figh, Jilid 11, h. 1047.
2INasrun Rusli, Konsep ljitibad Al-Syankani, h. 93.
22Imam al-Syaukani, Irsydd al-Fubil, h. 252.
23Rachmat Syafe’i, Iimn Ushul Figib, h. 105.
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Urgensi pengetahuan tentang ndsikh dan mansikh, sama
urgensinya dengan pengetahuan tentang permasalahan yang telah
ditetapkan oleh ulama sebelumnya secara ijma’. Karena itu,
pengetahuan tentang apa yang diputuskan melalui ijma’ dipandang
sebagai syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid.
Manfaatnya adalah agar apa yang diputuskan melalui ijtihad tidak
akan bertentangan dengan keputusan ijma’. Untuk menghindari
kesalahan tersebut, maka karya Ibn Hazm al-Zahiri (w. 456 H/1064
M), Kitéb Maritib al-Iiméd, dapat dijadikan rujukan. Karya ini
memuat sejumlah persoalan yang diputuskan ulama berdasarkan
kesepakatan kolektif dan konsensus bersama (ijma).** Meskipun
pengetahuan tentang ijma’ adalah penting, namun ia bukan syarat
yang mandiri, sebagaimana pendapat Imam al-Syaukéni.* Akan

tetapi, ia tetap sebagai bagian dari pengetahuan ushul fikih.

B. Istinbith

Terma istinbith berasal dari kata nabith yang berarti air yang
pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur. Karena
itu, secara etimologis istinbith diartikan sebagai upaya mengeluarkan
sesuatu dari persembunyiannya. ** Yaitu mengeluarkan air dari
sumbernya (mata air atau tanah).?” Dalam konteks fikih, istinbith
diartikan sebagai cara mengeluarkan hukum dari sumbernya, yaitu
Al-Qur’an dan hadis secara optimal dengan menggunakan daya nalar
yang maksimal. Secara terminologi ulama ushul mengartikan
istinbdth sebagai upaya menarik hukum dari Al-Qur’an dan sunnah

dengan jalan ijtihad.” Itu berarti, istinbdth merupakan bagian dari

24Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Figib, h. 105.

Imam al-Syaukani, Irsydd al-Fubil, h. 252.

26Haidar Bagir dan Syafiq Basti, Ijtthad Dalam Sorotan, (Bandung: Mizan,
1996), h. 25.

27Al-Syarif ‘Ali ibn Muhammad al-Jutjani, Kitdb al-Ta'rifit, (Beirat: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), h. 22.

28Satria Efendi, Ushul Fighi, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 177.



ijtihad, karena istinbith merupakan metode yang digunakan dalam
ijtihad. Namun keduanya (ijtihad dan istinbdth) memiliki makna
yang sama, yaitu upaya maksimal seorang mujtahid dalam menggali
hukum fikih dari Al-Qur’an dan sunnah. Bedanya, ijtihad lebih
bersifat umum pada penemuan hukum Islam. Sedangkan istinbaith
lebih terfokus pada pemahaman terhadap teks-teks ayat Al-Qur’an
dan hadis Nabi untuk menarik kesimpulan hukum. Penarikan
kesimpulan hukum ada yang bersifat langsung dan yang tidak
langsung.

Disebut penarikan kesimpulan hukum (istinbith) secara tidak
langsung, karena upaya proses penarikan kesimpulan hukum
(istinbath) dilakukan dengan cara menggunakan perangkat di luar
analisis bahasa, seperti giyds, istibsin, istishlih (mashilib al-mursalah),
dan lain sebagainya.?® Sedangkan disebut penarikan kesimpulan
hukum (istinbith) secara langsung karena titik tekannya pada
pemahaman lafaz suatu teks (zash) dengan menggunakan pendeka-
tan kebahasaan. Pendekatan ini sering disebut dengan pola bayini,
suatu pola yang menekankan kepada analisis teks dengan bertumpuk
pada pendekatan linguistik dan analisis semantik, yaitu kapan suatu
lafaz diartikan secara majizi; bagaimana memilih salah satu arti dari
lafaz musytarak (ambiguitas); mana ayat yang umum, yang diterang-
kan (‘4m, mubayyan, lex generalis) dan mana pula yang khusus, yang
menerangkan (khdsh, mubayyin, lex specialis); mana ayat yang qath'i
(yang artinya tidak dapat berubah) dan mana pula ayat yang zhanni
(vang artinya dapat dikembangkan); kapan suatu perintah dianggap
wajib dan kapan pula dinilai sunah; kapan suatu larangan berarti

haram dan kapan pula bersifat makruh, dan seterusnya.*

2Muhammad AbG Zahrah, Ushil al-Figh, (BeirGt: Dar al-Fikr al-‘Arabi,
1985), h. 134.
30Al Yasa Abu Bakar, “Fikih Islam dan Rekayasa Sosial”, dalam Ati Anshori

dan Slamet Warsidi (Penyunting), Fikih Indonesia Dalam Tantangan (Surakarta:
FIAI-UMS, 1991), h. 13-14.
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Dengan demikian pendekatan kebahasaan merupakan salah satu
metode istinbith yang dirumuskan ulama ushul sebagai perangkat
penting dalam penggalian hukum Islam. Perangkat ini kemudian
disebut dengan istilah kaidah ushuliyah (gawdid wushiliyyabh).
Sementara perangkat di luar analisis kebahasaan, seperti giyds,
istihsan, istishlah (mashilih al-mursalah), sadd al-dzari'ah dan ‘urf
dikategorikan sebagai perangkat magqdshid al-syari‘ah, sebab
perangkat-perangkat tersebut dimaksudkan untuk merumuskan
hukum Islam yang berorientasi kepada tujuan syariat (magqdshid al-
syariah). Tujuan syariat dimaksud adalah terdiri lima aspek, yaitu
pemeliharaan agama (a/-din), jiwa (al-nafs), keturunan (al-nasl) atau
kehormatan diri (/- irdh), akal (al-'agl) dan harta benda (al-mal).

Untuk menemukan dan merumuskan hukum Islam yang
berorientasi magqéshid al-syari‘ah, maka digunakan dua pola istinbith,
yaitu ta'lili dan istishldhi. Pola ta’lili (kausasi) adalah metode yang
berupaya untuk menemukan %//at (kausa efektif atau alasan logis)
yang terdapat di balik pensyariatan suatu hukum baik itu perintah
maupun larangan. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa
terdapat alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya dibalik
ketentuan-ketentuan Allah Swt. Allah Swt tidak menurunkan aturan
untuk mengatur perilaku manusia secara sia-sia atau tanpa tujuan
tertentu. Secara umum tujuan tersebut dimaksudkan demi tercapai-
nya kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Secara lebih
khusus, setiap perintah dan larangan mempunyai alasan logis dan
tujuan masing-masing. Alasan logis tersebut sebagian disebutkan
langsung di dalam Al-Qur’an atau hadis. Sebagian lagi diisyaratkan
saja dan ada pula yang harus direnung dan dipikirkan terlebih
dahulu.®

3bnu Qayyim al-Jawziyyah, I'ldm al-Muwaqqi’in, dengan fahgiq Thaha ‘Abd
al-Ratf Sa’d, al-Hajj ‘Abd al-Salim Ibn Muhammad Ibn Syakrun, (Kairo: t. p,
1968), h. 196.



Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu
ada. Alasan logis tersebut ada yang tidak terjangkau oleh akal
manusia sampai saat sekarang, seperti alasan logis untuk berbagai
ketentuan dalam bidang ibadat. Alasan logis inilah dinamakan %//ar
(kausa efektif) atau mandth al-hukm— proses hukum. Tegasnya,
metode #a7ili merupakan metode penalaran yang berupaya meng-
gunakan %//at tersebut sebagai alat.®

Sedangkan pola istishlihi atau mashlabah mursalah adalah
penctapan suatu ketentuan berdasar asas kemaslahatan yang
diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak
ditemukan dalil-dalil khusus. Jadi biasanya penalaran ini baru
digunakan bila penalaran bayini dan talili tidak dapat dilakukan.®®
Dari keempat imam mazhab, yang dengan tegas menyebut dan
menggunakan #stishlihi sebagai metode penalaran atau dalil hanyalah
Imam Malik (w. 179 H). Sedangkan tiga imam mazhab lainnya tidak
menyebutkannya. Tetapi ini tidaklah berarti bahwa mereka sama
sckali tidak menggunakannya. Ulama-ulama sesudah mereka dan
penelitian-penelitian zaman modern ini, kebanyakan berpendapat
bahwa semua imam mazhab empat menggunakan metode istishlihi
ini, walaupun tidak pernah menggunakan istilah tersebut secara

langsung.**

C. Hukum Islam

Terma hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, karena

istilah ini tidak ditemukan dalam khazanah Islam (al-turits al-

32]stilah yang sering digunakan adalah ijtihad géydsi Tetapi karena dalam
tulisan ini %/at tersebut digunakan untuk tujuan yang lebih luas, maka penggunaan
istilah metode 72’//7 dirasakan lebih tepat. Lebih lanjut lihat Muhammad Ma’rif al-
Dawalibi, A~Madkhal ilé Tl Ushil al-Figh, (Beirat: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), h.
433.

33Muhammad Ma’taf al-Dawalibi, .4/-Madkhal ilé 1ln Ushil al-Figh, (Beirat:
Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), h. 307.

341bid., h. 311.
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isldmi), kecuali istilah al-syari‘ah al-islimiyah (syariat Islam) dan a/-
figh al-islimi (fikih Islam). Syariat adalah ketentuan Allah yang
disyariatkan kepada hamba-hamba-Nya.?* Ketentuan itu meliputi
akidah, ibadah, akhlak dan mu’amalah,®*® yang tertuang dalam Al-
Qur’an dan hadis Nabi shallallihu “alayhi wa sallama. Sedangkan
fikih, dalam terminologi ushiliyyiin (pakar ushul fikih) didefinisikan
sebagai “Ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis
yang digali dari dalil-dalil yang terperinci”.?’

Disebut ilmu, karena fikih merupakan garapan manusia dengan
mempergunakan metode-metode tertentu, seperti giyds, istibsin,
istishhdb, dan lain-lain. Disebut praktis karena ia berisi pedoman bagi
kaum muslimin dalam melakukan segala aktivitas; ibadah maupun
mu’amalah. Yang disebut pertama berkenaan dengan aturan formal
berhubungan dengan Tuhan (babl min Allih), sedangkan kedua
berkaitan dengan interaksi antar sesama makhluk (bab min al-nis).
Muhammad Ab{i Zahrah (w. 1974 M) dan ‘Abdul Wahhab Khallaf
(w. 1956 M) memerinci kedua aspek tersebut menjadi tujuh aspek
yaitu: aspek ibadah; kafarit (tebusan atau denda akibat pelanggaran
hukum seperti zhihar isteri, sumpah, dll.); mu’amalah; kehidupan
rumah tangga; pidana; kehakiman dan pencarian keadilan; dan
interaksi muslim dengan non muslim. Sementara Amir Syarifuddin,
menyederhanakan menjadi empat aspek, yaitu aspek mundkabah

(pernikahan),  mawdrits/fardidh  (warisan),  murafa'dtlqadhi’

35Fartq Nabhan, a/-Madkhal li al-Tasyri* al-Istami, (Beirat: Dar al-Shadyt, t. th.),
h. 13.

36Manna‘ al-Qaththan, A/~ Tasyri  wa al-Figh fi al-Islimi, (Riyadh: Muassasah al-
Risélah, t. th.), h. 14.

3’Muhammad Abt Zahrah, Ushil al-Figh, (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t. th.),
h. 56; Saifuddin al-> Amidi, ALIbkdm 7 Ushitl al-Abkdm, Jilid 1, (Kairo: Muassasah
al-Halabi, 1967), h. 8.



(pengadilan), dusturiyah (kemasyarakatan dan kenegaraan), dan
duwwaliyah (hubungan internasional).®®

Aspek ibadah dibahas dalam fikih ibadah. Yang dibahas adalah
aspek thahdrah, yang terdiri atas wudhu’ dan tayamum, janabah,
serta haidh; salat, puasa, zakat, haji dan umrah, serta udhhiyah
(berkurban). Belakangan bagian fikih ibadah dirinci dalam bidang
tersendiri dengan nama fikih thahirah, fikih salat, fikih puasa, fikih
zakat dan fikih haji. Sedangkan yang dibahas dalam fikih mu’amalah
adalah hal-hal yang berkenaan dengan relasi sesama manusia. Seperti
jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan riba. Kini, aspek-aspek
ini diulas secara mandiri dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu
ckonomi Islam. Sementara persoalan nikah, yang sebelumnya bagian
dari fikih mu’amalah dibahas secara tersendiri, dengan nama fikih
mundkahah. Yang dibahas dalam fikih mundkahah adalah
perkawinan dan hal yang terkait dengannya, seperti nafkah,
perceraian, masa iddah, rujuk, kbulu’, fasakh, ila, zhibar, li'an, dan
keturunan, termasuk di dalamnya aspek penyusuan dan pengasuhan
anak. Hal-hal yang berkenaan dengan anak tersebut dibahas dalam
apa yang disebut fikih anak.

Berkenaan dengan wasiat dan warisan dibahas dalam fikih
mawaris. Berkenaan dengan wakaf dan hibah dikaji dalam fikih
wakaf. Lebih spesifik lagi kedua aspek ini menjadi bagian penting
dari apa yang dinamakan filantropi Islam.

Hudid diulas dalam fikih jindyah (pidana Islam). Yang dibahas
adalah pencurian, perampokan, pemberontakan, perzinahan,
murtad dan minuman keras, serta sanksi-sanksi hukumnya.

Sementara hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak non muslim,

38Muhammad Aba Zahrah, Ushil al-Figh, (Mesit: Dir al-Fikr al-‘Arabi, t. th.),
h. 92-105; ‘Abdul Wahhab Khallaf, T/w Ushil al-Figh, (Jakarta: Al-Dakwah al-
Islamiyyah, 1972), h. 34-34; dan Amir Syarifuddin, Ushu/ Fikib I, (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1417 H/1997), h. 71-72.
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kemasyarakatan dan kenegaraan, dan duwwaliyah (hubungan
internasional) dibahas dalam fikih siyasah (fikih politik Islam).

Kategori-kategori fikih Islam serta rincian-rinciannya tersebut
menunjukkan keluasaan aspek studi fikih. Lebih luas lagi, bila dilihat
dari aspek aliran atau mazhab. Dalam dunia Sunni dikenal 5 (lima)
mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi’'i, Hanbali dan Zhahiri. Dalam Syi’ah
populer 2 (dua) mazhab: Ja'farl dan Zaidi. Dilihat dari corak
pemikirannya, ada mazhab yang bercorak tradisional dan rasional;
literal, moderat dan liberal.

Belakangan terdapat istilah fikih kontemporer, sebagai lawan
dari fikih klasik. Fikih kontemporer bisa berarti persoalan-persoalan
baru dan kontemporer yang membutuhkan jawaban fikih. Dengan
kata lain, jawaban fikih atas kasus-kasus kontemporer dinamakan
fikih kontemporer. Kasus kontemporer dimaksud bisa dalam artian
kasus tersebut tidak tercover dalam kitab-kitab fikih klasik. Seperti
Bank Air Susu Ibu (ASI), nikah via telepon, kloning dan lain-lain.
Bisa juga, kasus itu adalah kasus klasik, namun belakangan muncul
kembali dalam bentuk baru, seperti kepemimpinan perempuan
dalam dunia publik, ibadah (seperti perempuan menjadi imam salat
atas jamaah laki-laki dan perempuan), salat dwi bahasa, dan
sebagainya.

Dengan demikian, hukum-hukum akidah dan akhlak tidak
termasuk fikih, karena fikih adalah hukum-hukum syara’ yang
diambil dari proses istidlil atau istinbéith dan nazhar (analisis) dari
sumber-sumber primernya berupa Al-Quran dan hadis. Sumber-
sumber ini bersifat zafshili (terperinci). Dalam perspekdif ini, fikih
sebetulnya tidak hanya sekadar ilmu tentang hukum-hukum
syariyyah yang diperoleh lewat proses istidlal, tetapi hukum-hukum
itu sendiri kerapkali disebut fikih. Dewasa ini, terminologi fikih
tidak lagi dimaksudkan sebagai seperangkat ilmu tentang hukum,

melainkan  hukum-hukum  fighiyyah ita sendiri disebut fikih.



Dengan ungkapan lain, fikih adalah produk hukum yang dihasilkan
ulama berdasarkan pemahaman mercka terhadap suatu nash. Atau
dalam terminologi Mann4® al-Qaththan, fikih adalah “Kompilasi
hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil yang
terperinci”.*

Dengan demikian, terminologi syariat tidak sama dengan fikih.
Syariat lebih bersifat umum, sedangkan fikih bersifac khusus;
berkenaan dengan aspek hukum. Dalam Al-Qur’an syariat identik
dengan agama. Sedangkan fikih merupakan pemahaman mendalam
tentang agama.*® Karena itu, syariat sifatnya ildhiydt, permanen,
sakral, dan tingkat kebenarannya pasti (gath iyyit). Sedangkan fikih
sifatnya insaniyit, berubah, profan, dan tingkat kebenarannya relatif,
debatable** Trulah sebabnya fikih kaya dengan perbedaan pendapat
(ikhtildf), bahkan identik dengannya.

Perbedaan lainnya adalah syariat mempunyai ruang lingkup
yang luas, ia meliputi segala aspek kehidupan manusia, sedangkan
yang disebut terakhir lebih sempit, dan hanya menyangkut hal-hal
yang pada umumnya dipahami sebagai aturan-aturan hukum.
Syariat senantiasa mengingatkan kita (bahwa ia bersumber) dari
wahyu. Ilmu (pengetahuan) tentang wahyu itu tidak akan diperoleh
kecuali dari atau dengan perantaraan Al-Qur’an dan hadis; dalam
fikih kemampuan nalar ditekankan. Arah dan tujuan syariat
ditentukan oleh Tuhan dan nabi-Nya. Sedangkan materi yang
tercantum dalam fikih disusun dan diangkat atas usaha manusia.
Dalam fikih, suatu pekerjaan bisa sah atau batal, boleh atau tidak,

sementara dalam syariat terdapat tingkatan yang diperbolehkan dan

3Mannd’ al-Qaththan, Tdrikh al-Tasyri* al-Islami: Al-Tasyri‘ wa al-Figh, (Riyadh:
Maktabah al-Ma’arif, 1422 H), h. 183.

40QQ. S. al-Maidah: 48, al-Syara:13, dan al-Jasyiah: 18.

#Juhaya S. Praja, “Dinamika Hukum Islam”, dalam Jath Mubarak, Sejarab dan
Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: Rosda Karya, 2000), h. vii.
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tidak. Dengan demikian, fikih merupakan terminologi tentang

hukum sebagai salah satu ilmu, sementara syariat lebih merupakan

perintah ilahi yang harus diikuti.*>

Umar Sulaiman menemukan lima perbedaan antara keduanya:
1. Syariat bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih

terus berkembang dan berubah tergantung tempat, adat dan
situasi.

2. Kesamaan antara syariat dan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih
yang benar. Sedangkan hasil fikih yang salah tdak dapat
disamakan dengan syariat.

3. Syariat bersifat ilmiah dan universal. Universalitas Al-Qur’an
terletak pada tujuan dan nwshish-nya yang ditujukan kepada
manusia secara keseluruhan.

4. Ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk
melaksanakan, dan atau meninggalkannya tanpa mengenal ruang
dan waktu. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk
melaksanakan suatu perintah, maka ia harus melaksanakannya,
sementara fikih tidak mengikat.

5. Syariat kebenarannya mutlak, sedangkan fikih (yang merupakan
pemahaman manusia) kemungkinan salah.*

Adapun istilah hukum Islam dalam khazanah hukum di
Indonesia dipahami sebagai penggabungan dari dua kata hukum dan
Islam. Karena itu, menurut Amir Syarifuddin, untuk memahami
hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu kata “hukum” dalam
bahasa Indonesia dan kata hukum itu disandarkan kepada “Islam”.
Pengertian hukum secara sederhana adalah seperangkat peraturan

tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat,

42 Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic [urisprudence, Tetj. Agah
Garnadi (Bandung: Pustaka, 1984), h. 8-9.

BMun’in A. Sitry, Sejarah Fikib Lslam: Sebuah Pengantar, (Surabaya: Risalah
Gusti, 1995), h. 18.



disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu,
berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.** Pengertian ini
sejalan dengan apa dikemukakan dalam Oxford English Distionary
sebagaimana dikutip Ahmad Rofiq, bahwa hukum adalah kumpulan
aturan, baik sebagai hasil pengundangan formal maupun dari
kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku
terikat sebagai anggota atau sebagai subjeknya, orang yang tunduk
padanya atau pelakuknya.*®

Sedangkan Islam dalam terminologi Mahmd Syalttic (w. 1963
M) dimaknai sebagai agama Allah yang dasar-dasar dan syariatnya
diturunkan kepada Muhammad shallallihu ‘alayhi wa sallama dan
dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak
mengikuti kepada seluruh umat manusia.*® Bila kedua kata hukum
dihubungkan dengan kata Islam atau syara’, maka hukum Islam akan
berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah tentang
tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun
orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan
mengikat untuk seluruh anggotanya.”’

Dalam literatur Barat terdapat terma Islamic Law yang secara
harfiah diterjemahkan dengan hukum Islam. Joseph Schacht
mendefinisikan Islamic Law sebagai keseluruhan khitab Allah yang
mengatur kehidupan setiap individu muslim dalam segala aspek

kehidupannya. *® Sementara menurut Muhammad Muslihuddin

4 Amir Syarifuddin, Pembabarnan Peminkiran dalam Hukum Islam, (Padang:
Angkasa Raya, 1993), h. 18.

4SAhmad Rofiq, Pembabaruan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, (Y ogyakarta:
Gama Media, 2001), h. 20-21.

46Mahmud Syaltut, AFIslam ‘Agidah wa Syari’ah, (Kairo: Dar al-Qalam, 19606),
h. 12.

47 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Peminkiran dalam Hukum Islam, h. 18.

“®Joseph Schacht, An Intoduction to Islamic Law, (Oxford: Clarendon Press,
1993), h. 1.
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hukum Islam adalah sistem hukum produk Tuhan, kehendak Allah
yang ditegakkan di atas bumi. hukum Islam itu disebut syariat, atau
jalan yang benar. Al-Qur’an dan hadis merupakan dua sumber utama
dan asli bagi hukum Islam tersebut. ** Sedangkan Hasbi ash-
Shiddieqy (w. 1975 M) mendefinisikan hukum Islam sebagai koleksi
daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas
kebutuhan masyarakat.®

Dua pengertian hukum Islam pertama lebih dekat kepada
pengertian syariat Islam atau hukum syara’. Sementara definisi
terakhir lebih dekat kepada pengertian fikih. Dalam peraturan
perundang-undangan Islam dan sistem hukum Islam, fikih
didefinisikan sebagai hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan
syari’ah, yaitu hukum-hukum yang penggaliannya memerlukan
renungan yang mendalam, pemahaman atau pengetahuan, dan
jjtihad”.”* Dengan demikian, makna fikih telah menjadi suatu nama
ilmu yang mempunyai makna tertentu atau istilah khusus dikalangan
ahli-ahli hukum Islam.>

Ringkasnya fikih adalah suatu pengetahuan hukum Islam yang
sistematis. Tetapi secara teknis ia merupakan julukan dari
jurisprudensi Islam. Namun tak berarti bahwa fikih merupakan
prinsip hukum untuk mengatur segala aspek kehidupan publik
maupun perorangan. Barang kali lebih cocok jika fikih itu disebut
sebagai ilmu pembantu dalam syari’ah. Jadi bukan syari’ah itu
sendiri. Keduanya memang sering disamakan. Padahal dua konsep

itu secara analisis amat berbeda meskipun saling berkaitan. Umat

4 Muhammad Muslihuddin, Philesofly of Islamic Law and Orientalist: A
Comparative Study of Islamic 1egal System, (Lahore, Pakistan: Islamic Publication,
t.th.), h. xii.

S0Hasbi ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
2001), h. 91.

51Sofyan A. P. Kau, Fikih Alternatif;, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2010), h. 9.

52Fazlur Rahman, Is/am, (Chicago-London: Chicago University Press, 1979),
h. 100.



Islam memang menganut ajaran fikih atau mazhab yang berbeda-
beda. Namun mercka mengambil dari sumber syari’ah yang sama.
Bagi mereka, syari’ah merupakan sistem hukum yang komprehensif,
berasal dari ayat suci Allah, merupakan saripati agama dan
mempunyai lingkup ajaran moral. Fikih memang tidak berada di
luar konsep itu. Tapi tidak juga identik. Ada faktor yang berlawanan.
Syari’ah secara murni merupakan wahyu Allah, sedang fikih
merupakn produk dari daya pikir manusia. Fikih merupakan usaha
maksimal manusia (baca: mujtahid) dengan daya intelektualnya
secara sungguh-sungguh mencoba menafsirkan penerapan prinsip-
prinsip syariah secara sistematis.

Jadi, kerangka dari kedua konsep itu berbeda. Paling tidak jika
dipandang secara analitik. Kekacauan muncul jika istilah syari’ah
digunakan tidak secara kritis. Artinya, disamping dianggap sebagai
hukum dari langit dalam bentuk prinsip-prinsip hukum yang murni,
dianggap pula sebagai ilmu pembantu yang termasuk di dalamnya
fikih tersebut. Secara nyata, istilah syari’ah biasanya diterjemahkan
dengan “Hukum Islam”. Namun dalam banyak hal, kita dihadapkan
pada kenyataan bahwa istilah hukum Islam itu terdiri dari prinsip-
prinsip hukum yang bersumber pada wahyu Ilahi tersebut. Dan
termasuk di dalamnya ilmu-ilmu pembantunya. Berarti, syari’ah
sebagai hukum Islam haruslah dipandang sebagai wahyu Allah yang
tak dapat diubah. Sebab wahyu Ilahi itulah yang menjadi dasar dari
sistem hukum Islam [#he whole legal system of Islam]. Kemudian yang
berlandaskan pada segi-segi sosial dan karakter manusia pada hukum
Islam itu, hanya merupakan bagian dari sistem tersebut. Itulah yang
disebut dengan fikih yang secara tegas harus dipandang sebagai hasil
budi daya manusia.

Kekacauan ini bisa dihindari jika perbedaan analisa yang
muncul tentang kedua konsep itu dipahami betul. Secara ringkas

barangkali bisa digambarkan lagi sebagai berikut: syariah merupakan
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pokok dari hukum Islam yang sepenuhnya berasal dari Allah, sedang
fikih merupakan usaha manusia untuk menafsirkan penerapan dari
syari’ah tersebut.®® Karena itu, Sofyan A. P. Kau mengklasifikasikan
hukum Islam ke dalam dua kategori. Pertama, hukum Islam yang
bersifat permanen, yaitu hukum Islam yang tidak dapat berubah,
itulah yang disebut syari’ah.> Dalam bahasa Juhaya, hukum Islam
pertama ini, berdimensi #ldhiyyah. Ilihiyyah, karena ia diyakini
sebagai ajaran yang bersumber dari yang Maha Suci, Maha
Sempurna, dan Maha Benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam
diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci -karena bersumber dari
yang Maha Suci- dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Dalam
pengertian ini, hukum Islam dipahami sebagai syari’at yang
cakupannya begitu luas, tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian
terminologi. Ia mencakup bidang keyakinan, amaliyah dan akhlak.*®

Kedua, hukum Islam yang bersifat dinamis, responsif dan
kreatif-inovatif yang merupakan hasil pemikiran ulama.*® Bila yang
pertama berdimensi ildhiyyah, maka yang kedua berdimensi
insdniyyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya
manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang
dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan
kebahasaan dan pendekatan magdshid. Dalam dimensi ini, hukum
Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan
berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihdd atau pada
tingkat yang lebih teknis disebut istinbith al-abkim.®” Hukum Islam

dalam dimensi kedua ini, dalam sejarah hukum Islam, melahirkan

53Hammudah Abdul ‘Ati, The Family Structure in Islam, Tetj. Anshari Thayyib
(Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 17.

54Sofyan A. P. Kau, Fikih Alternatif, h. 10.

53Juhaya S. Praja, “Dinamika Hukum Islam”, h. vii.

S6Sofyan A. P. Kau, ikih Alternatif, h. 11.

57Juhaya S. Praja, “Dinamika Hukum Islam”, h. vii.



beberapa produk hukum, seperti fatwa-fatwa ulama, keputusan-
keputusan pengadilan agama (gadhi), perundang-undangan di
negeri-negeri muslim dan kitab-kitab fikih.>®

Secara etimologis, fatwa berarti, petuah, nasihat dan jawaban
atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.® Dalam terminologi

ushul fikih, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan
scorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan oleh
peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.
Dengan kata lain, fatwa adalah pendapat hukum yang tidak
mengikat yang dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum.®
Makna definitif ini menunjukkan bahwa pertama, fatwa adalah
sebuah opini hukum yang dikeluarkan oleh seorang mulfti. Proses
pembentukan opini hukum tersebut menggunakan metode ijtihad
tertentu. Kedua, fatwa bersifat dinamis. Fatwa lahir untuk
menanggapi persoalan hukum. Tanggapan hukum tersebut bukan
muncul secara tiba-tiba dan atau atas kemauan mufti, melainkan atas
permintaan atau pertanyaan yang diajukan. Karena itu, ketika
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa: “Haram
Golput”, lalu sebagian orang ada yang menyatakan bahwa perkara
Golput adalah wilayah politik dan bukan wilayah agama, schingga
MUI tddak perlu mengeluarkan fatwa. Tentu peryataan ini adalah
keliru, fatwa MUI tersebut dipahami berasal dan muncul dengan

sendirinya dari MUI sendiri. Sementara fatwa tersebut lahir atas

58M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang ljtihad: Antara Tradisi dan iberass,
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 91.

59Sofyan A. P. Kau, Metode Penelitian Hukum Isiam, (Gorontalo: Sultan Amai
Press, 2009), h. 18.

80Abdul Aziz Dahlan, (et al.), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1996), Vol. 2, h. 326.

61Khaled M. Abou El Fadl, Speaking in God’s Name: Islamic Law, Anthority, and
Women, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dengan judul .Afas Nama
Tuban dari Fikib Otoriter ke Fikib Otoritatif; (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004 ),
h. 542.
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pertanyaan atau sebagai tanggapan atas persoalan hukum. Tegasnya,
fatwa MUI tidak keluar dengan sendirinya, melainkan lahir karena
adanya pertanyaan yang diajukan kepada MUI Berdasarkan
pertanyaan itu, MUI —melalui Komisi Fatwa-nya memberikan
jawaban. Jadi, jawaban yang berupa opini hukum itu (fatwa)
dikeluarkan MUT bukan atas dasar keinginan semata, melainkan atas
dasar permintaan dan pertanyaan. Pertanyaan dan atau permintaan
bisa bersifat perseorangan dan kolektif, dan bisa juga datang dari
lembaga pemerintah.

Betapa pun “keras” dan “radikal” sebuah fatwa, namun tidak
mengikat bagi setiap orang dan tidak memiliki konsekuensi serta
akibat hukum yang ketat. Dengan ungkapan lain, jika fatwa itu
diabaikan oleh seorang peminta fatwa, maka negara tidak dapat
memaksanya untuk melakukan dan atau meninggalkannya.
Meskipun fatwa tidak memiliki konsekuensi legal bagi kaum
muslim, namun dapat berdampak sosial dan politik. Sebab, fatwa
bukanlah pernyataan awam, tapi pernyataan sebuah otoritas agama.®

Majelis Ulama Indosesia (MUI) adalah salah satu lembaga fatwa
yang didirikan tahun 1975. Selain MUI, lembaga fatwa lainnya
adalah Bahtsul Masail. Bahtsul Masail adalah lembaga fatwa yang ada
di Nahdlatul Ulama (NU). Di Muhammadiyah, dinamakan Majelis
Tarjih. Sementara di Persis disebut Dewan Hisbah. Fatwa yang
dikeluarkan oleh keempat lembaga fatwa sebagai opini hukum
adalah hasil kerja intelektual maksimal secara kolektif (7jzihad
jamd’i). Sebaliknya, fatwa yang diberikan oleh seorang mufti sebagai
respons reaktif dan proakdf atas persoalan umat dikategorikan
sebagai 7jtihdd fardi (usaha sungguh-sungguh pengerahan daya
intelektual seorang mufti). Karena itu, fatwa bukanlah keputusan

hukum yang dibuat dengan gampang dan seenak perut orang, yang

62Luthfi Assyaukanie, Iskam Benar Versus Islam Salah, (Jakarta: Kata Kita,
2007), h. 164.



discbut membuat-buat hukum tanpa dasar (al-tabakkum). Fatwa
senantiasa terkait dengan siapa yang berwewenang memberi fatwa
(ijdzab al-iftd), kode etik fatwa (addb al-iftd) dan metode
pembuatan fatwa (istinbith). ® Tegasnya, scorang mufti adalah
seorang yang memiliki otoritas dalam bidang hukum Islam.

Produk hukum Islam kedua adalah peraturan perundangan di
negeri Islam, yaitu aturan hukum yang diundangkan yang
berorientasi kepada kepentingan dan kemaslahatan warga negara
setempat. Karena itu, setiap aturan hukum dalam negeri muslim
tidak selalu sama. Tegasnya, setiap negeri Islam memiliki peraturan
perundangan tersendiri. Sebagai contoh poligami. Di Indonesia,
menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa poligami dibolehkan bagi
suami hingga empat isteri. Ketentuan itu termaktub dalam pasal 3
dan 4 Undang-Undang Perkawinan dan Bab IX pasal 55 s/d 59 KHI.
Kebolehan tersebut dengan syarat berlaku adil terhadap isteri dan
anak. Dalam KHI disebutkan: Syarat utama beristeri lebih dari
seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan
anak-anaknya (pasal 55, ayat 2). Syarat lainnya adalah adanya
persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu
menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
Demikian termaktub dalam pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974. Bila
isteri menolak memberikan persetujuan dan izin, maka Pengadilan
Agama dengan serta merta mengambil alih kedudukannya sebagai
pemberi izin (pasal 59). Pemberian izin poligami Pengadilan Agama
didasarkan atas tiga alasan: isteri tidak dapat menjalankan kewajiban

sebagai isteri; cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

63M. Quraish Shihab, ”Era Baru, Fatwa Baru” Kata Pengantar dalam MB.
Hooker, Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubaban Sosial, (Jakarta: Teraju,
2002), h. 15.
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disembuhkan; dan tidak dapat melahirkan keturunan (KHI Bab IX
pasal 55 dan 57).

Jika poligami dibolehkan di Indonesia dengan sejumlah syarat;
maka di Turki dilarang scbagaimana termakeub dalam Turkish
Family Law 1951 (Cyprus) pasal 8 dan 19 (a). Menurut undang-
undang ini, seseorang yang akan melakukan pernikahan harus
terlebih dahulu memberi keterangan kepada pengadilan bahwa ia
sedang tidak berada dalam suatu ikatan perkawinan. Bila ia lakukan
itu, sementara ia masih dalam ikatan perkawinan, -yang berarti ia

1‘64

berpoligami-, maka akad nikahnya dianggap batal.®* Dan pelaku
poligami dikenai sanksi pidana.®

Selain Turki, Tunisia juga melarang poligami. Kepada mereka
yang melanggar dikenai sanksi pidana. Dalam undang-undang tahun
1956 disebutkan bahwa sanksi pidananya adalah kurungan selama
satu tahun dan denda sebesar 240. 000 fank. Tunisia berpendapat
bahwa menurut Al-Qur’an poligami itu harus didasari perlakuan adil
dan Al-Qur’an pula yang menyatakan bahwa kamu tidak akan
mampu berlaku adil meskipun telah berupaya, apalagi adil dalam
soal cinta. Itu berarti, bahwa poligami sebenarnya tidak dikehendaki
oleh Al-Qur’an. Terhadap riwayat yang menyebutkan bahwa ada
hadis yang menyatakan bahwa keadilan itu tidak termasuk dalam
soal cinta, Tunisia berpendapat bahwa hadis itu lemah dan tidak
dapat dipegangi.®®

Di Mesir dan Maroko poligami dibolehkan, sama dengan di
Indonesia. Yang berbeda adalah di Mesir lebih ketat, sebab —
sebagaimana tersebut dalam UU 1977, UU No. 100/1985 bahwa

64 Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terbadap
Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta:
INIS, 2002), h. 118.

65Tahir Mahmood, Fanmily Law Reform in The Muslim World, New Delhi: The
Indian Law Institute, 1979), h. 278.

66M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtibad: Antara Tradisi dan 1iberasi, h.
183.



sescorang yang akan menikah harus membuat surat pernyataan
dalam surat lamarannya perihal status perkawinannya. Bila ia telah
menikah, ia harus membubuhkan nama dan alamat isteri atau isteri-
isterinya, schingga pengadilan dapat memberi tahu perihal
perkawinan suami mereka. Bila sang isteri mengetahui suaminya
berpoligami, maka ia dapat mengajukan cerai ke pengadilan dengan
alasan bahwa hal tersebut telah membawa kerugian ckonomi
baginya. Hak pengajuan cerai isteri tersebut dibatasi selama satu
tahun sejak ia mengetahui status perkawinan suaminya. Bila selama
waktu satu tahun itu isteri tidak menggunakan haknya, maka hak
tersebut dapat dicabut oleh pengadilan. Namun bila suaminya
menikah lagi (berpoligami), maka hak itu diberikan kembali. Akan
tetapi, bila isteri yang baru dinikahi tidak mengetahui status
perkawinan suaminya, maka ia dapat mengajukan perceraian begitu
ia mengetahuinya.®’

Sedangkan di Maroko —sebagaimana dalam Undang-undang
Status Pribadi 1958-, isteri diberi hak untuk meminta suami agar
ketika melangsungkan perkawinan membuat perjanjian bahwa jika
ia ternyata nant menikah lagi dengan wanita lain, maka
perkawinannya yang pertama itu menjadi bubar dengan sendirinya.®®
Sementara di Iran, poligami tidak dilarang. Hanya saja, scorang
suami yang ingin menikah lagi, ia harus menyatakan secara tegas
kepada isteri yang dinikahinya tentang status perkawinannya. Bila
suami bohong, maka ia dikenai sanksi atas dasar tuntutan isteri.

Demikian termaktub dalam UU 1931, pasal 6.%° Di samping itu,

67Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries: History, Text The Mustin
and Comparative Analysis, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 39-
40.

68M. Atho Mudzhat, Membaca Gelombang ljtibad: Antara Tradisi dan Liberasi, h.
184.

69T ahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, h. 155, dan 159.
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sang suami harus mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan.
Sebelum memberi izin, pengadilan harus meneliti lebih dahulu
perihal kesanggupan yang bersangkutan (suami yang akan
berpoligami) untuk menafkahi dan berlaku adi terhadap para isteri.
Bila suami melanggar ketentuan ini, ia dikenai sanksi hukum.
Demikian menurut Family Protection Law (FPL), 1967 pasal 14.7°

Sedangkan gadhi adalah hukum Islam hasil ijthad individual
atau kolektif yang berupa keputusan dari sebuah persengketaan yang
dihadapkan kepada ulama di pengadilan. Berbeda dengan fatwa,
gadha sifatnya mengikat.

Dengan demikian, sebutan hukum Islam merujuk kepada
empat produk pemikiran hukum Islam, yaitu fikih, perundang-
undangan di negeri-negeri muslim, keputusan pengadilan agama
(qadhd), dan fatwa-fatwa ulama.” Keempat produk hukum Islam ini
merupakan gambaran umum. Sebagian penulis melakukan rincian.
Khoiruddin Nasution —misalnya- dalam bukunya Pengantar Studi
Islam, membagi ke dalam empat bagian. Bagian pertama, ushul fikih,
yang meliputi ushul fikih mazhab-mazhab; perbandingan mazhab-
mazhab; gawdid fighiyyah; filsafat hukum Islam; dan perkembangan
modern/pembaruan dalam bidang ushul fikih. Sedangkan bagian
kedua adalah fikih Islam, yang meliputi: ilmu fikih; #drikh tasyri’;
mazhab-mazhab fikih; perbandingan mazhab-mazhab fikih; masdil
fighiyyah; mura’at/Acara Peradilan Agama; filsafat hukum Islam; dan
perkembangan modern/pembaruan dalam bidang fikh.

Sementara bagian ketiga adalah pranata sosial, yang meliputi:
fikih ibadah; fikih mundkabahl abhwal syakhshiyyab; fikih mu’Amalah;
fikih jindyah; fikih siydsah/masalah-masalah kenegaraan, antara lain

hak sipil/perdata, kepolisian dan kemiliteran; fikih ekonomi; sejarah

0Ihid., h. 155-156, dan 162.
7IM. Atho Mudzhat, Membaca Gelombang ljtibad: Antara Tradisi dan Liberasi, h.
91.



peradilan agama; peradilan agama di Indonesia; lembaga-lembaga
Islam. Adapun bagian keempar adalah ilmu falak dan hisab, yang
meliputi: astronomi praktis; tata kordinat; penentuan awal waktu
salat dan arah kiblat; perbandingan tarikh; perhitungan awal bulan

qamariyyah; dan perhitungan gerhana bulan dan matahari.”

72 Khoiruddin =~ Nasution,  Pengantar ~ Studi  Islam,  (Yogyakarta:
ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004), h. 130.
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Metode Penemuan Hukum Islam:
Ulama Ushul dan Ulama Fikih

en( verse®@

A. Metode Penemuan Hukum Islam Ulama Ushul

Ulama ushul fikih (ushiliyyiin) telah merumuskan satu kaidah
dalam ber-istinbarh hukum syara’ dari dalil-dalil yang terperinci.
Kaidah tersebut dikenal dengan sebutan gdidah ushiliyyah atau
qdidah lughawiyyah. Disebut qdidah ushiliyyah karena dirumuskan
oleh ulama ushul fikih. Disebut gdidah lughawiyyah karena kaidah
ini menitikberatkan pada analisis linguistik sebab objek kajiannya
adalah teks (nash). Teks tersebut ada yang perintah (al-amr) dan
larangan (al-nahyu); umum (al-4m) dan khusus (al-khish); mutlak
(al-muthlaq) dan terikat (al-mugayyad); global (al-mujmal) dan
terperinci (al-mubayyan); sinonim (murddify dan makna ganda
(musytaraq); eksplisit (manthiiq) dan mafhizm (implisit); dan tekstual
(zhiahir) dan substansial (mu awwal). Itu berarti, analisis kebahasaan
merupakan bagian penting dalam proses istinbith hukum. Untuk
membantu ulama fikih dalam proses istinbith hukum, ulama ushul
fikih merumuskan sejumlah kaidah-kaidah yang terkait dengan
aspck kebahasaan. Misalnya kaidah yang terkait dengan aspek
perintah (al-amr), bahwa perintah itu pada dasarnya adalah wajib
(EESSTNENDE

Menurut kaidah ini, setiap perintah yang ditunjukkan oleh teks

(nash) pada dasarnya wajib, kecuali kalau ada dalil lain yang
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menunjukkan makna lain.”® Makna perintah ditandai dengan f1i/ al-
amr (kata kerja perintah). Contoh perintah salat dan zakat dalam
surah al-Nisd" ayat 77: “#3 4 &) 158" (“Tegakkan salat dan
keluarkan zakat”). Kata ” \s# ” dan ” 157 ” dalam ayat ini adalah kata

kerja perintah. Jika tidak indikasi makna lain, maka perintah dalam
ayat tersebut wajib, schingga disimpulkan bahwa hukum melaksana-
kan salat dan zakat adalah wajib.

Dalam terminologi ushul fikih, suatu perintah (a/-amr) tidak
saja bermakna wajib (wujib), tetapi juga bersifat fawran (segera
untuk dilaksanakan),” tuntutan,” dan datang dari pihak yang lebih
tinggi. Dengan ungkapan lain, sebuah perintah lazim berasal dari
Allah dan Rasul-nya sebagai pihak yang lebih tinggi dan ditujukan
kepada manusia sebagai pihak yang di bawah. Perintah tersebut
bersifat tuntutan yang tidak boleh diabaikan, melainkan segera

dilaksanakan.

*Makna lain dimaksud adalah anjuran (a/nadb), boleh (al-ibibah), dan
ancaman (a/-tahdid), petunjuk (al-irsydd), pemberian contoh (alimtitsil), pengajaran
sopan santun (a/-fa’dib), peringatan (al-indzar), menunjukkan kebaikan (al-imtinin),
memuliakan (a/-ikrdm), untuk menunjukkan paksaan dan hinaan (litta’skbir aw al-
tadzli), merendahkan (alimtihag), menunjukkan kekuasaan dalam menyatakan
sesuatu (a/-fakwin), untuk menunjukkan kelemahan atau melemahkan (/iza}iz),
untuk menunjukkan hinaan (/liahinah), untuk menunjukkan kesamaan (Ztaswiyab),
untuk menunjukkan doa atau permohonan (/ddu’a’), untuk menunjukkan angan-
angan atau cita-cita (Zfamanni), untuk menunjukkan nikmat dan kesenangan
(liin’dm), untuk menunjukkan kepalsuan (litakdzib), untuk merendahkan (libtigar),
untuk pemberitaan (Zlakhabar), penyerahan (al-tafiidh), untuk memberi petunjuk
dengan isyarat atau minta perhatian (/masyirah) dan untuk pengajaran (//i’tibar).
Keduapuluh lima makna-makna perintah ini adalah pendapat al-Amidi dan Ibnu
al-Subki. Muhammad al-Khudhari Beik memadatkannya menjadi lima macam
makna perintah, yaitu: menunjukkan wajib, anjuran, tuntutan semata, izin atau
boleh, dan selain dari yang empat.

"Teks Arabnya: “ 55 s ) 3 1Y, Mushthafa Said al-Khin, Atsar al-Tkbtilif
Ji al-Qawd’id al-Ushiliyyab fi 1kbtilif al-Fuqaha’, (Kairo: Mu’assasah al-Risalah, 1969),
h. 294.

7Teks Arabnya: “ $Lzdly Jadl 157, Imam al-Ghazali, a-Mustashfi min ‘lim al-
Ushil, (Mesir: Maktabah al-Jundiyah, 1977), h. 290.



Sebuah perintah tidak berdiri sendiri. Ia juga berkaitan dengan
sarana  (wasilah) untuk mewujudkan terlaksananya perintah
dimaksud. Seperti perintah salat, juga berkaitan dengan wudhu.
Salat tidak sah tanpa berwudu. Karena itu, berwudu juga hukum
wajib. Perintah zakat, juga berkenaan dengan pendistribusian zakat
kepada mustahiq (penerima zakat). Dalam hal ini amil zakat. Karena
itu, amil zakat sesuatu yang harus ada. Karena amil zakat bertugas
mengumpul, mengelola dan mendistribusikannya.

Demikian juga dengan perintah puasa. Untuk memastikan 1
Ramadhan, dilakukan hisab dan ru’yah. Karena itu, hisab dan ru’yah
menjadi wajib dilakukan untuk memastikan awal Ramadhan. Haji
pun demikian. Karena tempat pelaksanaan haji di Mekah, maka
untuk datang ke Mekah dibutuhkan alat transportasi, seperti
pesawat. Pesawat adalah salah satu sarana yang menyampaikan
jamaah haji ke tanah suci. Tanpa pesawat, jamaah Indonesia tidak
akan sampai ke tanah suci. Karena itu, menggunakan jasa pesawat
menjadi wajib.

Demikian penting sarana untuk mewujudkan pelaksanaan
perintah, maka ulama ushul fikih merumuskan kaidah bahwa
perintah terhadap sesuatu berarti perintah pula terhadap sarananya
(dblagy 341 2050,

Contoh di atas berkenaan dengan aspek ibadah. Dalam aspek
sclain ibadah, dapat dikatakan bahwa mendirikan sckolah
(madrasah) adalah wajib. Sebab sckolah merupakan salah satu sarana
tempat belajar dan menuntut ilmu. Sedangkan menuntut ilmu

adalah kewajiban, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:
(\A\CAL:- (\dec&\k},a-&\kjy)dbwaa‘m@@cﬂudujf
dos 6 Jo R
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Artinya: “Dari anas ibn Malik, ia berkata: Rasulullah shallallihu
alayhi wa sallama bersabda: “Menuntut ilmu wajib atas setiap
muslim”.”® [J
Kewajiban menuntut ilmu dalam hadis di atas menggunakan
terma faridbah. Itu berarti, bentuk perintah (shighah al-amr) tidak
selalu dalam bentuk /27 al-amr (kata kerja perintah). Dalam kajian
linguistik ushul fikih, selain menggunakan bentuk /27 al-amr, juga
menggunakan terma yang mengandung makna perintah, seperti kata
faradha, amara, dan kataba. Perintah puasa Ramadhan dalam Al-
Qur'an menggunakan kata kataba, sebagaimana tersebut dalam
surah al-Baqarah ayat 183:
s KA 5e o Jo o818 k2 Ko o817 o 0 G
Terjemah: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada

kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan () atas orang-orang

sebelum kamu agar kamu bertakwa”.

Sementara kewajiban membayar zakat fitrah atau zakat fieri,”’
dalam hadis menggunakan kata faradha dan amara. Dalam hadis
riwayat Imam al-Bukhari (w. 870 M) menggunakan kata fzradha dan
amara. Sedangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim (w. 875 M)
menggunakan kata amara. Kedua hadis dimaksud adalah sebagai

berikut:

Ao e B0 Lo 80yt o 06 e B0 (25 5 o) o el (2 B8

7 Muhammad Nashiruddin al-Bani hadis tersebut sebagai hadis lemah.
Muhammad Nashiruddin al-Bani, Dba%f al-Targhib wa al-Tarbib, Juz 1, (Riyadh:
Maktabah al-Ma‘tif al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘Gdiyyah, 1421 H/2000M),
Hadis ke-48, h. 45.

"’Dalam hadis, menggunakan terminologi zakat a/fithr, sementara dalam
istilah Indonesia menggunakan istilah zakat fitrah. Kedua terminologi memiliki
makna yang sama, yaitu merujuk kepada zakat yang berkenaan dengan diri atau
jiwa, sehingga disebut zakat a/-nafs. Bedanya, zakat al-fithr berkenaan dengan waktu.
Bahwa zakat jiwa (al-nafs) tersebut dikeluarkan menjelang idul fitri. Disebut zakat
fitrah karena zakat ini berfungsi menyucikan jiwa.



2805 ey B35 S gl Je el e Blo 5T 5 5 Bls Ll 56

S ) o 735 08 655 8T G s bl
Artinya: “Yahy4 ibn Muhammad ibn al-Sakan menceritakan kepada
kami, Muhammad ibn Jahdham menceritakan kepada kami, Ismai‘l
ibn Ja'far menceritakan kepada kami dari ‘Umar ibn Nafi‘ dari
ayahnya dari Ibnu ‘Umar radhiyallihu ‘anhuma, ia berkata:
“Rasulullah = shallallihu  alayhi wa sallama telah  mewajibkan
(faradha) mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan berupa
satu sha‘kurma atau gandum baik kepada kaum muslimin: hamba
sahaya maupun merdeka; laki-laki maupun perempuan; anak-anak
maupun dewasa. Beliau menyuruh (amara) untuk menunaikannya

sebelum manusia keluar melaksanakan salat Idul Fitri”.”8

it s s A g s e SR s
A 3] 0 7o 05 535 5 585, i g 4l 2 Jo i 0y
Artinya: “YahyA ibn YahyAd menceritakan kepada kami, Ab
Khaitsamah mengabarkan kepada kami dari Musa ibn ‘Uqbah, dari
NAfi* dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah shallallihu “alayhi wa
sallama telah memerintahkan (amara) mengeluarkan zakat fitrah
untuk menunaikannya sebelum manusia keluar melaksanakan salat
Idul Fieri”.”?
Kebalikan dari perintah adalah larangan (a/-nahy). Jika prinsip
perintah bersifat wajib, maka prinsip larangan bersifat haram. Dalam
kaidah disebutkan bahwa pada dasarnya larangan itu menunjukkan

haram (¢ 58 PN 15¥7).80 Larangan dalam teks (nash) ditunjukkan

BAbh ‘Abdillih Muhammad ibn Isma‘il Ibrahim al-Imim al-Bukhari, Shabih
al-Bukhari, Juz 11, (Mesir: Al-Kubra al-Amiriyyah, 1311 H), Kitib al-Zakih, Bab
Fardhi Shadaga al-Fitri, Hadis ke-1503, h. 130.

PAl-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, Shabih Muslim,
(Al-Azhar: Dar al-Bayan al-‘Arabi, 2006 M), Kitdb al-Zakdih, Bab al-Amri bi Tkbrdy
Zakdih al-Fitri gabla al-Shalih, Hadis ke-986, h. 130.

8Abdul Hamid al-Hakim, #/-Baydn, Juz 111, (Bukit Tinggi: Nusantara, 1954),
h. 32.
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~di antaranya- oleh /i al-nihiyah (i28\3) seperti dalam surah al-
An‘dm ayat 151 berikut ini:

e 5951 s V5 B 2l B o VS8 S I G e s U s
e B A S s ol s W B G e 155 Y5 85 355 (2 53
Terjemah: “Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan
atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan
sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu
bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena
takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada
mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang
keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan
janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”.
Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya
kamu memahami (nya).” (Q.S. al-An‘am: 151)

Ayat di atas berisi empat larangan, yaitu berbuat syirik (15 25),%!
membunuh anak kandung (fﬂ 511545 Y), membunuh orang lain ( \,i& Y
), dan melakukan perbuatan keji ( i1yl 1455 ¥). Larangan tidak
hanya ditunjukkan oleh shighah li al-nihiyah (2 Y), tetapi juga
oleh kata harrama (33), sebagaimana tersebut dalam ayat tersebut.
Harrama (33) artinya mengharamkan dan burrima (33%) artinya
diharamkan. Kedua bentuk kata ini digunakan Al-Qur’an untuk
menunjukan bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan,
seperti dalam ayat berikut:

bl 535 el A0 sy
Terjemah: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba”. (Q.S. al-Baqarah: 275).

BKalimat “15 55 97” aslinya \§ 359 &



Ky <2 Sl 791 Sy Kooy K5 Koty Roogg KA e s
St 5o Ey 3 33 Kl gy Kol Sldly il A1 e SE1,5T5 Kans 5T 530
R e Gl el il e i 3 5 0 1556 ) 3 5y s S
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Terjemah: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-
anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan,
saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu
yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu
yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan
sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang
dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi
jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu
ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan
diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S.
al-Nisa’: 23).

Analisis atas teks (nash) terhadap perintah (#/-amr) dan larangan
(al-nahyu) di atas hanya salah satu aspek dari analisis linguistik.
Bahkan analisis perintah (al-amr) dan larangan (al-nahyu)
merupakan salah satu bagian dari cakupan makna sebuah lafazh.
Dengan kata lain, untuk merumuskan suatu hukum, ulama ushul
fikih memfokuskan pada kajian kebahasaan. Salah satu kajian
kebahasaan adalah analisis lafazh. Lafazh suatu teks (nash) dianalisis
dari sisi cakupan makna dan sisi bagaimana lafazh itu digunakan.
Misalnya apakah lafazh yang digunakan bersifat bagiqi atau majizi;

sharih atau kindyah.
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Sedangkan dari sisi cakupan makna, meliputi perintah (a/-amr)
dan larangan (al-nahyu); umum (al-4m) dan khusus (al-khish);
mutlak (al-muthlag) dan terikat (al-muqayyad); global (al-mujmal)
dan terperinci (al-mubayyan); sinonim (muridify dan makna ganda
(musytaraq); eksplisit (manthiiq) dan mafhizm (implisit); dan tekstual

(zhihir) dan substansial (mu awwal).3*

B. Metode Penemuan Hukum Ulama Fikih

Jika ulama ushul fikih (ushiliyyin) merumuskan pedoman
dalam ber-istinbith hukum syara’ melalui qdidah ushiliyyah atau
qd‘idah lughawiyyah, maka ulama fikih (fugaha) juga merumuskan
kaidah dalam merumuskan hukum Islam, yang disebut dengan
kaidah fikih (gdidah fighhiyyah), yang terdiri atas lima kaidah pokok,
yaitu:

Kaidah Pertama: 6,55 5331 (Segala Persoalan Tergantung
Tujuannya).

Kaidah ini bersumber dari Al-Qur’an surah al-Ahzab ayat 5 dan
hadis Nabi shallalléhu ‘alayhi wa sallama:

s T 1 065 K S b o505 4 AR 6 2 Ko o
Terjemah: “Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu
khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh
hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
(Q.S. al-Ahzab: 5).

8Tulisan ini hanya membahas aspek perintah (a/-amr) dan larangan (al-nabyz).
Kajian lebih lanjut tentang lafazh bagigi dan majizs; sharip dan kindyab; ‘Gm dan
khish; muthlag dan muqayyad, mummal dan mubayyan; murddif dan musytarag, manthiq
dan mafhim;, zhabir dan mu'awwal dapat dibaca di antaranya dalam Asjmuni A.
Rahman, Meftode Penetapan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986); Jaih
Mubarak, Metodologi Ijtibad Hukum Isiam, (Y ogyakarta: UII Press, 2002); Abu Yasid,
Metodologi Penafsiran Teks Memabami Imn Ushul Figh sebagai Epistemologi Hukum,
(Jakarta: Erlangga, 2012).

BJalaluddin al-Suyuthi, a/-Asybab wa al-Naghdir, (Beirat: Dir al-Kutub al-
Tlmiyyah, 1983 M/1403 H), h. 8; Ahmad ibn al-Syaikh Ahmad al-Razzaq, Syarb a/-
Qawd'id al-Fighhiyyah, (Damaskus-Suria: Dar al-Qalam, 1989 M/1409 H), h. 47.
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Artinya: ““Abdulldh ibn Maslamah menceritakan kepada kami, ia
berkata Malik mengabarkan kepada kami dari Yahy4 ibn Sa‘id dari
Muhammad ibn Ibrihim dari ‘Algamah ibn Waqqash dari “‘Umar
bahwa Rasulullah shallallihu ‘alayhi wa sallama bersabda: “Perbuatan
itu tergantung kepada niat. Setiap urusan sesuai dengan apa yang
diniatkan” .8
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Artinya: “’Abdullah ibn Maslamah ibn Qa‘nab menceritakan kepada
kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Yahy4 ibn Sa‘id dari
Muhammad ibn Ibrihim dari ‘Algamah ibn Waqqash dari “‘Umar
ibn al-Khaththab ia berkata, Rasulullah shallallihu ‘alayhi wa sallama
bersabda: “Sesungguhnya perbuatan itu tergantung kepada niat. Dan
sesungguhnya setiap urusan sesuai dengan apa yang diniatkan”.%
Kaidah ini menegaskan pentingnya niat dalam setiap aktivitas.
Niat menjadi penentu diterimanya suatu amalan. Dua orang yang
berjuang di jalan Allah (f7 sabilillih) dapat saja dinilai ibadah
tergantung pada orientasi dan tujuan dari perjuangannya.
Perjuangan dapat dinilai sebagai jihad, jika diniatkan karena Allah.
Karena boleh jadi ada orang yang berjuang bukan niat karena Allah,

8 Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘l Ibrahim al-Imam al-Bukhari, Shabih
al-Bukhari, Juz 1, (Mesir: Al-Kubra al-Amiriyyah, 1311 H), Kitib al-Imdan, Bib ma ji'a
inna al-‘amal binniyyab wa al-hasanab wa liknll imri’in ma nawa, Hadis ke-54, h. 20.

8Al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, Shabib Muslim,
Muhaqqiq Muhammad Fu’ad ‘Abdul Bagi, Juz III, (Kairo: Mushthafi al-Babi al-
Halabi, 1955/1374 H), Kitdb al-Imdrah, Béab qawlibi shallallahn ‘alayhi wa sallama:

innama al-‘amal binniyyah wa annabu yadkhulu fibi al-ghazwn wa ghayrubu min al-‘amal,
Hadis ke-1907, h. 1515.
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tetapi demi popularitas. Perjuangan yang dilakukan tidak lebih dari
pencitraan diri. Itu berarti salah satu fungsi niat adalah menentukan
diterima suatu amalan dan perbuatan.

Fungsi niat lain adalah membedakan suatu amalan. Dua orang
yang sama, tidak makan dan minum tidak dapat dikategorikan
berpuasa, kecuali ia berniat puasa. Karena boleh jadi, ada orang yang
tidak makan dan minum dengan maksud diet. Dengan kata lain,
tidak makan dan minum bukan ukuran seseorang sedang berpuasa;
meskipun berpuasa ditandai dengan tidak makan dan minum. Tolok
ukurnya adalah niat dan tujuannya.

Sama halnya dengan orang yang menyembelih hewan.
Penyembelihan hewan dapat saja dinilai sebagai ibadah kurban, jika
diniatkan sebagai wudhbiyah. Tetapi boleh jadi orang yang
melaksanakan penyembelihan hewan bukan sedang melaksanakan
ibadah kurban, boleh jadi ia sedang melakukan akikah. Untuk
membedakan penyembelihan hewan sebagai ibadah kurban atau
akikah, maka ditentukan oleh niat. Bahkan boleh jadi
penyembelihan hewan bukan mengindikasikan ibadah kurban dan
atau akikah, tetapi perbuatan biasa jika penyembelihan hewan
diniatkan untuk makan bersama dengan orang lain. Karena itu, niat
menjadi penting melandasi sebuah amalan dan perbuatan. Sebab niat
berfungsi untuk membedakan dan memastikan suatu amalan. Orang
yang berpuasa senin dan kamis, boleh jadi sedangkan melaksanakan
puasa sunah jika diniatkan demikian. Boleh jadi, puasa yang
dilakukannya justru bukan puasa sunah senin dan kamis, tetapi
puasa gadha (puasa pengganti). Bergantung pada niatnya: puasa
sunah atau puasa gadha.

Niat penting dilakukan untuk membedakan amalan mubah
dengan ibadah. Orang yang duduk di dalam masjid di sepuluh akhir
Ramadan, dapat saja dikategorikan sebagai orang yang sedang i’tikaf,
jika diniatkan i’tikaf. Tetapi boleh jadi orang yang sedang duduk di



dalam masjid bukan sedang menjalankan ibadah i’tikaf, jika
duduknya dalam masjid dimaksudkan sckadar istirahat. Duduk
istirahat di dalam masjid adalah mubah, tetapi ia berubah menjadi
ibadah jika diniatkan sebagai i’tikaf.

Karena itu, berdasarkan kaidah pertama ini, kita tidak dapat
menghukumi suatu amalan hanya berdasarkan sisi lahiriah. Tetapi
status hukum dapat diberikan setelah dipastikan apa orientasi dan
tujuan dilakukannya suatu perbuatan tersebut. Orang yang
menghibahkan suatu barang tertentu sambil meminta uang satu juta
—misalnya-, tidak dapat disebut hibah, melainkan dikategorikan jual
beli. Karena itu, menurut Imam Ja‘far al-Shadiq (w. 765 M), orang
yang meminjam sesuatu tetapi berniat tidak membayar hutang,
dikategorikan sama dengan mencuri, meskipun ucapannya
meminjam. Demikian juga orang yang menikahi secorang wanita
dengan niat tidak membayar mahar, maka dikategorikan berzina.
Dalam hadis yang diriwayatkan Imam al-Nasa’t (w. 303 H) dari Abt
Dzar al-Ghifari (w. 652 M) Nabi shallallihu alayhi wa sallama
bersabda:

Ty <ol 55 S 53 S Bd @15 5 Lt Y 5T 53 50 255 s W

o %

e 9y St pp O D asd e it Y 3 (58 U 45 (e R 45
Artinya: “Seseorang yang mengawini wanita, sedang ia berniat tidak
akan memberikan maharnya sedikitpun, lalu mati, maka ia mati
dalam keadaan berzina. Dan seseorang yang membeli suatu barang,
sedang ia berniat tidak akan membayarnya sedikit pun, lalu mati,
maka ia mati dalam keadaan sebagai seorang pengkhianat”.%
Dengan demikian, kaidah pertama memberi panduan agar

seseorang tidak mudah menjatuhkan suatu ketetapan hukum,

8Dalam kitab M jam al-Thabrani, disebutkan bahwa hadis ini bersumber dari
Shuhaib. Lihat Abt al-Qasim Sulaiman ibn Ahmd ibn Muthir al-Lakhm{ al-Syami
al-Thabrani, a-Mujam al-Kabir /i al-Thabrani, Juz VIII, (Kairo: Maktabah Ibn
Taymiyah, 1994/1415), h. 34.
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sebelum memastikan orientasi dan tujuan dilakukan suatu
perbuatan. Karena itu, orang yang berdiri menghormati bendera
tidak dapat dihukumi syirik, kecuali penghormatan tersebut
dimaksudkan sebagai bentuk penyembahan. Sebagaimana seorang
santri yang mencium tangan kiai, tidak dapat sebagai bentuk kultus,
karena mencium tangan kiai dimaksudkan sebagai bentuk kecintaan
dan penghormatan kepada kiai. Sama halnya orang yang tawaf dan
mencium hajar al-aswad. Mencium hajar al-Aswad tidak disebut
menyembah batu, karena orang mencium hajar al-aswad semata-
mata menjalankan perintah Nabi shallallihu ‘alayhi wa sallama.
Menafkahi keluarga adalah amalan biasa, dan menjadi tanggung
jawab scorang suami atas keluarganya. Namun ia berubah dan
bernilai ibadah jika didasarkan kepada niat karena Allah Swt. Dalam
Shabih al-Bukhairi disebutkan hadis dari Sa‘ad ibn Abi Waqqash (w.
54 H):
s ks el Sl 1B oAl e and 1T 5 s s
8 e 1 006 dag e 0 Lo i s T 81 065 T
iR 3 3 JF b G Bl DY) iy
Artinya: “Al-Hakam ibn NAfi° menceritakan kepada kami ia berkata,
Syu‘aib mengabarkan kepada kami dari al-Zuhri ia berkata, ‘Amir
ibn Sa‘d menceritakan kepadaku dari Sa'd ibn Waqqash,
sesungguhnya ia diberitahu bahwa sesungguhnya Rasulullah
shallallahu “alayhi wa sallama bersabda: “Sesungguhnya kamu tidak
akan menafkahkan suatu nafkah yang menuntut adanya keridaan
Allah, kecuali diberi ganjaran pahala padanya sampai yang kamu
berikan ke mulut isterimu”.%’
Uraian di atas menunjukan bahwa niat dan tujuan suatu

perbuatan menentukan status hukum. Karena itu, niat penting

87 Abt ‘Abdillih Muhammad ibn Isma‘l Ibrahim al-Imam al-Bukhari, Shabib
al-Bukhari, Juz 1, Kitab al-Imin, Bab md ji'a inna al-‘amail binniyyah wa al-hasanah wa
likull ineri’in md nawd, Hadis ke-56, h. 20.



melandasi suatu perbuatan, karena niat berfungsi menentukan
diterimanya suatu amalan, membedakan amalan mubah dengan

ibadah, dan amalan biasa menjadi amalan yang bernilai ibadah.

Dihilangkan oleh keraguan).®

Kaidah ini menegaskan bahwa keyakinan menjadi dasar
penentuan hukum. Itu berarti ketetapan hukum didasarkan atas
keyakinan; dan bukan keraguan. Keyakinan tidak dapat dikalahkan
oleh keraguan. Apa yang diyakini tidak dapat dihilangkan oleh
keraguan. Keyakinan adalah hal pasti; sedangkan keraguan adalah
ketidakpastian. Wudu anda tidak dapat dihukumi batal meskipun
anda ragu apakah anda kentut. Dengan ungkapan lain, keraguan
anda telah kentut atau tidak, tidak menjadikan wudu anda batal,
kecuali anda mencium aroma dan mendengar suara kentut. Sebab,
aroma dan suara adalah indikasi kentut. Selama anda tidak mencium
aromanya dan atau mendengar suaranya, maka wudu anda tidak
batal. Demikian dijelaskan dalam hadis Nabi shallallihu “alayhi
wasallama berikut ini:
Oy J8 106 ai5b G 18 sl 12 Jd 1 r Ble (s (3 08 e
3 et ezl ale K0 88wl 3 80T Seg ) og o A Jo

Artinya: “Zuhair ibn Harb menceritakan kepada saya, Jarir
menceritakan kepada kami dari Suhail dari ayahnya dari Ab
Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallihu alayhi wasallama
bersabda: “Bila salah seorang dari kalian merasakan ‘sesuatu’ dalam

perutnya, lalu ia ragu apakah telah keluar sesuatu dari perutnya atau

8Jalaluddin al-Suyuthi, a/-Asybah wa al-Nazghdir, h. 50; Ahmad ibn al-Syaikh
Ahmad al-Razzaq, Syarh al-Qawa'id al-Fighhiyyah, h. 79.
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tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid, sampai ia mendengar
suara atau mencium baunya”.%’

Hadis ini menegaskan bahwa keraguan tidak memengaruhi
keyakinan. Seseorang yang berwudu, namun ia ragu apakah ia keluar
angin (kentut) atau tidak, maka ia tidak perlu berwudu kembali.
Sebab, keraguan muncul belakangan, sementara sebelumnya ia telah
berwudu. Itu berarti, status keraguan belakangan tidak dapat
mengubah status hukum sebelumnya, yaitu telah berwudu. Dengan
kata lain, prinsip yang diperpegangi adalah keyakinan awal, dan

bukan keraguan sesudahnya. Prinsip ini melahirkan sub kaidah:

Zog

H8G e o8G 15 LY
Artinya: "Hukum asal adalah ketetapan yang telah dimiliki
sebelumnya”.*

Namun keraguan dapat saja mengalahkan keyakinan jika lahir
keyakinan baru. Dalam konteks hadis di atas, keyakinan baru
tersebut adalah aroma kentut yang tercium dan suara kentut yang
terdengar. Dengan kata lain, keyakinan awal dapat dibatalkan oleh
keyakinan baru. Telah berwudu adalah keyakinan awal, sementara
aroma dan suara kentut menjadi bukti baru yang meyakinan bahwa
telah kentut. Sama halnya dengan keputusan hakim atas hukuman
yang dijatuhkan kepada seseorang pelaku pembunuhan. Keputusan
hakim awal ini meyakinan, dan tidak dibatalkan oleh keraguan.
Keputusan hakim awal dapat dibatalkan jika ada bukd baru.
Misalnya pada saat terjadi pembunuhan, terduga pelaku pembunu-
han ternyata berada di tempat lain. Bukti baru membatalkan putusan

hakim dengan membebaskan terduga pelaku pembunuhan.

8Al-ImAm Abd al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisabtri, Shabih Muslin,
Kitdb al-Thabdrah, Bab al-Dalil ‘ald man anna tayagqana al-Thahdrah Tsumma Syakfka fi
al-Hadats Falahu an Yushalliya bi Thahdratibi tilka, Hadis ke-362, h. 276.

% Ahmad ibn al-Syaikh Ahmad al-Razzaq, Syarh al-Qawdi‘id al-Fighhiyyah, h. 87.



Keraguan dalam contoh hadis di atas berkenaan dengan apakah
telah kentut atau tidak. Dalam hadis lain, keraguan bisa terjadi
tentang jumlah rakaat salat satu rakaat atau dua rakaat; dan atau dua
rakaat atau tiga rakaat; tiga rakaat atau empat rakaat. Untuk
keraguan jumlah rakaat, yang ditetapkan untuk dipilih jumlah rakaat
yang sedikit. Dalam hal ini yang diambil adalah satu rakaat jika ragu
apakah satu rakaat atau dua rakaat. Jika ragu apakah dua rakaat atau
tiga rakaat, maka yang diambil dua rakaat. Jika ragu apakah tiga
rakaat atau empat rakaat, maka yang diambil adalah tiga rakaat.
Petunjuk solusi atas keraguan jumlah rakaat ini dijelaskan dalam
hadis Nabi shallallihu ‘alayhi wasallama, di antaranya yang
diriwayatkan oleh Imam al-Turmudzi (w. 892 M):
o by palz) e 16 A8 S 5 Mash Whe 1B LB ! Aist ke
ety L 15 atle 3 8aT e B0k dag e 0 Jo o a8 g
B ol e el 8551 Ja o s 0B waiely Je o s 5T o

Al 51 08 gt daadly o Je ol gt 5 Lo 95,5
Artinya: “Muhammad ibn BasysyAr menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad ibn Khilid ibn ‘Atsmah menceritakan kepada
kami, ia berkata: Ibrahim ibn Sa‘d menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad ibn Ishdq menceritakan kepada saya, dari
Makhl dari Kuraib dari Ibnu ‘Abbis dari ‘Abdurrahmain ibn ‘Awf,
ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallihu “alayhi wasallama
bersabda: “Jika salah seorang dari kalian lupa dalam salatnya schingga
tidak tahu apakah sudah satu atau dua rakaat?, maka hendaklah ia
meyakini sebagai satu rakaat. Jika ia tidak yakin apakah sudah dua
atau tiga rakaat?, maka hendaklah ia meyakini sebagai dua rakaat.

Dan jika ia tidak tahu apakah sudah sudah tiga atau empat rakaat?,
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maka hendaklah ia meyakini sebagai tiga rakaat. Dan hendaklah ia

melakukan sujud (sahwi) dua kali sebelum salam”.”!

Kaidah Ketiga: .38\ 12 21V (Kesulitan Itu Membawa
Kemudahan) .>?

Kaidah ini menegaskan bahwa kesulitan menjadi bahan
pertimbangan dalam menentukan suatu hukum. Sebab salah satu
prinsip beragama adalah kemudahan. Allah Swt tidak menjadikan
agama itu sulit.”® Sebaliknya Allah menghendaki kemudahan dan
bukan kesulitan.?* Karena itu orang dalam perjalanan dan orang
sakit diberi dispensasi dalam menjalankan ajaran agama. Orang
dalam perjalanan dibolehkan tidak berpuasa, tetapi menggantinya di
hari lain; % dibolehkan menjamak dan meng-gasar salat 96
dibolehkan meninggalkan salat jumat, dan menggantinya dengan
salat zhuhur. Sedangkan mereka yang sakit dibolehkan tidak
berpuasa, tetapi mengganti puasanya di hari lain setelah schag
dibolehkan salat dengan cara duduk dan atau dengan cara berbaring;

boleh tidak berwudu dengan air tetapi bertayamum dengan debu.

9AL ImAm al-Hafizh Aba ‘Isi Muhammad Sawrah ibn Masal al-Turmudzi,
Sunan al-Turmudzi, Tahqiq Basysyar ‘Awwad Ma’raf, Juz I, (Beirat: Dar al-Garbi al-
Islami, 1996 M), Kitidb al-Shalah Bab fiman yasynkku fi al-Ziyidah wa al-Nugshin, Hadis
ke-398, h. 398.

?Jalaluddin al-Suyuthi, @/-Asybah wa al-Naghdiir, h. 76; Ahmad ibn al-Syaikh
Ahmad al-Razzaq, Syarh al-Qawdi‘id al-Fighhiyyab, h. 157.

®Dalam Q. S. al-Hajj ayat 78 disebutkan: “73= 5 ;0 & e Jaz 1y (“Dia tidak
menjadikan agama itu sulit”.) ]

*Dalam Q. S. al-Baqarah ayat 185 disebutkan: “ 2 £ 4z V3 K Ay
(“Allah menghendaki kemudahan dan bukan kesulitan”)

¥Dalam Q. S. al-Baqarah ayat 183 disebutkan: “ e 835 jo fe 5 las Ko o878
5 +6 (“Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu
ia l;erbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu
pada hari-hari yang lain”)

%Dalam Q. S. al-Nisa’ ayat 101 disebutkan: “,;45 4 s SJL sl s g A5 1l
b 153 K106 5 o800 ) 1,8 Sl St 3 & 5 lal o (“Dan apabila kamu bepergian di
muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-gashar sembahyang(mu), jika
kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah
musuh yang nyata bagimu”)



Perjalanan dan sakit adalah dua kondisi yang tidak
memungkinkan untuk menjalankan ajaran agama secara maksimal
dan sempurna. Kondisi demikian menyulitkan dan menyusahkan.
Karena itu, ajaran agama memberi dispensasi (rukhshah). Tentu ada
banyak ragam kesulitan yang sulit dihindarkan terkait dengan
pengamalan ibadah baik karena di luar kemampuan manusia
ataupun karena tidak sengaja. Anda menuju masjid untuk salat
berjama’ah. Tiba-tiba ada percikan yang mengenai pakaian anda.
Percikan itu sesuatu yang najis. Karena percikan itu sesuatu yang
sulit anda dihindari, maka anda dimaafkan sehingga pakaian yang
terkena percikan najis tersebut dapat digunakan untuk salat.

Seorang dokter melakukan operasi jantung misalnya. Operasi
ini membutuhkan waktu lama. Tiba waktu salat, namun proses
operasi masih berlangsung. Ia tidak mungkin meninggalkan pasien
yang sedang dioperasi. Jika ia tinggalkan akan membahayakan jiwa
pasien. Karena itu, ia tetap selesaikan proses operasi hingga selesai,
meskipun melewati waktu salat. Dalam kondisi yang sulit demikian,
dokter tersebut dapat menjamak salatnya. Jika operasi menghabiskan
waktu yang panjang, maka boleh jadi bukan dua salat yang dijamak;
tetapi empat salat sekaligus dijamak. Demikian disebutkan dalam
hadis riwayat Ibnu Majah (w. 887 M) berikut:

e 8 S T 28 Sl Gl ol 8 385 Wis 1B s e s
358 & oladly Ol s B o g dog e A Jo o8 8 e
“All ibn Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waki* menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Ab{ al-
Zubair dari Abl al-Thufail dari Mu‘4dz ibn Jabal bahwasanya Nabi

Artinya:
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shallallohu alayhi  wasallama menjamak salat Zhuhur, ‘Ashar,
Maghrib dan Tsya ketika perang Tabuk dalam perjalanan”.”’

Kondisi sulit yang dialami dokter, dapat saja dialami
penumpang angkutan umum di Jakarta. Kendaraan yang padat dan
jalan yang macet, menjadikan seorang penumpang bisa kehilangan
kesempatan waktu salat. Sekitar tahun 2001 penulis pernah
mengalami hal ini. Saat itu penulis naik angkutan umum dari Pasar
Senin-Jakarta menuju Ciputat. 90 (sembilan puluh) menit sebelum
Maghrib penulis sudah naik menuju Ciputat. Seperti biasanya tiba
di Ciputat sebelum Maghrib. Namun karena macet, penulis tiba
Ciputat setelah selesai azan salat Isya’. Turun dari bis demi salat
Maghrib tidak mungkin. Tidak saja sulit untuk turun; tetapi juga
tidak mudah mendapatkan angkutan. Tidak ada pilihan kecuali
melanjutkan perjalanan meskipun tiba setelah azan Isya’. Dalam
kondisi demikian, penulis menjamak salat Maghrib dan Isya’.

Kaidah Keempat: )\ 572\ (Kemudaratan itu Dibilangkan).*®

Kaidah ini diambil dari hadis Nabi shallallihu ‘alayhi wa
sallama:

SIEREETER

Artinya: “Tidak membahayakan (bagi diri sendiri), tidak pula
membahayakan (orang lain)”.%’

Kaidah ini menekankan bahwa sesuatu yang membahayakan
menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan hukum; baik
membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Itu

berarti segala sesuatu yang mendatangkan bahaya dapat dihukumi

% Al-Hafizh Abi ‘Abdillith Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibn
Majah, Juz 1, (Beirat: Dar Thya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t. th.), Kitdb Igdmal al-Shalib
wa al-Sunnab fiba, Bab al-Jam‘i bayn al-Shalitain fi al-Safar, Hadis ke-1070, h. 340.

®Jalaluddin al-Suyuthi, a/-Asybab wa al-Naghair, h. 86; Ahmad ibn al-Syaikh
Ahmad al-Razziq, Syarh al-Qawa'id al-Fighbiyyah, h. 179.

9Al-Hafizh Abi ‘Abdillith Muhammad ibn Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibn
Majah, Juz 11, Kitab al-Abkdnm Bab man band fi baqqibi mi yadburru bi jaribi, Hadis ke-
2341, h. 784.



haram atau dilarang. Sebaliknya sesuatu yang mendatangkan
keselamatan dapat dihukumi wajib atau dianjurkan. Adanya traffic
light, lampu lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tidak
saja berfungsi untuk mengendalikan dan memperlancar arus lalu
lintas, tetapi juga menghindari dan mengurangi tingkat kecelakaan
yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan. Karena
traffic light dapat berfungsi menghindari bahaya kecelakaan, maka
traffic light menjadi wajib diadakan. Dengan demikian, kaidah ini
berorientasi pada keselamatan jiwa yang dalam konsep magqdshid al-
syariah disebut bifzh al-nafs. Hifzh al-nafs (memelihara jiwa)
merupakan sesuatu yang dhariri, selain bifzh al-din (memelihara
agama), hifzh al-aql (memelihara akal pikiran), bifzh al-mail
(memelihara harta) dan Aifzh al-nasl (memelihara kehormatan dan
keturunan).

Demi terselamatkan jiwa, maka sesuatu yang semula
diharamkan dalam agama, dapat saja dibolehkan jika tidak ada jalan
dan alternadf lain. Daging babi —misalnya- termasuk hal yang
diharamkan untuk dikonsumsi (Q.S. al-Maidah: 3). Anda dalam
keadaan lapar, sedangkan sedikit pun tidak ada makanan. Anda
sudah berusaha mencari makanan tetapi tidak mendapatkannya,
sementara yang ada hanya daging babi. Jika anda tidak makan, jiwa
anda terancam. Anda bisa mati kelaparan. Dalam kondisi demikian,
maka anda boleh mengonsumsi daging babi. Kondisi ini disebut
darurat. Darurat berarti kondisi yang sangat berbahaya, sedangkan
tidak ada pilihan dan alternatif yang ditempuh kecuali yang
terlarang. Dalam konteks ini, berlaku sub kaidah dari kaidah pokok
di atas, yaitu:

Olsladl e £ )2

Artinya: "Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang terlarang”.loo

1007314luddin al-Suyuthi, a~-Asybah wa al-Nazghdir, h. 84; Ahmad ibn al-Syaikh
Ahmad al-Razziq, Syarh al-Qawd ‘id al-Fighhiyyah, h. 185.
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Daging babi adalah haram. Namun dalam kondisi darurat,
daging babi menjadi boleh dikonsumsi. Karena sifatnya yang
darurat, maka daging babi yang dimakan tersebut tidak lebih dari
sckadar menghilangkan lapar. Bukan dikonsumsi untuk makan
sekenyang-kenyangnya atau untuk memuas perut. Hal ini sesuai
dengan sub kaidah lain yang menyebutkan:

5% 558 55,8 gl
Artinya: ”Sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi darurat harus
disesuaikan dengan kadar daruratnya”.!’!

Demikian halnya dengan keharaman melihat aurat. Namun
dokter dapat melihat aurat seorang ibu saat melakuan operasi caesar
(sesar). Tentu dokter hanya boleh melihat bagian tertentu saja dan
itupun selama proses operasi caesar (sesar) dilakukan. Kebolehan
terthadap dokter ini karena sifatnya darurat. Karena sesuatu yang
tidak mungkin bagi dokter ketika melakukan operasi caesar (sesar)
tidak melihat aurat bahkan menyentuhnya. Dengan demikian,
kaidah kedua ini menegaskan bahwa kondisi yang membahayakan
keselamatan diri manjadi bahan pertimbangan ulama hukum untuk
menghukumi sesuatu. Selain itu, kondisi darurat menjadikan sesutu
yang semula haram berubah menjadi boleh dilakukan sesuai
kadarnya.

Kaidah Kelima: & 36\ (Adat Menjadi Dasar Penetapan
Hukum) .

Kaidah kelima ini menegaskan bahwa adat atau kebiasaan dapat
dijadikan patokan hukum selama tidak bertentangan dengan

syariat.!% Setiap tempat memiliki adat atau kebiasaan yang dinilai

% a1aluddin al-Suyuthi, a~-Asybah wa al-Nazhdir, h. 84.

192 Ibid,, h. 89; Ahmad ibn al-Syaikh Ahmad al-Razzaq, Syarh Qawi'd al-
Fighhiyyah, h. 219.

105Rachmat Syafe’i menyebut enam syarat adat atau kebiasaan dapat dijadikan
patokan hukum, yaitu tidak bertentangan dengan syariat; tidak menyebabkan



baik. Misalnya kebiasaan penduduk Madinah menggunakan takaran
(al-mikyal) sebagai alat ukur dalam transaksi jual beli. Sementara
penduduk Makkah menggunakan timbangan (a/-wazn).!% Adat dan
kebiasaan lain penduduk Madinah adalah mengkhitan anak
perempuan. Lalu secorang wanita datang dan mempertanyakan
kepada Nabi shallallihu “alayhi wa sallama tentang tradisi khitan
perempuan. Beliau menjawab: “Jangan engkau merusak
(kelaminnya), karena hal itu merupakan kehormatan bagi
perempuan”. 10

Penduduk Madinah juga punya adat dan kebiasaan bagi wanita-
wanita kelas ningrat tidak menyusui bayi mereka. Adat dan kebiasaan
ini dijadikan dasar dan pertimbangan Imam Malik (w. 179 H) untuk
membebaskan para wanita ningrat dari pelaksanaan aturan Al-
Qur’an yang memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anak

mereka, karena adat para wanita ningrat di Madinah tidak menyusui

kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan; telah berlaku pada umumnya
orang muslim; tidak berlaku pada ibadah mahdhah; sudah memasyarakat ketika
akan ditetapkan hukumnya; dan tidak bertentangan dengan yang diungkapkan
dengan jelas. Rachmat Syafe’i, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 291-292.
Sementara‘Abdul Karim Zaydan menyebut empat syarat, yaitu: tidak bertentangan
dengan salah satu nash syariat; berlaku dan atau diberlakukan secara umum dan
konstan; sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; dan tidak
terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang
dikandung oleh adat. ‘Abdul Karlm Zaydan, A-LWajiz, fi Ushil al-Figh, (Beirat:
Mu’assasah al-Risalah, 2001), h. 256-257.

"%Demikian tersebut dalam hadis: © Je &G 125 ale 20 Lo 80 0,25 06108 5% o4 12
o Jol o3 Je 3l wadl JaT JEG” (“Takaran adalah bagi penduduk Madinah,
sementara timbangan adalah untuk penduduk Makkah”). Al-Imam al-Hafizh
Sulaiman al-Asy’ats al-Sajastani AbG Dawud, Swnan Abi Dawnd, komentar dan
tahqiq Dr. al-Sayyid Muhammad Sayyid, Dr. ‘Abdul Qadir ‘Abdul Khair dan Al-
Ustadz Sayyid Muhammad Sayyid dan al-Ustadz Sayyid Ibrahim, Juz IV, (Kairo:
Dair al- Hadits, 1999 M/1420 H), Kitdb al-Buyi‘ fi Qawl al-Nabiyy Shallallibn ‘alaihi
wasallama: al-Mikyaln Mikydlul Madinah, Hadis ke-3340, h. 1451.

105 A]-Tmam al-Hafizh Sulaiman al-Asy’ats al-Sajastani Aba Dawud, Swunan Abi
Dawnd, Jilid 1V, Kitib al-Adab, Bab ma Ji'a fi al-Khitan, Hadis ke-5271, h. 2238.
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anak-anak mereka.' Aturan Al-Qur’an dimaksud termaktub dalam
surah al-Baqarah ayat 233:
3233) -’333“5 Jes &l p 5 u‘J u*jv"b/udj’ u"ﬁ N C3 U«U‘
Jés usy 135 Y5 ads 800, 5158 ¥ gy me ¥ oyl 57
SESIN \«A‘é’\)@uu W&Ju‘yw \5&)533’4’2%53\
o 20 5 1t 203 edl 20 e ) K A 6 60951 et
et §sla
Terjemah: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian
kepada para ibu dengan cara yang makruf. Sescorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu
menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah
karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan
keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.
Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut
yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Baqarah: 233).
Secara umum ayat di atas menegaskan tentang kewajiban para
ibu menyusui bayi mereka. Sementara Imam Malik (w. 179 H)
mengecualikan para wanita ningrat atas kewajiban tersebut.
Muhammad Mushthafd Syalabi menyebut pola penalaran hukum
Imam Malik (w. 179 H) ini sebagai bentuk zakhshish atas keumuman

nash surah al-Baqarah ayat 233.1%7

8Yasin Duton, Asal Mula Hukum Islam: Al-Quran, Muwaththa’, dan Praktik
Madinah, (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003), h. 75-106.

197 Muhammad Mushthafi Syalabi, Ushd/ al-Figh al-Islimi, (Beirat: Dar al-
Nahdah al-‘Arabiyyah, 19806), h. 321.



Memungut dan mengambil buah kelapa yang jatuh di kebun
orang lain boleh jadi dipandang tidak halal. Tetapi dalam kebiasaan
masyarakat Gorontalo, seseorang boleh mengambilnya tanpa harus
meminta izin kepada pemiliknya. Karena menurut adat dan
kebiasaan, kelapa tersebut boleh dan halal diambil tanpa dihukumi
mencuri. Demikian juga dibolehkan mencari dan memungut sisa
hasil panen padi pada sawah orang lain tanpa meminta izin kepada
pemilik sawah. Adat dan kebiasaan ini dikenal dengan istilah
modanta.

Para ulama dan pakar hukum Islam ketika merumuskan hukum
Islam Indonesia, mengadopsi sejumlah aturan dari hukum adat. Di
antara yang diadopsi kedalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)
adalah ketentuan za’iq talak, harta bersama dalam perkawinan dan

wasiat wajibah. 1%

1%Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca dalam Sofyan A.P. Kau, Isu-Lsu Aktual
Kontemporer Fikib Keluarga, (Malang: Inteligensia Media, 2021).
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Metode Istinbath Hukum Lembaga
Fatwa: MUI, Bahtsul Masail, Majelis
Tarjih dan Dewan Hisbah PERSIS

egi), verge@

Terdapat beberapa lembaga fatwa di Indonesia yang mem-
produksi fatwa, seperti Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut
MUI), Bahtsul Masail Diniyyah, Majelis Tarjih dan Tajdid dan
Dewan Hisbah. Pembahasan fatwa di MUI berada pada Komisi
Fatwa. Secara kelembagaan MUI yang mengeluarkan fatwa; tetapi
pembahasan dan pengkajiannya adalah komisi fatwa. Di NU
lembaga fatwanya adalah Bahtsul Masail Diniyyah. Sementara di
Muhammadiyah dinamakan Majelis Tarjih dan Tajdid. Sedangkan
di Persatuan Islam (selanjutnya disebut PERSIS), lembaga fatwa
bernama Dewan Hisbah.

Proses penalaran hukum Islam dalam rangka penemuan,
perumusan dan penctapan hukum atau fatwa dilakukan secara
kolektif, yang disebut sjtibidd jama'i. Sedangkan metode penemuan,
perumusan dan penetapan hukum dinamakan ijtihad. Secara teknis
MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid menggunakan istilah ijtihad.
Sementara NU lebih memilih istilah teknis #stinbith. Sebagai istilah
teknis baik ijtihad maupun istibinth semakna, meskipun istibinth

bagian dari ijtihad.

A. Metode Ijtihad MUI
Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) lahir pada
tanggal 27 Juli 1975 dengan ditandatangani oleh 26 ulama utusan
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daerah tingkat I (provinsi), 10 ulama unsur Organisasi Islam tingkat
pusat, 4 orang dari Dinas Kerohanian Islam TNI/Polri, dan 13 ulama
undangan perorangan.'% Keberadaan MUI berfungsi sebagai wadah
pemersatu dan silaturahmi umat Islam; sebagai intermedial untuk
pemerintah terhadap umat Islam; sebagai artikulator untuk umat
Islam terhadap pemerintah; dan sebagai forum kerukunan antarumat

beragama.llo

Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional I MUI, dijelaskan
bahwa fungsi MUI antara lain memberi fatwa dan nasihat mengenai
masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan
umat Islam umumnya, sebagai amar makruf nahi munkar.'* Fatwa
yang dikeluarkan oleh MUI karena ada permintaan atau pertanyaan
perorangan, pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau Majelis

Ulama sendiri yang oleh MUI dianggap perlu untuk difatwakan.

109Sekretariat MUI, 75 Tabun Majelis Ulama Indonesia,Wadah Musyawarah Para
Zu'ama dan Cendifiawan Muslim, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, t.th.),
h. 49. Sebelum MUI lahir, telah ada Majelis Ulama di beberapa daerah. Di
antaranya pada masa penjajahan Belanda sudah ada sejumlah organisasi daerah dan
nasional yang menggunakan sebutan ulama, seperti Perserikatan Ulama
Majalengka, Persatuan Ulama seluruh Aceh, Majelis Ulama Indonesia Toli-Toli
dan Nahdlatul Ulama. Dalam dasawarsa tiga puluhan organisasi-organisasi ulama
tersebut melebur menjadi satu badan yang disebut dengan Majelis Islam A’la
Indonesia (MIAI). Pada tahun 1942-1945 yaitu pada masa pendudukan Jepang,
MIAI dibubarkan dan diganti dengan Masyumi yang berubah menjadi partai
politik. M. Atho’ Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang
Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, (Jakarta: INIS, 1993), h. 54-55.

1107bid., h. 116.

11 Fungsi MUI lainnya adalah memperkuat Uhkuwah (kerukunan)
Islamiyyah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antarumat
beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa; mewakili umat
Islam dalam konsultasi antarumat beragama; menjadi penghubung antara ulama
dan umara (pejabat pemerintahan), serta menjadi penerjemah timbal balik antara
pemerintah dan umat beragama guna menyukseskan pembangunan nasional;
meningkatkan hubungan kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan
cendekiawan muslim dan; mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi
antara umat beragama. Dengan demikian, MUI bersifat koordinatif, konsultatif,
informatif, dan pengayom, tidak berafiliasi pada salah satu golongan politik. HLM.
A. Hafizh Anshary Az, et all., Ensiklopedi Islam, Jilid 3, h. 122.



Dalam menetapkan fatwa, MUI telah menetapkan pedoman yang
berisi prosedur formal, dasar kewenangan dan tata tertibnya. Sampai
tahun 1980 fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) diputuskan
komisi fatwa dan ditandatangani oleh ketua dan sckretaris komisi
fatwa. Berdasarkan rapat pengurus Paripurna Majelis Ulama
Indonesia tanggal 18 Januari 1986 diadakan perubahan prosedur,
yaitu keputusan komisi fatwa ditanfizhkan oleh dewan pimpinan
MUI dalam bentuk surat keputusan penetapan fatwa yang
ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris umum serta ketua
komisi fatwa MUIL.112

Adapun prosedur yang digunakan MUI dalam penetapan fatwa
menempuh dengan -paling tidak- dua cara. Pertama, melalui
persidangan komisi fatwa. Dalam persidangan ini selain dihadiri oleh
Ketua komisi dan anggota-anggotanya, tidak jarang pula menghadir-
kan para peserta undangan dari kalangan ulama di luar MUI,
akademisi, atau ilmuwan non-ulama yang kompeten dalam
persoalan yang difatwakan. Kedua, melalui sidang konferensi ulama
tahunan yang dihadiri oleh sejumlah ulama dari lingkungan yang
lebih luas. 13

Dalam perspektif di atas sebenarnya prosedur pemberian fatwa
oleh MUI tergantung dari persoalan yang akan dimintakan fatwanya
tidak sembarangan, terkadang para ulama yang tergabung dalam
komisi fatwa harus mengundang para pihak yang berkompeten
sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, misalnya pihak
kedokteran, ahli kimia, dan sebagainya, baru kemudian dikaji dalam
perspekdif hukum Islam.

Sejak MUI berdiri pada tahun 1975, sebenarnya MUI telah

memiliki metodologi khusus yang digunakan sebagai landasan

112Majelis Ulama Indonesia MUT), 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta:
MUI 1995), h. 20.

13M. Atho’ Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 78-80.
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penetapan fatwa. Pada periode 1975-1980 dan periode 1980-1985,
fatwa MUI diputuskan oleh Komisi Fatwa, dan ditandatangani oleh
Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa. Namun berdasarkan keputusan
rapat pengurus Paripurna MUI tangal 7 Jumadil Awal 1406/18
Januari 1986, telah diadakan perubahan prosedur bahwa keputusan
fatwa Komisi Fatwa ditanfikan oleh Dewan pimpinan MUI dalam
bentuk Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Ketua
Umum dan Sektretaris Umum serta Ketua Komisi Fatwa MUIL
Metode dan prosedur penctapan fatwa dalam bentuk SK (surat
Keputusan) yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sektretaris
Umum MUI, serta Ketua Komisi Fatwa hingga sekarang masih
dipertahankan.

Penetapan fatwa MUI tersebut didasarkan kepada Al-Qur’an,
sunah, ijmak dan kias. Secara hirakhis dasar-dasar penetapan fatwa
harus mendahulukan dasar-dasar fatwa tersebut. Pertama,
pembahasan suatu masalah untuk difatwakan harus memperhatikan
dasar-dasar fatwa yang berasal dari Al-Qur’an, sunah, ijmak dan kias.
Kedua, mengakomodasi pendapat-pendapat imam-imam mazhab
dan fuqaha terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-
dalil dan wajah istidlalnya. Ketiga, pembahasan untuk menemukan
pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih maslahat bagi
umat untuk difatwakan. Keempat, apabila masalah yang difatwakan
tidak terdapat pendapat mazhab dan fukaha dan tidak ada dalil yang
lebih kuat, maka dilakukan ijtihad berupa ijtihad kolektif (jama 7).11>

4Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Keputusan dan Fatwa MUI, (Jakarta:
Sekretariat MUI Masjid Istiglal, t.th.), h. 15.

15Majlis Ulama Indonesia, Himpunan Keputusan dan Fatwa MUI, (Jakarta:
Sekretariat MUI Masjid Istiglal, t.th.), h. 16. Lihat juga Majlis Ulama Indonesia,
Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan
Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003), h. 107. Sistem dan prosedur penetapan
fatwa (manhaj fi istinbath al~fatawd) merupakan instrumen untuk menetapkan fatwa
yang mengikat bagi komisi fatwa baik di tingkat pusat maupun daerah, dan



Sementara pendekatan yang digunakan MUI dalam menetap-
kan fatwa adalah pendekatan nashsh qath, qawli dan manbhaji.
Ketiga pendekatan ini dilakukan secara integratif.'!® Pendekatan
nashsh qath'i dilakukan dengan berpegang kepada nashsh (teks) Al-
Qur’an atau hadis bila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash
Al-Qur’an ataupun hadis secara jelas. Jika masalah tersebut tidak
terdapat dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, maka digunakan
pendekatan gawli dan manhaji.*'’

Pendekatan gawli dilakukan dengan berdasarkan pada pendapat
para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka (al-kutub al-
mu ‘tabarah). Pendekatan qawli ditempuh jika jawaban dapat
dicukupi oleh pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab fikih
terkemuka tersebut dan hanya terdapat satu pendapat (gawli) yang
dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk
dilaksanakan (zz assur atau ta azzur al-'amal atau shu‘ubah al-'a‘mil)
atau karena illatnya berubah. Dalam hal ini perlu dilakukan telaah
ulang (i4dah al-nazhar). Telaah ulang merupakan kebiasaan para

ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap teks-teks

diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap setiap persoalan yang muncul.
Metode (manhaj) ini juga dimaksudkan agar tidak timbul pemberian jawaban tanpa
pedoman, atau membiarkan ketidakjelasan suatu masalah karena tidak ada nash
gath? ataupun karena tidak ada pendapat ulama terdahulu yang membahas
persoalan tersebut. Dalam rentang perjalanan MUI, pedoman penetapan fatwa
pertama ditetapkan pada tahun 1986 yakni yang tercermin dalam Muqaddimah
Pedoman Dasar dan Tata Cara penetapan Fatwa sebagai hasil Munas I1II MUI
tahun 1985-1990, dan disempurnakan pada tahun 1997, kemudian disempurnakan
lagi pada tahun 2001. Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtma’
Ulama, Komisi Fatwa MUI 1I tabun 2006, h. 73. Lihat juga dalam Himpunan Fatwa
Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
Depag Rl, 2003), h. 104.

16Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima* Ulama, Komisi
Fatwa MULI I Tahun 2006, h. 75.

17Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima’ Ulama, Komisi
Fatwa MUI I tabun 2006, h. 76. Lihat juga KH. Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistem
Hukum Istam, h. 268.
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hukum yang ada bila teks-teks tersebut sudah tidak tepat lagi untuk
dipegangi. Apabila tidak terdapat jawaban yang mencukupi dalam
nashsh qath?, dan qawli sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fikh
terkemuka (al-kutub al-mu‘tabarah), maka proses penctapan fatwa
dilakukan melalui pendekatan manhaji. **®

Pendekatan manhaji adalah pendekatan dengan menggunakan
kaidah-kaidah pokok (a/-qawa ‘id al-ushiliyyah) dan metodologi yang
dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu
masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara
kolektif (jamd7), dengan menggunakan metode al-jamu wa al-
tawfiq, tarjih dan istinbathi. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah
di kalangan imam mazhab maka penctapan fatwa didasarkan pada
hasil usaha penemuan titik temu (kompromi) di antara pendapat-
pendapat mazhab melalui metode al~jam ‘u wa al-tawfig '

Jika al-jam‘u wa al-tawfiq tidak berhasil maka penetapan fatwa
dilakukan melalui metode #a7jih (memilih pendapat ulama yang
dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan
menggunakan metode perbandingan mazhab (mugdranah al-
mazhihib) dan juga menggunakan kaidah-kaidah wshil figh al-
muqdran. Memilih pendapat yang paling 74jih (kuat) merupakan
satu keharusan.1?

Maka, dalam membahas masalah yang akan difatwakan, MUI
juga memperhatikan pendapat imam mazhab dan fukaha terdahulu
dengan mengadakan penclitian terhadap dalil-dalil dan metode

istidlal-nya. Kalaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan

118Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima’ Ulama, Komisi
Fatwa MUI II tahun 20006, h. 76.

19Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Keputusan ljtima’ Ulama, Kowmisi
Fatwa MUI 1I tahun 2006, hlm. 78. Bandingkan dengan K.H. M. Ma’ruf Amin,
Fatwa dalam Sistermn Hukum Islam, h. 269.

120 KH. M. Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, bh. 269.



ulama mazhab, maka penctapan fatwa didasarkan pada hasil usaha
penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab atau
dalam bahasa ushul figh-nya disebut al-jam ‘v wa al-tawfiq. Jika usaha
ini tidak berhasil, maka penctapan fatwa didasarkan pada hasil zarjih
dengan metode muqiranah al-mazhihib. *** Jika masalah yang
difatwakan tersebut tidak terdapat dalam ketetapan tersebut, maka
pendekatan manhaji digunakan dalam upaya ijtihad jamd . Dalam
hal ini digunakan metode penemuan hukum seperti istibsin,
istishlahi, sadd al-zdari'ah, kias dan magqdshid al-syari‘ah yakni
pertimbangan penctapan fatwa dengan memperhatikan kemaslaha-
tan umum.!??

Uraian di atas menunjukkan langkah-langkah prosedural MUI
dalam penctapan fatwa. Pertama, fatwa MUI didasarkan kepada
empat sumber hukum yang disepakati ulama (al-muttafag alibi),
yaitu Al-Qur’an, sunah (hadis), ijmak dan kias.??® Penetapan fatwa
dilakukan oleh Komisi C yang membidangi fatwa. Fatwa yang
dikeluarkan Dbersifat responsif, proaktif dan antisipatif. Kedua,
membedakan antara masalah yang bersifat gath7 dan zhanni. Jika
masalah yang difatwakan telah jelas hukumnya (al-abkim al-
qgath‘iyyah), maka disampaikan apa adanya. Dalam konteks ini,
pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan nashsh qath. Ketiga,
masalah yang difatwakan dicarikan jawabannya pada pendapat imam
mazhab dengan merujuk kepada kitab-kitab fikih terkemuka. Karena
itu, langkah yang ditempuh adalah melakukan telaah atas pendapat

1217 jhat Bab IIT (Melode Penetapan Fatwa) dalam Pedoman dan Prosedur
Penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, Tim Penyusun Majelis Ulama
Indonesia, Keputusan Ijtima’ Ulama, Komisi Fatwa MUI II Tabun 2006, h. 73.

122] jhat Bab IIT (Metode Penetapan Fatwa) dalam Pedoman dan Prosedur
Penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, Tim Penyusun Majelis Ulama
Indonesia, Keputusan Ijtima’ Ulama, Komisi Fatwa MUI II Tabun 2006, h. 74.

123 jhat Bab II (Dasar Umum dan Sifat Fatwa) dalam Pedoman dan Prosedur
Penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, Tim Penyusun Majelis Ulama
Indonesia, Keputusan Ijtima’ Ulama, Komisi Fatwa MUI 11 Tahun 2006, h. 74.
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imam mazhab yang terkait dengan masalah yang difatwakan.
Dengan ungkapan lain, masalah yang difatwakan dilakukan
pengkajian lebih dahulu secara seksama untuk memastikan pendapat
para imam mazhab berikut dengan dalil-dalilnya. Dalam konteks ini,
pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan gawli. Keempat, jika
masalah yang difatwakan bersifat partikuler (al-abkim al-furi iyyah)
dan diperdebatkan ulama (ikhtildf) ditempuh jalan al-jam‘u wa al-
tawflq. Al-jamu wa al-tawfig adalah upaya kompromi untuk
mencari titik temu antara pendapat-pendapat mazhab yang berbeda.
Kelima, jika upaya kompromi dan pencarian titik temu tidak berhasil
dilakukan, maka ditempuh jalan #a7jib melalui metode muqgdranah
al-mazhihib dengan menggunakan kaidah-kaidah wshil figh
muqérin. Dan keenam, jika masalah yang yang difatwakan tidak atau
belum ditemukan pendapat ulama dalam al-kutub al-mu’tabarah,
namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka ditempuh
metode ilbdq, yaitu suatu metode penetapan fatwa dengan jalan
menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padananya
dalam al-kutub al-mu‘tabarah.*** Bila metode ilhiq tidak bisa
diterapkan disebabkan tidak adanya padanan pendapat (mulbag bihi)
dalam al-kutub al-mu’tabarah, maka ditempuh metode istinbithi
dengan cara memberlakukan metode giydsi, istishlihi istibsini dan
sadd al-zdari'ah.* Di samping itu, dengan tetap mempertimbang-
kan aspck kemaslahatan umum (mashalib al-‘4mmah) dan intisari

ajaran agama (maqdshid al-syari ah).**®

124Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima’ Ulama, Komisi
Fatwa MUI II tahun 2006, h. 79. Bandingkan dengan KH. M. Ma’ruf Amin, Fatwa
dalam Sistens Hukum Islam, h. 270-271.

125Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Keputusan ljtima’ Ulama, Komisi
Fatwa MUI 1I tabun 2006, h. 79-80. Lihat juga K.H. M. Ma’ruf Amin, Fatwa dalam
Sisten Hukum Islam, h. 271.

126Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Keputusan ljtima’ Ulama, Komisi
Fatwa MULI 11 tahun 2006, h. 74.



B. Metode Istinbith Bahtsul Masa’il NU

Bahtsul mas#’il diniyyah merupakan salah satu /zjnah (komisi)
dalam organisasi NU vyang berfungsi melaksanakan program
organisasi dibidang hukum. Komisi ini merupakan forum diskusi
Syuriah (eksekutif pelaksana) dalam menetapkan hukum suatu
masalah. Komisi terpenting dalam lembaga NU ini berfungsi sebagai
forum pengkajian hukum yang menghimpun, membahas berbagai
masalah keagamaan dan memecahkan masalah-masalah yang
menuntut kepastian hukum. Keputusan tersebut merupakan fatwa
sebagai bimbingan bagi warga NU dalam mengamalkan agama
sesuai dengan paham ahlussunnah waljama ah (Aswaja).*?’

Proses penetapan hukum dalam Bahtsul Mas#’il diawali dengan
inventarisasi dan kemudian disebarkan kepada ulama anggota
Syuriah NU dan ulama pimpinan pesantren yang ada di bawah
naungan NU. Selanjutnya ulama Syuriah melakukan penelitian
tethadap pendapat-pendapat ulama mazhab, melalui kitab-kitab
klasik Islam, mengadakan diskusi pendahuluan dengan ulama dan
ahli yang dianggap memiliki otoritas terhadap masalah yang
dihadapi dan terakhir pengambilan ketetapan hukum. Dalam forum
ini semua masukan dari ulama dan ahli serta pemikiran ulama klasik
dijadikan pertimbangan. Pada umumnya ulama Syuriah lebih
banyak merujuk pada pendapat ulama mazhab Syafi‘i, dibandingkan
dengan ulama mazhab lainnya. Menurut mereka mazhab Syafi‘l,
lebih sesuai dengan kondisi budaya, sosial, dan geografis Indonesia.
Oleh sebab itu, masalah-masalah yang timbul di Indonesia lebih
dahulu dikaitkan dengan pendapat ulama mazhab Syafil. Jika
pendapat ulama mazhab Syafil tidak tersedia, maka pendapat ulama

mazhab lain diambil sejauh masih dalam lingkungan mazhab empat

127 ihat Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. 1, (Jakarta: Ichtiar
Baru Van Hoeve, 1996), h. 175.
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(mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafl). Meskipun sclalu
dirujuk kepada pendapat ulama, kondisi masyarakat selalu dijadikan
bahan pertimbangan.?®

Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun
1992 di Lampung dirumuskan tiga metode istinbdth hukum Bahtsul
Mas?’il, yaitu: qawli, ilhéqi dan manhbaji. Metode gawli adalah
istinbdth hukum yang dilakukan dengan cara merujuk kepada kitab-
kitab fikih dari para imam mazhab. Pola #stinbath ini lebih bersifat
tekstualistik karena jawaban atas suatu masalah dijawab berdasarkan
jawaban kitab fikih. Secara teknis pola pertama ini mengikuti
pendapat-pendapat yang sudah ‘jadi’ sebagaimana tertulis dalam
kitab fikih dengan cara mengutip atau mencantumkan secara
tekstual (%bdrah) pendapat seorang imam mazhab. Jika suatu
masalah ditemukan hanya satu jawaban, maka jawaban tersebut
diambil dari kutipan kitab tersebut. Sebaliknya jika ditemukan lebih
dari satu pendapat, maka dilakukan pendekatan zagrir jamad i, yaitu
upaya sccara kolektif untuk menctapkan pilihan terhadap satu di
antara beberapa gawl atau wajah.**®

Prosedur pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan cara

mengambil pendapat yang lebih mashlahat atau yang lebih kuat, atau

128Kecenderungan memilih mazhab dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan
yang dipakai oleh Igjnah Babtsul Masa’il. Selama lebih setengah abad sejak lahirnya
NU (1926 M/16 Rajab 1344 H), kitab-kitab referensi Komisi Bahtsu/ Masa’il adalah
kitab-kitab yang beraliran mazhab Syafii. Di antaranya [‘dnah al-Thilibin karya
Sayyid Abu Bakar Syaththa, seorang ulama pengikut setia mazhab Syafi. Kitab ini
menjadi rujukan penting dan sering dijadikan referensi pokok bagi ulama syuriah
NU. Jika dalam kitab ini tidak ditemukan jawaban dari masalah yang dihadapi,
maka kitab-kitab lain dipakai sebagai rujukan sejauh masih beraliran mazhab
Syafil. Secara umum, kitab yang dirujuk dalam pengambilan keputusan hukum
adalah kitab standar, yang disebut dengan alkutnb al-mu‘tabarit. Abdul Aziz
Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. 1, h. 175.

12971ath Mubarak, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press,
2002), h. 180. Qaw/ adalah istilah teknis Babtsul Masa’il yang merujuk kepada
pendapat imam mazhab. Sedangkan wajah adalah istilah teknis yang merujuk
kepada pendapat ulama mazhab.



sedapat mungkin melakukan pemilihan pendapat dengan
mempertimbangkan tingkatan sebagai berikut: (a) pendapat yang
disepakati oleh al-Syakhani (Imam Nawawi dan Rafi‘); (b) pendapat
yang dipegangi olch al-Nawawi saja; (c) pendapat yang dipegangi
oleh al-Rafil saja; (d) pendapat yang didukung oleh mayoritas
ulama; (¢) pendapat ulama yang terpandai; dan (f) pendapat ulama
yang paling wara’.*3°

Sedangkan metode ilbigi adalah metode yang digunakan
dengan cara menyamakan hukum suatu kasus masalah yang dijawab
oleh ulama (dalam kitab-kitab standard) terhadap masalah atau kasus
yang serupa yang telah dijawab oleh ulama. Dengan kata lain,
pendapat ulama yang sudah jadi menjadi “pokok” dan kasus atau
masalah yang belum ada rukunnya disebut “cabang” (dalam konteks
giyds yang di dalamnya terdapat unsur atau rukun).'®! Dengan
ungkapan lain, #bdq ditempuh jika masalah atau pertanyaan tidak
terdapat jawabannya sama sckali dalam kitab-kitab standard (baik
gawl maupun wajah). Mereka yang melakukan 7/hdq adalah ulama
(ahli) secara jamadi (kolektif). Ilhdg dilakukan dengan memper-
hatikan mulpaq bih, mulhaq ilayh, wajh al-ilhiq. Jika cara ilhiq tidak
dimungkinkan dilakukan, maka langkah yang ditempuh adalah
istinbdth secara kolektif dengan prosedur bermazhab secara manhaji
oleh para ahlinya.3?

Maka, #stinbith hukum merupakan alternatif terakhir, yaitu ia
dapat dilakukan apabila suatu masalah atau pertanyaan tidak
terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standar schingga tidak ada

peluang untuk melakukan pemilihan  pendapat dan tidak

1307bid.; Lihat juga keputusan Muktamar NU pertama tahun 1926, dalam
Sahal Mahfudh, “Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan
Pendek” dalam Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukatamar,
Munas dan Konber Nabdlatul Ulama 1926-1999 M, (Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan
Nasyr (LTN) NU Jatim, 2005), h. 3.

131 aih Mubarak, Metodologi Ijtihad, h. 181.
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memungkinkan (ulama) untuk melakukan 7/bdq karena tidak ada
mulbaq bih dan wajh al-ilhdq. Istinbith dilakukan secara jamad’i
dengan mempraktekkan (mengaplikasikan) kaidah usul dan kaidah
fikih.

Sementara metode manhaji adalah metode yang digunakan
dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum
yang telah disusun oleh imam mazhab. Metode manbaji ini
merupakan sistem bermazhab dengan jalan untuk mewariskan ajaran
Al-Quran dan juga hadis demi terpeliharanya kelurusan serta
kemurnian agama. Hal ini juga dikarenakan dalam kandungan
ajaran Al-Qur’an dan hadis harus dipahami juga ditafsiri dengan pola
pemahaman serta metode yang dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya. ¥ Karena itu, metode ketiga ini lebih bersifat
metodologis. Pola istinbith ketiga ini ditempuh jika suatu masalah
tidak dapat diselesaikan melalui metode gawli dan ilhdqi. Pola
pendekatan ketiga ini ditempuh dengan cara mengambil 7/ab
berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut.
Metode ini digunakan untuk menetapkan hukum suatu
permasalahan berdasarkan hierarki sumber hukum Islam yang telah
disusun oleh keempat Imam mazhab.

Menurut M. Imdadun Rahmat metode manbaji ini merupakan
terobosan baru yang merefleksikan munculnya kesadaran akan
historisitas produk-produk fikih para ulama terdahulu. Keputusan
mereka disadari sebagai hasil ijtihad nash syar? yang tidak lepas dari
kondisi sosial-budaya pada saat dan di mana mereka hidup. Dan
jawaban terhadap tantangan metodologi yang dihadapi fikih yakni
tuntutan mengakomodasi setiap perkembangan dan perubahan

masyarakat. 34

133 Ahmad Muhtadi Anshor, Bahts al-Masail Nabdlatu! Ulama: Melacak
Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis, (Y ogyakarta: Teras, 2012), h. 2.

134M. Imdadun Rahmat, Kritik Nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma
Babsul Masail, (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), h. vi-vii.



Selain ketiga metode istinbith (qawli, ilpdqi dan manbaji), di
atas digunakan pula metode bayini, qiyisi dan istishlahi atau metode
magqdishidi. Ketiga metode yang disebut terakhir merupakan hasil
Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 2015 di Jawa Timur.
Ketiga metode ini merupakan pernyempurnaan dan perluasan ruang
gerak penetapan hukum. Penggunaan ketiga metode ini didasarkan
atas pertimbangan munculnya kasus-kasus baru yang jawaban
hukumnya tidak ditemukan jawabannya melalui 7bdrah al-kutub
baik dalam bentuk gaw/ maupun wajah.**?

Adapun yang dimaksud metode bayini adalah metode
pengambilan hukum dari nash Al-Qur’an dan hadis. Istilah lain dari
metode ini adalah manbaj istinbith al-abkim min al-nushiish. Nash
dimaksud dapat berupa nash juz’i-tafshil, nash kulli-ijmali, dan nash
yang berupa kaidah umum. Dalam rangka istinbith hukum dari nash
dengan metode bayini, ditetapkan lima langkah prosedur, yaitu:

Pertama, mengkaji sabab al-nuzil atau wurid, baik yang makro
atau yang mikro. Yang dimaksud asbdb al-nuzil mikro adalah sebab
khusus (asbib al-nuzil al-khishshah) yang melatar belakangi
turunnya suatu ayat atau hadis. Sedangkan yang dimaksud asb4b al-
nuzil makro adalah sebab umum (asbdb al-nuzil al-4mmah) yang
menjadi konteks sosial politik, sosial budaya, dan sosial-ekonomi
dari proses tanzil Al-Qur’an dan wurid al-hadits.

Kedua, mengkaji teks ayat dan hadis dari perspekdif kaidah
bahasa (al-qawi‘id al-ushiliyyah al-lughawiyyah). Kajian teks dari
perspektif kaidah bahasa ini meliputi tiga kajian secara simultan,
yaitu analisis kata, analisis makna, dan analisis daldlah.

Ketiga, mengaitkan nash yang sedang dikaji dengan nash lain
yang berkaitan. Nash yang sedang dikaji harus dihubungkan dengan
nash yang lain, karena nushiish al-syari'ah (Al-Quran dan hadis)

135Rumadi (et all.) dkk, Hasi-Hasil Muktamar ke-33 Nabdlatu! Ulama, (Jakarta:
LTN PBNU, 2016), h. 153.
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merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan
yang lain, ayat yang satu terkait dengan ayat yang lain, hadis yang
satu terkait dengan hadis yang lain, ayat terkait dengan hadis dan
hadis terkait dengan ayat. Suatu nash terhadap nash yang lain dapat
berfungsi sebagai penguat, bayan al-mujmal (menjelaskan nash yang
bersifat garis besar), taqyid al-muthlag (membatasi lafal muthlag),
takhshish al- 4mm (membatasi keumuman lafal 4mm), atau tawdhib
al-musykil (menjelaskan lafal musykil atau ambigu).

Keempat, mengaitkan nash yang sedang dikaji dengan magqdshid
al-syari‘ah (rabth al-nushiish bi al-maqéshid). Magqdishid al-syari'ah
(tujuan umum syariat) yang sckaligus merupakan kulliyah al-syari'ah
(totalitas syari'ah) memiliki hubungan saling terkait dengan nushish
al-syari‘ah. Magdshid al-syari‘ah lahir dan mengacu pada nushish al-
syari'ah, sementara nushish al-syariah dalam menafsirinya harus
mempertimbangkan maqdshid al-syari‘ah. Ini masuk dalam kategori
mengaitkan yang juz? (partikular) dengan yang kulli (universal).
Konkretnya, syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia zhdhir-bithin dan dunia-akhirat. Maka,
perumusan  hukum dari  7nash hendaknya sejalan  dengan
kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syariat itu, dengan syarat
apa yang diasumsikan sebagai maslahat tidak bertentangan dengan
nash itu sendiri.

Kelima, takwil nash bila diperlukan. Pada prinsipnya, setiap lafal
yang multi makna harus dibawa pada makna dasarnya, yaitu makna
yang jelas, haqiqi dan rdjih. Akan tetapi, kajian yang komprehensif
terthadap nash bisa menggiring kita untuk melakukan takwil, yakni
memalingkan lafal dari makna dasarnya yang jelas, hagiqi dan rajib
kepada makna lain yang tersembunyi, mujizi atau marjuh.*3® Takwil

tidak boleh dipahami sebagai upaya menundukkan nash kepada

136Jalaluddin ‘Abdurrahman al-Suyuthi, a/-Kankab al-Séathi Nazhm Jam' al-
Jawdimi', (Arab Saudi: Dar Ibn al-Jawzi, 1431), h. 224.



kemauan hawa nafsu atau menyesuaikan syariat dengan situasi,
karena takwil hanya bisa dilakukan ketika ada dalil yang
memicunya.'®’

Sementara yang dimaksud dengan metode gzydsi adalah metode
ijtihad melalui pendekatan giyds. Sedangkan giyds sendiri didefinisi-
kan dengan menyamakan kasus yang tidak memiliki acuan nash
dengan kasus lain yang memiliki acuan #ash dalam hal ketentuan
hukumnya, ketika keduanya memiliki %//at yang sama. Sebagai salah
satu metode istinbdth hukum, metode giydsi ini dinilai sebagai
metode yang valid karena memiliki mekanisme kerja. Dalam hal ini,
Nahdlatul Ulama telah menyusun rukun dan syarat agar giyds dapat
diakui valid, meskipun rukun dan syarat yang dirumuskan Nahdlatul
Ulama ini tidak berbeda dengan yang telah dirumuskan para ulama
dalam berbagai kitab ushul fikih. Sebagai contoh, minum khamr
adalah kasus yang memiliki acuan nash tentang hukumnya yaitu
haram. Sedangkan minum bir adalah kasus lain yang tidak memiliki
acuan nash tentang hukumnya. Berhubung khamr dan bir memiliki
illat yang sama yaitu memabukkan, maka minum bir disamakan
dengan minum khamr dalam hukumnya, yaitu haram.*®

Qiyds terdiri dari empat rukun yaitu: al-ashl, al-far'n, hukm al-
ashldan al-illah. Al-ashlyaitu kasus yang memiliki ketentuan hukum
berdasar nash. Al-Ashl disebut al-mdqis ‘alaih (yang digiyis-i) atau al-
musyabbah bih (yang diserupai) seperti khamr dalam contoh di atas.
Sementara a/-far‘u yaitu kasus yang tidak memiliki ketentuan hukum
berdasar nash. Al-Faru disebut dengan al-magis (yang di-qiyds-kan)
atau al-musyabbah (yang diserupakan), semisal masalah minuman
keras (bir dalam contoh di atas). Sedangkan hukm al-ashl, yaitu
hukum yang terdapat pada ashl yang ditetapkan berdasarkan nash,

137Rumadi (et all) dkk, Hasi-Hasil Muktamar ke-33 Nabdlatn! Ulama, h. 154-
156.

1381bid., h. 160-165.
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misalnya hukum haramnya khamr dalam contoh di atas. Adapun /-
illah yaitu sifat yang menjadi titik persamaan (a/-jami’) antara al-ashl
dan al-faru, seperti sifat memabukkan (al-iskdr) dalam contoh di
atas. Rukun ini merupakan unsur paling mendasar dalam giyds.
Sebab, dengan %/lat inilah hukum-hukum yang terdapat dalam nash
dapat ditularkan pada kasus baru yang muncul kemudian.

Setiap rukun giyds memiliki syarat, yaitu pertama, adalah al-ashl
harus memiliki ketentuan hukum berdasarkan nash. Kedua, al-faru
harus tidak memiliki ketentuan hukum berdasarkan nash. Ketiga,
hukm al-ashl harus memenuhi syarat: (a). Berupa hukum syar?
amali yang ditetapkan berdasar nash. (b). Berupa hukum yang
ma qiil al-ma‘na atau ta‘agquli. (c). Berupa hukum yang tidak hanya
berlaku pada ashl. Sebab itulah, tidak boleh meng-giyds-kan umat
Muhammad dengan kanjeng Nabi Muhammad dalam soal bolehnya
mengawini perempuan lebih dari empat.**°

Tllat adalah sifat yang menjadi titik persamaan (a/-jami’) antara
al-ashl dan al-far'u. Tidak semua sifat yang melekat pada al-ashl
dapat dijadikan %//at hukum, melainkan harus memenuhi syarat-
syarat tertentu. Yaitu pertama, harus berupa sifat yang zhdhir seperti
ijab dan gabil yang menjadi indikasi adanya kerelaan kedua belah
pihak merupakan %7/lat bagi keabsahan transaksi. Sedangkan /-
tarddhi (perbuatan hati) sendiri sebagai hikmah a/-hukmi tidak dapat
dijadikan ‘i/lat karena tidak zhdhir.

Kedua, harus berupa sifat yang mundhabith (terukur), seperti al-
safar yang menjadi indikasi adanya masyaqqah merupakan illat bagi
bolehnya meng-gashar salat. Sedangkan masyagqah sendiri tidak
dapat dijadikan %/lat karena tidak mundhabith. Masyaqqah di sini

tidak mundlabith karena dapat berbeda-beda intensitasnya dan berat-

139Agus Mahfudin, “Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail
Nahdlatul Ulama”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 6, Nomor 1, April 2021,
h. 13.



ringannya tergantung pada kondisi alam dan setiap individu yang
menjalaninya.

Ketiga, harus berupa sifat mundsib (memiliki relevansi dengan
hukum). Artinya menyandarkan hukum terhadap %//ar itu pada
umumnya dapat mewujudkan maslahat. Misalnya, diharamkannya
khamr, karena 7/lat memabukkan dapat melahirkan kemaslahatan,
yaitu menjaga akal (bifzh al-'agl). Dengan demikian, al-iskir adalah
sifat mundsib. llat sebagai unsur terpenting dalam mekanisme giyds
ada dua, vyaitu manshishah (diketahui melalui nash) dan
mustanbathah  (diketahui melalui upaya penggalian).  7llar
manshiishah lebih jelas dari pada 7llat yang mustanbathah*°

Qiyas dilihat dari segi 7/lat ini dibagi kepada jali dan kbafi. Qiyds
jali adalah qiyds yang didasarkan atas llat yang manshishah (jelas
karena ada nash-nya) seperti meng-giyds-kan nifas kepada haid dalam
hal tidak bolehnya seorang wanita digauli oleh suaminya, dengan
illat adzd; atau didasarkan atas %llat mustanbathah, tetapi antara al-
ashl dan al-farw dipastikan tidak adanya fdrig (hal yang
membedakan), atau ada firig tapi tidak signifikan. Qiyds merupakan
salah satu sumber hukum yang paling subur untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan yang ketentuan hukumnya tidak termaktub
secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan hadis, tetapi memiliki a/-ashl
(induk) di dalam 7ash dan atau ijmak ulama. Qiyds dinilai benar
secara metodologis bila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat
sebagaimana tersebut di atas. Qiyds yang tidak memenuhi rukun-
rukun dan syarat-syarat tersebut adalah sebuah kekeliruan.
Mekanisme inilah yang membedakan antara giyds dengan dalil-dalil
sekunder lainnya.**!

Adapun yang dimakusd dengan metode #stishlibi adalah ijtihad

yang mengacu pada magqdshid al-syari‘ah, yaitu tujuan umum dari

140 bid., h. 14.
¥WTbid, h. 15.
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pensyariatan hukum Islam. Karena itu metode ini juga bisa disebut
ijtihad magqdshidi. Para ahli fikih menyimpulkan bahwa syariat Islam
dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan (mashlabah)
manusia lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kesimpulan ini mereka
peroleh dari hasil penelitian (istigrd) yang mereka lakukan terhadap
Al-Quran dan hadis, hukum-hukum syar%, ‘illat-‘illatnya dan
hikmah-hikmahnya. Dengan demikian magqdshid al-syariah tidak
bisa dipisahkan dari nushish al-syari'ah, bahkan maqaishid al-syari‘'ah
tidak terwujud tanpa nushiish al-syari‘ah. Di pihak lain, nushish al-
syariah dalam penafsiran dan penjelasan maknanya perlu
memperhatikan magdshid al-syari‘ah schingga ketentuan hukum
yang digali dari padanya tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga
kontekstual. Magéshid al-syari‘ah tidak hanya penting diperhatikan
dalam menafsirkan 7ash, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk
menggali hukum syar? yang tidak memiliki acuan nash secara
langsung. Dalil-dalil sekunder semacam istibsin, mashlabah
mursalah, dan ‘urf pada hakikatnya merujuk pada magéshid al-
syari ah.**

Istibsin dalam pengertian sederhana adalah kebijakan mujtahid
yang menyimpang dari ketentuan giyds yang lebih jelas atau dari
ketentuan hukum umum. Istipsin merupakan kebijakan mujtahid
dengan berpegang kepada giyds khifi dengan meninggalkan giyds jali;
atau meninggalkan hukum /Aulli dengan berpegang pada hukum
pengecualian karena ada dalil yang menghendaki demikian. Jika
seorang mujtahid dihadapkan pada dua dalil giyds yang satu jali dan
yang lain kbaf, maka pada dasarnya mujtahid harus berpegang pada
dalil yang 7djih, yaitu qiyds jali. Namun atas pertimbangan-
pertimbangan tertentu, mujtahid bisa meninggalkan giyds jali yang

rdjih dengan mengambil giyds khifi yang marjih. Cara kerja inilah

142Rumadi (et all.) dkk, Hasi/-Hasil Muktamar ke-33 Nabdlatul Ulama, h. 165-
168.



yang dikenal dengan istihsin. Begitu juga, jika scorang mujtahid
dihadapkan pada dua ketentuan hukum, yang satu hukum k«//f dan
yang lain hukum juzi-istitsnd’i, kemudian mujtahid mengambil
hukum yang juzi-istitsné 7 dan meninggalkan hukum kullf atas dasar
pertimbangan kebutuhan (dbarirah atau bdjah), ini juga disebut
istipsin. Contoh, dalam hukum umum ditetapkan bahwa objek
transaksi harus berupa sesuatu yang telah nyata ada. Akan tetapi, dari
ketentuan hukum ini ada beberapa transaksi yang dikecualikan atas
dasar kebutuhan masyarakat, seperti jdrah, salam, istishnd’ (mirip
akad salam), dan lain-lain.'*

Sedangkan yang dimaksud dengan al-mashlabah al-mursalah
adalah setiap hal yang baik dan bermanfaat. Mashlahah dan manfaat
adalah dua kata yang se-wazan dan semakna. Mashlahah juga
diartikan sebagai tindakan yang membawa manfaat. Seperti
menuntut ilmu adalah mashlahah karena dapat mendatangkan
manfaat, berdagang adalah mashlahah karena membawa manfaat,
dan seterusnya. Sedangkan dalam terminologi ushul fikih, mashlabah
adalah setiap hal yang menjamin terwujud dan terpeliharanya
maksud tujuan sydr? (maqishid al-syari'ah), yaitu menjaga
agama,menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga nasab dan menjaga
harta. Para ulama membagi mashlahah ke dalam tiga bagian,
Pertama, adalah mashlahah mu'tabarah, yaitu mashlahah yang
diapresiasi syar? melalui nash Al-Qur'an atau hadis, seperti
diharamkannya setiap minuman yang memabukkan. Kedua,
mashlahah mulghd, yaitu mashlahah yang dinafikan oleh syar7 melalu
nash Al-Qur’an atau hadis, seperti penyamaan pembagian harta waris
antara anak laki-laki dan anak perempuan yang dianggap sebagai
mashlabah. Ketiga, adalah mashlabah mursalah, yaitu mashlahah yang

tidak memiliki acuan nash baik nash yang mengakui (i #:bdr) ataupun

143Agus Mahfudin, “Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail
Nahdlatul Ulama”, h. 15.
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yang menafikannya (ilghd), seperti merayakan maulid Nabi
Muhammad shallallohu ‘alayhi wa sallama, penulisan dan penyatuan
Al-Qur’an dalam satu mushhaf, pencatatan pernikahan, dan lain-
lain. 144

Sementara yang dimaksud dengan %rf adalah sesuatu yang
sudah dikenal bersama dan dijalani oleh masyarakat, baik berupa
perbuatan atau pun perkataan. ‘Urfdan ‘4dab (adat) adalah dua kata
yang mafhum-nya berbeda tetapi mashadag-nya sama. Artinya, dua
kata tersebut memiliki akar yang berbeda. Akan tetapi sesuatu yang
disebut urfsckaligus juga disebut 4dah dan sesuatu yang bisa disebut
ddah sekaligus juga bisa disebut urf. Dengan demikian, u7f dan
‘Adah merupakan kata yang sinonim yang dalam bahasa Indonesia
disebut tradisi. Para ulama membagi u7f dari segi wilayah berlakunya
ke dalam dua bagian. Pertama, adalah ‘urf ‘dmm, yaitu ‘urf yang
berlaku pada seluruh atau mayoritas umat manusia pada masa
tertentu. Kedua, adalah ‘urf kbéshsh, yaitu ‘urf yang berlaku pada
masyarakat, komunitas atau dacrah tertentu pada masa tertentu.
Sementara dari segi kesesuaiannya dengan nash dan prinsip-prinsip
syariat, urf dibagi menjadi dua macam, yaitu: Pertama, ‘urf shabib,
yaitu urfyang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an atau hadis,
dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan
yang halal. Kedua, adalah ‘urf fisid, yaitu ‘urf yang bertentangan
dengan nash sharih (Al-Quran dan hadis), menghalalkan yang

haram, atau mengharamkan yang halal.}*>

C. Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih adalah lembaga fatwa di bawah naungan
Muhammadiyah. Lembaga ini secara khusus membahas dan
mengkaji persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ajaran Islam.

Kata tarjib diambil dari bahasa Arab yang berarti “menguatkan salah

1447 bid.
151bid,, h. 16.



satu dari dalil-dalil yang bertentangan”. Akan tetapi, dalam
organisasi Muhammadiyah lembaga ini dimaksudkan sebagai suatu
lembaga ijtihad yang berfungsi tidak hanya memilih dan
menguatkan salah satu pendapat yang ada dalam fikih, tetapi juga
secara khusus mengkaji berbagai hukum Islam yang dihadapi umat
Islam, mulai dari persoalan klasik sampai kontemporer. Pembahasan
persoalan hukum kontemporer meliputi persoalan hukum, baik yang
telah dibahas oleh ulama klasik maupun yang sama sekali belum
terjadi dan belum dibahas di zaman klasik. Sejak tahun 1968-1989,
pembahasan Majelis Tarjih Muhammadiyah mulai terpusat pada
berbagai persoalan kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan
berbagai persoalan sosial seperti transplantasi organ tubuh, asuransi,
operasi plastik, aborsi, KB, bayi tabung dan lain-lainnya.'*® Dalam
membahas suatu masalah Majelis Tarjih Muhammadiyah juga
melibatkan berbagai ahli yang terkait dengan persoalan yang dibahas.
Misalnya dalam pembahasan persoalan hukum yang berkaitan
dengan dunia kedokteran, Majelis Tarjih melibatkan para ahli
kedokteran atau ahli medis.

Majelis Tarjih Muhammadiyah mempunyai tugas pokok sesuai
dengan Qaidah Lajnah Tarjih pada pasal 2 discbutkan bahwa tugas
pokok Majelis Tarjih Muhammadiyah antara lain: (1) menyelidiki
dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurnian-
nya; (2) menyusun tuntunan akidah, akhlak, ibadah dan mu’amalah
duniawi; (3) memberi “fatwa” dan nasihat baik atas permintaan
maupun atas inisiatif Majelis Tarjih Muhammadiyah sendiri jika
dipandang perlu; (4) menyalurkan perbedaan pendapat/paham
dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat; (5) mem-

pertinggi mutu ulama, dan (6) hal-hal lain dalam bidang keagamaan

“Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukumr Islam, Vol. 111, (Jakarta: Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1996), h. 1064.
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yang ditugaskan oleh PP-Muhammadiyah.'*” Untuk menetapkan

hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah mempunyai beberapa

prinsip sebagai berikut:

1.

Merujuk terutama kepada Al-Qur’an dan sunah (hadis shabibh)
ber-istidlial;

2. Menetapkan suatu keputusan dalam musyawarah;

. Tidak terikat pada suatu mazhab fikih, tetapi menjadikan

pendapat imam mazhab sebagai bahan pertimbangan dalam
menetapkan hukum sepanjang sesuai dengan jiwa Al-Qur’an dan

sunah;

. Terbuka, toleran dan tidak menganggap bahwa hanya keputusan

Majelis Tarjih Muhammadiyah yang paling benar;

. Menggunakan hanya dalil-dalil yang mutawatir (hadis mutawatir)

dalam masalah akidah (tauhid);

. Tidak menolak ijmak sahabat sebagai dasar keputusan;

. Menggunakan cara al-jam‘u wa al-tawfiq (kompromi dalil) jika

menemukan dalil yang mengandung ta'drudh (pertentangan
secara zhdhir, ta‘drudh al-adillah), dan melakukan tarjib
(menguatkan salah satu dalil) kalau tidak bisa menempuh cara

tersebut;

. Menggunakan asas sadd al-dzari‘ah (menolak segala jalan yang

membawa kepada kemudaratan) untuk menghindari adanya

fitnah;

. Menggunakan dalil dalam menetapkan suatu hukum secara

komprehensif, utuh, bulat tidak terpisah-pisah.4®

10. Mentakhsish dalil-dalil Al-Qur’an (dikhususkan) dengan hadis

dhdd, kecuali dalam bidang aqidah;

147PP. Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majlis Tarjib Mubammadiyah, (t.t.:

PP. Majlis Tarjih Muhammadiyah, t.th.), h. 371.

48] hid.



11. Menggunakan  prinsip  al-taysir  (kemudahan)  dalam
mengamalkan ajaran Islam;

12. Menggunakan akal untuk memahami ibadah yang
ketentuannya diperoleh dalam Al-Qur’an dan sunah (sepanjang
mengetahui latar belakang dan tujuannya) meskipun ideal
bersifat nisbi (relatif), sehingga prinsip mendahulukan nash di
atas akal bersifat fleksibel dalam menghadapi perubahan situasi
dan kondisi.'#

13. Menggunakan akal demi tercapainya kemaslahatan umat dalam
hal-hal yang termasuk al-umir al-dunyawiyyah (persoalan-
persoalan duniawi yang tidak termasuk tugas Nabi Muhammad
shallalléhu “alayhi wa sallama);

14. Menerima paham sahabat untuk memahami nash yang
musytarak;

15. Mendahulukan makna zhdhir (nashsh dan zhihir) dari takwil
dan menerima takwil para sahabat dalam masalah aqidah;

16. Menempuh cara ijtihad yang meliputi ijtthad baydni, ijtihad
qiyist, dan ijtihad istishlihi.*>°
Dalam menggunakan hadis sebagai landasan hukum: (a)

menetapkan bahwa hadis mawqgif (hadis yang terputus sanadnya)

tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali jika hadis itu dihukumkan
marfi‘ (sanadnya bersambung kepada Nabi shallallihu “alayhi wa
sallama; (b) hadis mursal shabibi dapat dijadikan hujjah apabila
dijumpai indikasi yang menunjukkan persambungan sanadnya

(periwayatannya); (c) hadis mursal tibi7 tidak dapat dijadikan

hujjah, kecuali ada indikasi yang menunjukkan adanya

persambungan sanadnya kepada Nabi shallallihu ‘alayhi wa sallama;

(d) hadis dha ‘if yang saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah,

1491 bid.
150 PP. Muhammadiyah Majlis Tatjih, Qaidah ILajnah Mubammadiyab,
(Yogyakarta: PP. Muhammadiyah Majlis Tarjih, 1971), h. 2.
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kecuali jika jalur periwayatannya banyak dan tidak bertentangan
dengan Al-Qur’an; (¢) perawi hadis (mengemukakan kecacatan
perawi); dan (f) periwayatan oleh orang yang melakukan zadlis
(menyembunyikan cacat hadis, mudallis) dapat diterima apabila ada
petunjuk bahwa hadis itu muttasil (sanadnya bersambung sampai
kepada Nabi shallallohu ‘alayhi wa sallama).*>*

Kini sebutan Majelis Tarjih berubah menjadi Manhaj Tarjih
dan Pengembangan Pemikiran Islam (selanjutnya disebut MT-PPI).
Perubahan ini setelah mendapat masukan-masukan dalam beberapa
Musyawarah Nasional MT-PPI, terutama dua Munas terakhir, yaitu
Munas MT-PPI di Malang dan Jakarta. Pada Munas Tarjih di
Jakarta tersebut ditetapkan Manhaj Tarjih dan Pengembangan
Pemikiran Islam, sebagai ganti dari nama Majelis Tarjih.?*? Itu
berarti lembaga ini membidangi dua hal: manhaj ijtihad hukum dan
manhaj pengembangan pemikiran Islam.

Dalam penetapan hukum, MT-PPI menjadikan Al-Qur’an dan
al-sunah al-magbilit sebagai sumber hukum. Objek ijtihad yang
dilakukan adalah masalah-masalah yang terdapat dalam dalil zhanni;
dan masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-
Qur'an dan as-sunah. Dalam proses ijtihad dilakukan metode,
pendekatan dan teknik penyimpulan hukum. Metode ijtihad (MT-
PPI) adalah metode bayini (semantik), za lili (rasional) dan istishlahi
(filosofis). Metode bayini (semantik) adalah metode istinbith

hukum yang menekankan kepada pendekatan kebahasaan.

151 bid.

152Masukan manhaj MT-PPI datang dari para ahli dalam Munas Tarjih XXIV
di UMM Malang Tanggal 29 Januari 2000 saat mereka menyampaikan makalahnya.
Antara lain makalah HLM. Said Agil Husin al-Munawar, “Metodologi (Manhaj)
Tarjih Muhammadiyah: Kritik dan “Konstruksi”; Al Yasa Abu Bakar, “Metodologi
(Manhaj) Tarjih Muhammadiyah: Kritik dan Rekonstruksi”; Suyoto, “Strategi
Gerakan Muhammadiyah: Pilihan di antara Stabilitas dan Perubahan”, dan
Achmad Jainuri, “Strategi Gerakan Tajdid dan Pengembangan Pemikiran Islam”.



Sedangkan metode 74 /ili (rasional) adalah metode istinbith hukum
yang menckankan kepada pendekatan berpikir logis (nalar).
Sementara metode istishlihi (filosofis) adalah metode istinbith
hukum dengan menckankan kepada pendekatan kemashlahatan
sebagai pertimbangan dalam penyimpulan hukum.™?

Sedangkan pendekatan MT-PPI dalam berijtihad adalah
pendekatan sejarah  (tdrikhiyah), sosiologi, antropologi, dan
hermeneutika. Sementara teknik yang digunakan dalam berijtihad
adalah ijmak, kias, mashilib mursalst, dan al-urf Bila terjadi
pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan
ketentuan hukum yang berbeda-beda (ta'drudh al-adillah), maka
langkah yang ditempuh adalah (2) al-jam'u wa al-tawfig, yaitu
menerima semua dalil yang walaupun secara cksplisit terdapat
pertentangan. Sedangkan untuk kebutuhan prakes, MT-PPI
mempersilahkan umatnya untuk memilih salah satu dalil tersebut.
(b) al-tarjih, yaitu memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan
dan meninggalkan dalil yang lebih lemah. (¢) al-naskh, yaitu
mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir. (d) al-tawaqquf,
yaitu menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan
cara mencari dalil baru.’*

Dalam melakukan tarjih terhadap nash, MT-PPI memper-
hatikan aspek sanad dan matan. 7a7jih terhadap sanad dilakukan
dengan memperhatikan aspek kualitas dan kuantitas rawi, bentuk
dan sifat periwayatan, dan shighah penerimaan dan pemberian hadis
(kayfryyat al-tahammul wa al-‘ada). Sedangkan tarjih terhadap matan
dilakukan dengan memperhatikan bentuk matan yang bersifat
cegahan (shighah al-nahyi). Bentuk lebih diutamakan dari pada
matan yang menggunakan bentuk perintah (shighah al-amr). Hal

lain yang diperhatikan adalah matan yang menggunakan bentuk

153Jaih Mubarak, Metodologi Ijtihad, h. 176.
1541 bid., h. 177.
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khusus (shighah al-khésh). Bentuk khusus (shighah al-khish). Lebih
diutamakan atas matan yang digunakan bentuk umum (shighah al-
Gmm) .3

Pengambilan keputusan hukum MT-PPI dilakukan secara
musyawarah, melalui ijtihdd jamd . Dasar utama dalam ber-istidlal
adalah Al-Qur’an, alsunah al-shabibah dan menggunakan (z'l/;zt
(qiyds). Yang dimaksud al-sunah al-shabibah adalah sunah yang
diterima sebagai dalil hukum, meski sejak awal belum secara
konsisten dilaksanakan, sebagaimana terdapat dalam buku
Himpunan Putusan Tarjih (HPT) telah menetapkan hukum
berdasarkan hadis pada hadis 4ha%f *®* Namun dasar mutlak
berhukum MT-PPI adalah Al-Qur’an dan hadis. Hal-hal yang
menyangkut bidang di luar ibadah mabdhah untuk argumen yang
tidak terdapat dalam dua sumber tersebut dipergunakan ijtihad dan
istinbdth (formulasi) dari nash melalui persamaan %/lat sebagaimana
telah dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf.> Metode ini dikenal
dengan giyis.

Dalam hal kembali kepada Al-Qur’an, yang dimaksud oleh MT-
PPI adalah kembali kepada ayat-ayat dalam Al-Qur’an, bukan pada
kitab-kitab tafsir yang memuat tafsiran ayat-ayat. Hal ini dibuktikan
dalam Himpunan Putusan MT-PPI yang tidak ditemukan rujukan
kitab tafsir. Prinsip kembali kepada hadis, mereka tidak merujuk
pada komentator hadis.*®

Namun dalam aplikasinya, MT-PPI tidak cukup konsisten,
seperti dapat dilihat dalam pengutipan hadis, hanya merujuk pada

1551 bid.

156 Asymuni Abduttahman, Manbhaj Tarjih Mubammadiyah, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2002), h. 9.

157pP. Muhammadiyah Majlis Tatjih, Himpunan Putusan Tarjib, h. 278.

158Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Mubammadiyah dan
NU, (Jakarta: Universitas YARSI Jakarta, 1999), h. 298.



sejumlah sumber kedua, buku komentator atau kompilasi hadis,
seperti al-Fath al-Bart, Nail al-Awthar, Subul al-Salim, Riyidh al-
Shilibin, dan lain-lain, sedikit sekali diduga merujuk pada kitab
induk hadis, misalnya diriwayatkan oleh Imim al-Bukhari (w. 870
M) dalam shabib-nya, Imam Muslim (w. 261 H/875 M) dalam
shahib-nya, dan lainnya.*>®

Sikap dan pendirian MT-PPI tidak mengikatkan diri terhadap
pendapat para imam mazhab tertentu, tetapi langsung kepada
sumber yang digunakan para imam mazhab, Al-Qur’an dan hadis,
menurut mereka adalah sejalan dengan pesan para imam mazhab itu
sendiri.*®® Secara manhaji, MT-PPI juga mengikuti metode yang
dilakukan oleh para ulama salaf maupun khalaf, seperti dalam
menggunakan giyds, sadd al-dzard’i, al-mashlabah al-mursalah, dan
lainnya yang merupakan aspirasi ulama terdahulu dari berbagai
mazhab, tetapi dalam keputusan MT-PPI dipandang sebagai
pendapat sendiri.'®!

Demikian juga dalam kutipan tafsir, dapat dipastikan
menggunakan pendapat mufassir tertentu, dan dalam bidang hadis
juga menggunakan pendapat komentator hadis tertentu, tetapi
pendapat-pendapat tersebut dipandang sebagai pendapat sendiri,
seperti tampak dalam hampir seluruh keputusannya tidak ditemukan

mengutip pendapat orang lain.®2

Meskipun tidak mengikatkan diri
dan mengikuti pendapat tertentu, model atau metode ijtihad yang
dipergunakan tidak keluar dari metode yang biasanya digunakan

oleh ulama masa lalu, meliputi #jtihdd bayini, ijtibid giyasi, dan

159Asymuni Abdurrahman, Manhaj Tarjibh Mubammadiyah, h. 113.

1607pid., h. 114-116.

161 PP, Muhammadiyah Majlis Tatjih, Himpunan Putusan Majlis Tarjib
Mubammadiyah, h. 278.

162Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Mubammadiyah dan
NU, h. 112.
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ijtihid istishlahi. *®3 Ijtihad bayini adalah menjelaskan hukum yang
kasusnya telah terdapat dalam nash Al-Qur’an dan hadis. Jjzihad
giyés adalah menyelesaikan kasus baru, dengan cara meng-
analogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Al-
Qur’an dan hadis. [jtihid ishtishlahi adalah menyelesaikan beberapa
kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber di atas, dengan
cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.'®*

Selain tiga metode tersebut, MT-PPI juga menggunakan
pendekatan bayini, burhini, dan ‘irfini. Ketiga pendekatan ini
digunakan secara bersamaan atau pilihan. Pendekatan bayini
(tekstual-normatif) merupakan studi filosofis terhadap bangunan
ilmu yang menempatkan teks-teks agama sebagai rujukan pertama.
Dengan pendekatan ini, ushul fikih berikut teknik-teknik ijtihad
merupakan unsur utama dalam menggali hukum. Sedangkan
pendekatan burhini (kontekstual-argumentatif). Pendekatan ini
mengedepankan indera dan logika untuk memperoleh pemahaman.
Secara teknis, ilmu-ilmu sosial sangat membantu untuk memperoleh
kelengkapan pemahaman. Sementara pendekatan %rfdni (spiritual-
instuitif) adalah pendekatan yang mengedepankan kejernihan jiwa
yang diperoleh  dengan  mujihadah  masyriiah  schingga
menyimpulkan keilmuan tidak hanya bersandar logika, namun

dengan rasa agama yang mendalam.'®

D. Metode Ijtihad Dewan Hisbah

PERSIS merupakan salah satu organisasi Islam di Indonesia,
seperti halnya NU dan Muhammadiyah. Seperti Muhammadiyah,
PERSIS dikenal sebagai salah satu gerakan pembaharuan Islam

183Asymuni Abdurrahman, Manhaj Tarjib Mubammadiyah, h. 113.

64Fathurrahman Djamil, Metode Ijtibad Majlis Tarjib Mubammadiyah, (Jakarta:
Logos, 1995), h. 78.

165Syamsul Hidayat, Tafsir Dakwah Mubammadiyab: Respon terbadap Pluralitas Budaya,
(Surakarta: Kafilah, 2012), h. 78-80.



Indonesia berdiri di Bandung pada hari Rabu, 1 Safar 1342 H
bertepatan dengan 12 September 1923 M. '%® Sebagaimana
Muhammadiyah, PERSIS dikenal dengan semboyan “kembali
kepada Al-Qur’an dan Sunnah” yang dimaksudkan untuk mem-
bersihkan Islam dari segala bid’ah, khurafat, dan syirik. Berdirinya
organisasi PERSIS berdasarkan atas syi’ar Islam dimaksudkan untuk
mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir dan ketertutupan
pintu ijtihad.167

Adapun Dewan Hisbah merupakan lembaga fatwa seperti
Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih. Dewan Hisbah memiliki
kewajiban untuk meneliti hukum-hukum Islam; menyusun
petunjuk pelaksanaan ibadah bagi anggota jam’iyah; mengawasi
pelaksanaan hukum Islam; dan memberikan teguran kepada anggota
Persatuan Islam yang melakukan pelanggaran hukum melalui Pusat
Pimpinan.'®® Sebagai lembaga fatwa, Dewan Hisbah memproduksi
hukum atau fatwa. Produk hukum ditetapkan dalam persidangan
yang dihadiri oleh Ulama Dewan Hisbah. Sidang Dewan Hisbah ada
yang bersifat lengkap, terbatas dan menyeluruh. Disebut sidang
lengkap karena diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota Dewan
Hisbah. Sementara sidang terbatas diikuti oleh seluruh pimpinan
dan sebagian anggota Dewan Hisbah. Sedangkan menyeluruh

karena sidang komisi diikuti oleh seluruh anggota komisi.*®?

166M. Isa Anshoti, Manifes Perjuangan Persaatuan Islam, (Bandung: Pasifik,
1958), h. 6.

187 Deliar Noet, Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942, (Jakarta:
LP3ES, 1980), h. 95.

168Dede Rosyada, Metode Kajian Hukum Dewan Hishah Persis, (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1999), h. 4-5.

169 ihat PERSIS, Qanun Asasi Persatnan Islam, (Bandung: Sekretaris PP.
PERSIS, 1968); PERSIS, Kumpulan Kaiftyyah dan Pedoman Jam'iyabh Persatuan Islam,
(Bandung, 20006).
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Berdasarkan Qanun Asasi PERSIS, Dewan Hisbah memiliki
tugas, fungsi, dan kewajiban. Tugas dan fungsi Dewan Hisbah
adalah sebagai dewan pertimbangan, pengkajian syara’ dan fatwa
dalam Jam’iyyah. Sementara kewajibannya melakukan pengkajian
syara’ atas berbagai persoalan yang berkembang, meneliti hukum-
hukum Islam dan merespon segala persoalan masarakat yang
berkaitan dengan fatwa hukum. ! Ttu berarti, Dewan Hisbah
bertugas sebagai pengamat perkembangan hukum Islam dari
berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat, semua itu dikembali-
kan kepada Al-Qur’an dan hadis, kemudian memberi fatwa dari
segala peristiwa yang didapat dalam masyarakat atau dari hasil
pertanyaan jama’ah PERSIS.

Dalam memutuskan perkara hukum, Dewan Hisbah
melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mencari keterangan dari Al-Qur’an, bila terjadi perbedaan
pendapat di antara nash yang didapat, maka akan dilakukan
dengan cara al-tarjib atau tharigah al-jamai.

2. Jika tidak terdapat dalam Al-Qur’an, maka dicari dalil dari sunah
dan jika masih ada perbedaannya, maka sunah dikaji kembali,
baik dari segi sanad maupun matan-nya.

3. Bila tidak terdapat dalam Al-Qur’an maupun sunah dicari 7jma,
atsar shabibah, qiyds, istibsin, mashlabah mursalah untuk
persoalan sosial.

4. Terhadap masalah hadis, maka yang dipakai adalah hadis shabih
dan hasan untuk pengambilan segala keputusan, dan tidak
menggunakan hadis dha’if walau hal itu untuk fadha’il al-"a‘mal.

5. Menerima hadis shabih termasuk hadis dhdd, sebagai dasar

hukum selama hadis tersebut shabib.

Y70 ihat PERSIS, Qaniin Asasi-Qanun Dakbhili, Penjelasan Qanun Asasi-Qanun
Datkhbili,  PERSIS: Pedoman Kerja, Program Jihad 2005-2010).



6. Ijma‘ yang diterima adalah 7jma‘sahabat saja.

7. Adapun masalah giyds yang diterima adalah giyds ghayr mahdhah,

yakni selama memenuhi persyaratan giyds.*’*

Sedangkan secara metodologis, Dewan Hisbah telah menentu-

kan manhaj dalam memutuskan atau mengambil keputusan hukum

dengan rumusan-rumusan sebagai berikut: Al-Qur'an dan hadis
g g

shahih sebagai sumber utama hukum Islam dan berijtihad terhadap

masalah yang tidak ada nash-nya.

Pertama, beristidlal dengan Al-Qur’an:

1.

Mendahulukan zhdhir ayat Al-Quran dari pada ta'wil dan
memilih cara-cara fafwidh (menerima apa adanya) dalam hal-hal
yang menyangkut masalah i%igddiyah (akidah); seperti firman
Allah dalam surah Thaha ayat 5 berbunyi: “(yaitu) Tuhan yang

Maha Pemurah, yang bersemayam di atas ‘Arsy”.

. Menerima dan meyakini isi kandungan Al-Qur’an sekalipun

tampaknya bertentangan dengan ‘zgli dan adli, seperti masalah

Isra dan Mi'raj.

. Mendahulukan makna hakiki daripada makna majdzi, kecuali

iika ada garinah, seperti kalimat “aw limastum al-nis#”” dengan
J P g

pengertian jimd‘ (berhubungan badan).

. Apabila ayat Al-Qur’an tampaknya bertentangan dengan hadis

bila tidak ditemukan jalan untuk di-jama’, didahulukan ayac Al-
Qur’an sekalipun hadis tersebut muttafaqun ‘alayh, seperti dalam
hal menghajikan orang lain atau badal haji yang disebut badal
haji.

. Menerima adanya ayal-ayat nasikh dalam Al-Qur’an tetapi tidak

menerima adanya ayal-ayat yang mansikh (naskh al-kulli).

171Rafid Abbas, “Ijtthad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam Hukum

Islam”, AI-DAUILAH, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 0,
Nomor 1, April 2016, h. 218-219.
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Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami ayal-ayat Al-
Qur'an (tidak hanya penafsiran Ahlul Bait), dan mengambil
penafsiran sahabat yang lebih ahli seperti Ibnu ‘Abb4s atau Ibnu
Mas‘td, jika terjadi perbedaan penafsiran di kalangan sahabat.
Mengutamakan tafsir b7 al-matsiir (dengan hadis) dari pada tafsir
bi al-ra’yi (akal/logika).

. Menerima hadis-hadis sebagai baydn terhadap Al-Qur’an, kecuali

ayat yang telah diungkapkan dengan shighah hashr (bentuk

pembatasan), seperti ayat tentang empat macam makanan yang

diharamkan.172

Kedua, beristidlal dengan hadis

1.

Menggunakan hadis shabih dan hasan dalam mengambil

keputusan hukum.

. Menerima kaidah: “Hadis-hadis dhaf satu sama lain adalah

saling menguatkan”. Dengan catatan apabila dha if tersebut dari
segi dhabith (hafalan) dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an
dan hadis lain yang shabih. Adapun jika dhaif-nya itu dari segi
addlah  seperti  kadzdzib  (pendusta), yadha‘u  al-hadits
(memalsukan hadis), fisq al-riwi atau “tertuduh dusta”, maka

kaidah tersebut tidak dipakai.

. Tidak menerima kaidah “Hadis dha 7f dapat diamalkan dalam hal

keutamaan amal” karena keutamaan amal juga termasuk sendi-
sendi agama yang harus berdasarkan hadis shabih. Masih banyak

hadis-hadis shahih yang menunjukkan tentang keutamaan amal.

. Menerima hadis shabib scbagai tasyri (penetapan syari’ah) yang

mandiri, sekalipun tidak merupakan bayin dari Al-Qur’an,
seperti dalam masalah 2gigah dan pengurusan jenazah.
Menerima hadis @hid sebagai dasar hukum selama hadis tersebut

shabib, termasuk masalah-masalah yang menyangkut akidah.

1722 PERSIS, Thurugnl Istinbat Dewan Hisbah Persatuan Islam, (Bandung:

PERSIS, 2009), h. 90; Rafid Abbas, Ibid., h. 230.



6. Hadis mursal shabibi dan mauqif bi hukmi al-marfi dipakai
scbagai hujah selama sanad hadis tersebut shabih dan tidak
bertentangan dengan hadis shabib yang lainnya.

7. Hadis mursal thabi? dijadikan hujjah apabila hadis tersebut
disertai garinah yang menunjukkan itishil-nya hadis tersebut.

8. Menerima kaidah “anggapan jarh (cacat terhadap seorang perawi)
harus didahulukan daripada anggapan 4dilltsiqal” dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Jika yang men-jarh (menyatakan kelemahan) menjelaskan
jarhb-nya, maka didahulukan jarh daripada ta'dil (yang
menyatakan ke- ddil-an).

b. Jika yang men-jarh tidak menjelaskan sebab jarh-nya, maka
didahulukan 7z dil dari pada jarh.

c. Jika yang men-jarh tidak menjelaskan sebab jarh-nya, tetapi
tidak ada seorang pun yang menyatakan #sigah, maka jarh-nya
bisa diterima.

9. Menerima kaidah “Sahabal-sahabat Nabi itu semuanya dinilai
4dil (dalam periwayatan hadis)”.

10. Riwayat orang yang suka melakukan zadl/is (menyamarkan cara
menerima hadis dari guru) diterima jika ia menerangkan bahwa
apa yang ia riwayatkan itu jelas shighah tahamul-nya (kata yang
digunakan dalam menerima hadis dari guru) menunjukkan
ittishdl  (tersambung/menerima  secara langsung), seperti
menggunakan kata “haddatsani” (menceritakan hadis secara
langsung tanpa perantara).!’?

Ketiga, ijtihad atas masalah yang tidak ada nash
Dalam hal ini ditempuh ijtihid jami (melalui Sidang Dewan

Hisbah) dengan rumusan-rumusan sebagai berikut:

VI3PERSIS, Thuruqul Istinbat Dewan Hisbah Persatuan Islam, h. 96; Rafid Abbas,
“Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam Hukum Islam”, h. 232.
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1. Tidak menerima Zjmd‘ secara mutlak kecuali 7jmd‘ sahabat atau

ijmd ‘lain yang dasarnya nash qath’i.

2. Tidak menerima giyds dalam masalah ibadah mabdhah, dan

menerima giyds masalah ibadah dalam ghayr mabhdhah sclama

memenuhi persyaratan giyds.

3. Dalam memecahkan “tadrudh al-adillah” yang sama-sama kuat
terlebih dahulu diupayakan dengan cara:

a. Tharigah al-jam %, selama masih dapat dilakukan, yaitu dengan
cara mencari makna yang menyerasikan di antara keduanya.

b. Thariqgah al-naskh, bila didapatkan #irikh waktu kejadian,
kejadian yang terdahulu mansikh dan kejadian yang kemudian
sebagai ndsikh-nya.

c. Tharigah al-tarjip, bila tidak dapat dilakukan tharigah al-
jam%, maka dilakukan tharigah al-tarjih dengan menilik
dengan cermat berbagai sudut dan seginya, misalnya:

1) Thabagit sahabat yang menjadi sumber berita, apakah ia
shabib al-wiqiah (pelaku kejadian) atau sumber kedua
yang menerima berita dari orang lain, maka shdhib al-
wégqi 'ah lebih didahulukan dari yang lainnya.

2) Bila keduanya shihib al-wigi'ah (pelaku kejadian), maka
thabagit (tingkatan) sahabat yang lebih tinggi, lebih
didahulukan. Termasuk menilik thabagit rawi-rawi di
bawahnya bila diperlukan.

3) Mendahulukan riwayat yang muttafaqun alayh daripada
yang lainnya.

4) Mendahulukan hadis riwayat al-Bukhari dari pada Muslim
kecuali pada kasus-kasus tertentu dengan garinab lain.

5) Mendahulukan hadis riwayat Muslim dari pada riwayat
lainnya.

6) Pada kasus tertentu banyak dan sedikitnya jalan

periwayatan dapat menjadi pertimbangan.



d. Tharigah al-tawaqquf bila ketiga jalan di atas telah ditempubh,
yaitu thariqah al-jam'i, thariqah al-naskh dan thariqah al-tarjib
tetapi tidak menghasilkan #stinbdth hukum yang dicari, maka
ditempuhlah thariqah al-tawaqquf (ditangguhkan sementara
waktu).

4. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan jatuh pada hukum
bid’ah lebih didahulukan dari pada mengamalkan sesuatu yang
diragukan sunahnya.

5. Dalam membahas masalah ijtihad, Dewan Hisbah menggunakan
kaidah-kaidah wushiliyyah dan kaidah-kaidah fighiyah, sebagai-
mana lazimnya para fukaha dan ulama salaf terdahulu.

6. Dewan Hisbah tidak mengikatkan diri pada suatu mazhab.
Pendapat imam mazhab menjadi bahan pertimbangan dan
masukan dalam mengambil ketentuan hukum, sepanjang sesuai
dengan jiwa Al-Qur’an dan sunah.*’*

7. Dewan Hisbah menggunakan pula kaidah-kaidah istibsin,
mashlahah mursalah, sadd al-dzari’ah, istishhdb, syaru man
qabland dan ‘urf*">

E. Fatwa Merokok: Studi Perbandingan

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah termasuk lembaga
fatwa yang mengharamkan merokok. Keharaman ini didasarkan atas
dua dalil utama, yaitu al-muqaddimit al-naqliyah (penegasan
premis-premis syariah) dan tahqiq al-man’i. Dalil utama pertama

terdiri atas enam alasan:17®

174Jaih Mubarak, Metodologi Ijtibad Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press,
2002), h. 185-186.

VSPERSIS, Thurugul Istinbath Dewan Hisbah Persatuan Islam, h. T4; Rafid
Abbas, “Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam Hukum Islam”, h. 234.

176 Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
No.6/SM/MTT/111/2010, tentang Hukum Merokok.
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1. Agama Islam (syariah) menghalalkan segala yang baik dan

mengharamkan khabiits (segala yang buruk), sebagaimana di
tegaskan dalam Al-Qur’an:

L3l gl 45 Sl 2 s
Terjemah: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk....”. (Q. S. al-
A’raf: 157).

. Agama Islam (syariah) melarang menjatuhkan diri ke dalam

kebinasaan dan perbuatan bunuh diri sebagaimana dinyatakan
dalam Al-Qur’an:

ot E2 A 5 st ;&L{.& g.ub 5 Y3
Terjemah: “Dan janganlah kamu menj atuhkan dirimu sendiri ke
dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S. al-
Baqarah: 195)

s K o8 &) a1 v,

Terjemah: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesung-
guhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. al-
Nisa’: 29)

. Larangan perbuatan mubazir dalam Al- Qur’an

yKJ)J»A PSRN C R PR REARS M\jwd]) 13 o
'Jﬁ‘f i3 Hla Bl 565 bl B

Terjemah: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat
akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam
perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan
(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu

adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat

ingkar kepada Tuhannya”. (Q.S. al-Isra’: 26-27).



4. Larangan menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri
dan pada orang lain dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad,
dan Malik:

W2 V55753
Artinya: “Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap
orang lain”. (HR. Ibnu Mijah, Ahmad, dan Malik).*”

5. Larangan perbuatan memabukkan dan melemahkan sebagai-

mana disebutkan dalam hadis:

Sed B o Sen Kdag gle A Lo 0 Jpa5 06108 5F ) 8
3 G G L e o gy i 1 i
Artinya: “Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah shallallihu
alayhi wasallama bersabda: “Setiap sesuatu yang memabukkan
adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram.
Barangsiapa meninggal dalam keadaan minum khamer dan
menyukainya maka ia tidak akan meminumnya pada Hari

Kiamat” (HR Ahmad dan Ab D4ud).'”®
6. Agama Islam (syariah) mempunyai tujuan (magésid asy-syari ah)
untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Perwujudan
tujuan tersebut dicapai melalui perlindungan terhadap agama
(hifdz  al-din), perlindungan terhadap jiwa/raga (al-nafs),
perlindungan terhadap akal (al-4gl), perlindungan terhadap
keluarga (al-nasl), dan perlindungan terhadap harta (al-mal).
Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan peningkatan
ketakwaan melalui pembinaan hubungan vertikal kepada Allah

Swt dan hubungan horizontal kepada sesama dan kepada alam

177A1-Hafizh Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwaini, Swunan Ibn
Mdjah, Juz 11, (Beirat: Dér Thyd’ al-Turits al-‘Arabi, 1975 M/1395 H), Kitib al-
Abkdén Bib man band i baqqibi ma yadburru bi jaribi, Hadis ke-2341, h. 784.

178 Al-Imam al-Hafizh Sulaiman al-Asy‘ats al-Sajastini Abd Déawud, Swnan
Abi Dawnd, tahqiq Muhammad Muhyiddin ‘Abdul Hamid, Juz III, (Beirat:
Maktabah al-Mishriyyah, t.th.), Kitdb al-Asyribah, Bib al-Nahyi ‘an al-Muskir, Hadis
ke-3679, h. 327.
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lingkungan dengan mematuhi berbagai norma dan petunjuk
syariah tentang bagaimana berbuat baik (ihsin) terhadap Allah,
manusia dan alam lingkungannya. Perlindungan terhadap
jiwa/raga diwujudkan melalui upaya mempertahankan suatu
standar hidup yang sehat secara jasmani dan rohani serta
menghindarkan semua faktor yang dapat membahayakan dan
merusak manusia secara fisik dan psikis, termasuk menghindari
perbuatan yang berakibat bunuh diri walaupun secara perlahan
dan perbuatan menjatuhkan diri kepada kebinasaan yang
dilarang didalam Al-Qur’an. Perlindungan terhadap akal
dilakukan dengan upaya antara lain membangun manusia yang
cerdas termasuk mengupayakan pendidikan yang terbaik dan
menghindari segala hal yang bertentangan dengan upaya
pencerdasan manusia. Perlindungan terhadap keluarga diwujud-
kan antara lain melalui upaya penciptaan suasana hidup keluarga
yang sakinah dan penciptaan kehidupan yang sehat termasuk dan
terutama bagi anak-anak yang merupakan tunas bangsa dan
umat. Perlindungan terhadap harta diwujudkan antara lain
melalui pemeliharaan dan pengembangan harta kekayaan
materiil yang penting dalam rangka menunjang kehidupan
ckonomi yang sejahtera dan oleh karena itu dilarang berbuat
mubazir dan menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak
berguna dan bahkan merusak diri manusia sendiri.

Sedangkan dalil utama kedua, whgiq al-man’i, didasarkan

kepada lima argumen sebagai berikut:

1. Penggunaan untuk konsumsi dalam bentuk rokok merupakan

98% dari pemanfaatan produk tembakau, dan hanya 2% untk

penggunaan lainnya.'”?

179Depattemen Kesehatan, Fakta Tembakau Indonesia: Data Empiris untuk

Strategi Nasaional Penanggulangan Masalah Tembakau, 2004



2. Rokok ditengarai sebagai produk berbahaya dan adiktif serta

mengandung 4000 zak kimia, di antaranya adalah karsinogenik
(pencetus kanker). Beberapa zat berbahaya di dalam rokok
tersebut di antaranya tar, sianida, arsen, formalin, karbonmonoksida,
dan nitrosamin. Kalangan medis dan para akademisi telah
menyepakati bahwa konsumsi tembakaku adalah salah satu
penyebab kematian yang harus segera ditanggulangi.

. Kematian balita di lingkungan orang tua merokok lebih tinggi
dibandingkan dengan orang tua tidak merokok baik di perkotaan
maupun di pedesaan. Kematian balita dengan ayah merokok di
perkotaan mencapai 8,1% dan di pedesaan mencapai 10,9%.
Sementara kematian balita dengan ayah tidak merokok di
perkotaan 6,6% dan di pedesaan 7,6%. Risiko kematian populasi
balita dari keluarga perokok berkisar antara 14% di perkotaan
dan 24% di pedesaan. Dengan kata lain, 1 dari 5 kematian balita

terkait dengan perilaku merokok orang tua. Dari angka kematian
balita 162 ribu per tahun (UNICEF 2000), maka 32.400
kematian dikontribusi oleh perilaku merokok orang tua.*®°

. Adalah suatu fakta bahwa keluarga termiskin justru mempunyai
prevalensi merokok lebih tinggi daripada kelompok pendapatan
terkaya. Angka-angka SUSESAS 2006 mencatat bahwa penge-
luaran keluarga termiskin untuk membeli rokok mencapai
11,9%, sementara keluarga terkaya pengeluaran rokoknya hanya
6,8%. Pengeluaran keluarga termiskin untuk rokok sebesar
11,9% itu menempati urutan kedua setelah pengeluaran untuk
beras. Fakta ini memperlihatkan bahwa rokok pada keluarga
miskin perokok menggeser kebutuhan makanan bergizi esensial

bagi pertumbuhan balita. Ini artinya balita harus memikul risiko

kurang gizi demi menyisihkan biaya untuk pembelian rokok

180D epartemen Kesehatan, Fakta Tembakau Indonesia: Data Empitis untuk

Strategi Nasional Penanggulangan Masalah Tembakau, 2004.
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yang beracun dan penyebab banyak penyakit mematikan itu. Ini

jelas bertentangan dengan perlindungan keluarga dan perlin-

dungan akal (kecerdasan) dalam maqésid asy-syari’ah yang
menghendaki pemeliharaan dan peningkatan keschatan serta
pengembangan kecerdasan melalui makanan bergizi.'8!

5. Pemaparan dalam halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian
Tembakau hari Ahad 21 Rabiul Awal 1431 H/07 Maret 2010
M, mengungkapkan bahwa Indonesia belum menandatangani
dan meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control
(FCTC) schingga belum ada dasar yang kuat untuk melakukan
upaya pengendalian dampak buruk tembakau bagi kesehatan
masyarakat. Selain itu terungkap pula bahwa cukai tembakau di
Indonesia masih rendah dibandingkan beberapa negara lain
schingga harga rokok di Indonesia sangat murah yang akibatnya
mudah dijangkau keluarga miskin dan bahkan bagi anak-anak
sehingga prevalensi merokok tetap tinggi. Selain itu iklan rokok
juga ikut merangsang hasrat mengonsumsi zat berbahaya ini.#?

Berbeda dengan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang
mengharamkan merokok, Bahtsul Masail NU memberikan
klasifikasi fatwa atas tiga kategori, yaitu:

Pertama, mubah atau boleh. Merokok dihukumi mubah atau
boleh karena dipandang tidak membawa mudarat. Lagi pula secara
hakiki rokok bukan benda yang memabukkan.

Kedua, makruh. Merokok dihukumi makruh karena mudarat
merokok relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar

hukum haram.

181 Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
No.6/SM/MTT/I11/2010 tentang Hukum Merokok

182Muhammad Thsan, “Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah dan
Nahdhatul Ulama”AL-QADHA, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan,
Vol. 4 No. 1 Tahun 2017; Alfian Risfil Auton, “Fatwa Haram Merokok Majlis
Tatjih Muhammadiyah”, IN RIGHT, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol.
1, No. 2, Mei 2012.



Ketiga, haram. Merokok diharamkan karena secara mutlak
dipandang membawa banyak mudarat. Di antaranya berdasarkan
penelitian medis, merokok dapat menyebabkan berbagai macam
penyakit seperti kanker, paru-paru, jantung, impotensi dan
gangguan kehamilan dan janin.

Ketiga klasifikasi hukum di atas didasarkan atas pendapat al-
Ba’alawi (1320 H), Mahmd Syalttit (w. 1963 M) dan Wahbah al-
Zuhayli (w. 2005 M). Berikut kutipan teks atas pendapat ketiga
ulama tersebut:

Ajubfdyf\ﬁb.gi\ﬁ\j ....... M\y»?yj\\bw@.»ﬂ@ﬂ\ésﬁe
ol o1 o el 2 1S sl i 3 o o Bl s L
G ol A g golll Jawal 13) B yo oy oy e ) 2y 33y <0
s o Mo Emmy M Do Akl (g5ludE o il s &l avs

Aol S do b (3 (sl OV 3 oy S g )l
Artinya: “Tidak ada hadis mengenai tembakau dan tidak ada azsar
(ucapan dan tindakan sahabat). Jelaslah, jika terdapat unsur-unsur
yang membawa mudharat bagi seseorang pada akal dan badannya,
maka hukumnya adalah haram sebagaimana madu itu haram bagi
orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram bila
membawa mudarat bagi seseorang. Namun kadangkala terdapat
unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunah sebagai-
mana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan
berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa
sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita
sebagaimana berobat dengan benda najis selain khamar. Sekiranya
tertbebas dari unsur-unsur haram dan mubah, maka hukumnya
makruh. Namun jika terdapat kbilaflperbedaan yang cukup kuat

dalam keharaman maka hukumnya makruh”.1#3

183‘Abdurrahman ibn Muhammad ibn Husain *Umar Ba’alawi, Bughyah al-
Moustarsyidin, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), h. 260.
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Pernyataan Ba’alawi di atas senada dengan apa yang diuraikan
Mahmd Syalttit (w. 1963 M) dalam Al-Fatdw:
al 4L sy S ol o ¥y S0e pud &l ] U st gom & 3l )
il Ze a9 s S0 Wl 56 of e & JoVly bl oo S UL
Al e ae O b Qs aalSl wes 5T o Sog st Sl o o) Laib
Jsll ST 7 e e oy plaldll s oz apls &2 3 s Sus
- llasdly
Artinya: “Tentang tembakau, sebagian ulama menghukumi halal,
karena memandang tembakau tidak memabukkan, dan hakikatnya
bukanlah benda yang memabukkan. Di samping itu, juga tidak
membawa mudharat bagi setiap orang yang mengkonsumsinya.
Pada dasarnya semisal tembakau adalah halal, tetapi bisa juga
menjadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudharat
dan dampaknya negatif. Sedangkan sebagian ulama lainnya
menghukumi haram atau makruh karena memandang tembakau
dapat mengurangi keschatan, nafsu makan, dan menyebabkan

organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil”.*84

Hal yang sama juga dijelaskan Wahbah al-Zuhayli (w. 2005 M)
dalam al-Figh al-Islimi wa Adillatuhu, dengan sepotong teks,
sebagai berikut:
0B uolal) & lagll il i) o ladl Slall ol Jew ol 55
oly Ropmd ol 5l day K30y S ST a0l Pl S8 SRS o Bld) s
i Al oo Jd) Cang o g geetd) By Lol s o ld ) 2

W5 e 53 ST ¥y 5adlly ol o o
Artinya: “Masalah kopi dan rokok; penyusun kitab a/-Ubab dari
mazhab al-Syéfi‘l ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab: (Kopi

itu sarana) hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannya. Jika

184Mahmud Syalttt, A/-Fatdwd, Vol. 111, (Mesir: Dar al-Qalam, t.th.), h. 383-
384.



sarana itu dimaksudkan untuk ibadah maka menjadi ibadah, untuk
yang mubah maka menjadi mubah, untuk yang makruh maka
menjadi makruh, atau haram maka menjadi haram. Hal ini
dikuatkan oleh sebagian ulama dari mazhab Hanbali terkait
penetapan tingkatan hukum ini. Syaikh Mar% ibn Yasuf dari
mazhab Hanbali, penyusun kitab Ghdyah al-Muntahi mengatakan:
Jawaban tersebut mengarah pada rokok dan kopi itu hukumnya
mubah, tetapi bagi orang yang santun lebih utama meninggalkan
keduanya”.18
Sementara Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa
merokok hukumnya haram jika dilakukan di tempat umum, oleh
anak-anak dan oleh wanita hamil.?®® Fatwa ini merupakan hasil
Keputusan [jtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tahun 2009
di Padang. Adapun dasar istinbath yang digunakan MUI dalam
penerapan hukum rokok adalah:
1. Ayat-ayat Al-Qur’an sebagai berikut:
ol adle a5 S G s S s Bl ol 336
Terjemah: “Dia menyuruh mereka berbuat makruf dan melarang
mereka melakukan yang mungkar, serta menghalalkan bagi

mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala

yang buruk....”. (Q.S. al-’A'raf: 157).

S 198 oyl ) T 538 Y5 Judd) o3l oSaally e 1 6

8w Gl B o65 bl B)
Terjemah: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat
akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam
perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan

(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu

185\Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islimi wa Adillatuba, Jilid VI, (Beirtt: Dar al-
Fikr, 1409 H/1989 M), h. 166-167.

8SMUL, Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, (Jakarta: Majelis
Ulama Indonesia, 2009), h. 56.
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adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat
ingkar kepada Tuhannya”. (Q.S. al-Isrd’: 26-27).
2. Hadis Nabi shallallihu ‘alayhi wasallama:

e V5 575 Y
3. Kaidah Fiqhiyyah
oS! . 4
“Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin”.
J 2l
“Yang menimbulkan mudarat harus dihilangkan/dihindari”.
b sey 1392y adde & oo rQ,\
“Penetapan hukum itu tergantung ada atau tidak adanya ‘illac”.
4. Perlindungan dari Komnas Perlindungan Anak, GAPPRI,
Komnas Pengendalian Tembakau, Departemen Keschatan
terkait masalah rokok.
5. Hasil rapat koordinasi MUI tentang masalah merokok yang
diselenggarakan pada 10 September 2008 di Jakarta, yang
menyepakati bahwa merokok di samping menimbulkan mudarat

juga ada manfaatnya.187

Adapun Dewan Hisbah PERSIS menilai bahwa merokok adalah
makruh. Dalam pandangan Dewan Hisbah dalil-dalil yang
menunjang keharaman rokok tidak sesuai. Bahkan rokok tidak
termasuk fasad yang dimaksud Al-Qur’an. Selain itu, unsur-unsur
rokok tidak ada yang termasuk khamr yang memabukkan serta tidak
ada nash dan %llat yang jelas dan kuat.'® Fatwa ini didasarkan

kepada ayat Al-Qur’an sebagai berikut:*®

187Majelis Ulama Indonesia, Ijma’ Ulama, Keputusan ljtima’ Ulama Komisi Fatwa
se-Indonesia Ke-I1I Tabun 2009, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), h 58-60.

188 https:/ /www PERSIS.or.id/ bagaimana-putusan-dewan-hisbah-pp-
PERSIS-tentang- hukum-rokok

189 Ainun Mardia, “Hukum Merokok Menurut Ormas Islam NU,
Muhammadiyah, Persis dan MUI (Studi Perbandingan)”, S&7ips;, (Jakarta: Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarifthidayatullah, 2020), h. 58.


https://www.persis.or.id/bagaimana-putusan-dewan-hisbah-pp-persis-tentang-hukum-rokok
https://www.persis.or.id/bagaimana-putusan-dewan-hisbah-pp-persis-tentang-hukum-rokok
https://www.persis.or.id/bagaimana-putusan-dewan-hisbah-pp-persis-tentang-hukum-rokok

. Surah al-Baqarah ayat 11:

ok 2 e ot 8 A Y s 1
Terjemah: “Dan bila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu
membuat kerusakan di muka bumi, mercka menjawab:

“Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”.
. Surah al-Nis4’ ayat 29:

T K o8 @ 5 Sl Ll s
Terjemah: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
. Surah al-Baqarah ayat 190:

el S A0 3 s Y

Terjemah: “Dan janganlah kamu melampaui batas, karena
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang

melampaui batas”.
. Surah al-An‘4m ayat 141:
L 4 Y H)16 Yy

Terjemah: “Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.
. Surah al-’A‘raf ayat 157:

LS e s ol g
Terjemah: “Dan Allah telah menghalalkan bagi mercka segala

yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.
. Surah al-Baqarah ayart 195:

il 4 30 ) sy B0 Kl 1 s
Terjemah: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke
dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.
. Surat al-Bagarah ayat 168:

Ik e & e Bl o\ ld 145 Y;
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Terjemah: “Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah
setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata
bagimu”.

Ketujuh ayat di atas sering dijadikan sebagai acuan untuk
mengharamkan rokok. Namun Dewan Hisbah menilai bahwa ayat-
ayat di atas tidak menegaskan secara jelas keharaman rokok. Karena
itu, dalam rapat Dewan Hisbah PERSIS diputuskan bahwa rokok
tidak haram. Sebaliknya Dewan Hisbah PERSIS menghukuminya
makruh. Sebab bau rokok tidak sedap, asapnya mengganggu dan
merokok bukanlah perbuatan yang terpuji.'*

Keempat fatwa di atas menunjukkan corak yang beragam. Jika
fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang merokok adalah
haram, maka Dewan Hisbah PERSIS menghukumi makruh, karena
tidak ada dalil yang tegas yang menunjukan keharamannya.
Sebaliknya Dewan Hisbah PERSIS menilai dalil menjadi acuan
keharamannya tidak sesuai. Baik Fatwa Majelis Tarjih
Muhammadiyah maupun Dewan Hisbah PERSIS, keduanya
fatwanya bersifat tunggal. Hanya saja Dewan Hisbah PERSIS
menghukumi makruh, Majelis Tarjih Muhammadiyah meng-
hukumi haram. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tegas dan
tunggal, sehingga tidak ruang kemungkinan untuk merokok.

Berbeda dengan fatwa MUI dan Bahtsul Masail NU yang
bersifat fleksibel dan alternatif. Fleksibilitas fatwa Bahtsul Masail
NU ditunjukkan oleh tiga klasifikasi status hukum: boleh, makruh
dan haram. Karena itu status hukum tentang merokok bersifat
alternatif. Sementara fatwa MUI bersifat tunggal dan pasti bahwa
hukum merokok adalah haram. Hanya saja keharamannya tidak
mutlak dan umum, seperti fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.
Fatwa MUI bersifat spesifik, yaitu haram merokok jika dilakukan di

tempat umum dan pelakunya adalah anak-anak dan wanita hamil.

190 bid., h. 159.



Itu berarti, jika dilakukan di tempat yang bukan ruang publik, maka
merokok tidak haram. Demikian juga, jika pelakunya bukan anak-
anak dan wanita hamil. Dengan kata lain, hukum merokok boleh
selama tidak dilakukan di ruang publik, bukan oleh anak-anak dan
wanita hamil. Tegasnya, wanita yang tidak hamil dan orang dewasa
boleh merokok, selama mercka tidak melakukannya di tempat

umum atau di ruang publik.
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Teori-Teori Temuan Hukum:
Pemikiran Tokoh Klasik dan
Kontemporer

jedw?, verge®@

A. Pemikiran Najmuddin al-Thafi tentang Mashlahah
Mashlahah termasuk salah satu dalil dan metode penggalian
hukum Islam, selain kias, istibsin, istishhab, ‘urf, syar'v man wablana,
mazhab atau gawl shahibi, dan dzari ah. 191 Secara terminologis,
mashlahah'?* didefinisikan sebagai pemahaman tentang perlindung-
an hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan
menolak kerusakan.'* Menurut Ibnu ‘Asytir (w. 1973 M) mashlapah
adalah sifat perbuatan yang menghasilkan kemanfaatan yang
berlangsung terus menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat

mayoritas ulama.

181 jhat Nasrun Haroen, Ushu/ Figh 1, (Jakarta: Logos, 1996), h. 151-172.

192Secara etimologi, mashlahah berarti manfaat atau sesuatu perbuatan yang
mendatangkan manfaat. Mashlabab juga berarti kebaikan atau sesuatu aktivitas yang
mendatangkan kebaikan. Kata Mashlahah sering diperlawankan dengan kata
mafsadah, yaitu sesuatu yang banyak mendatangkan kerusakan atau kemudaratan.
Dengan demikian, sesuatu yang mendatangkan manfaat dan kebaikan
dikategorikan mashlahah. Sedangkan sesuatu yang mendatangkan bahaya dan
keburukan dikategorikan mafsadah. Lihat Ibnu Manzhar, Lisin al-‘Arab, Jilid 11,
(Beirat: i al-Thiba ‘ah wa al-Nasyr, 1955), h. 517; Al-Fairuz Abadi, Qdmus al-
Mubith, Jilid 1I, (BeirGt: Dar al-Fikr, t. th.), h. 277, Husain Hamid Hasan,
Nazbhariyyah al-Mashlabab 7 al-Figh al-Isiimi, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyyah,
1971), h. 3-4; dan Abt Ishaq al-Syathibi, A~Muwdifaqat fi Ushil al-Syariab, Jilid 1,
(Beirat: Dar al-Ma’rifah, 1975), h. 277.

193Abt Ishaq al-Syathibi, AL tisham, Jilid 11, (BeirGt: Dar al-Ma’rifah, t. th.),
h. 113.
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Sementara itu menurut al-Bathi (w. 2013 M) memaknai
mashlahah sebagai manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yang Maha
Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba-Nya baik berupa
pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan maupun
harta. " Sedangkan Najmuddin al-Thtfi (w. 716 H) memaknai

mashlahah sebagai menarik manfaat dan menolak bahaya. **°

Menurut Abt Himid al-Ghazali (w. 505 H), mashlahah yang
dimaksud adalah mashlahah dalam rangka memelihara tujuan syara’,
berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta,
sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Sebab
kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak
syara’, tetapi sering kali didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.'*

Kemaslahatan yang didasarkan kepada kehendak hawa nafsu
dinamakan mashlabah mulghah. Mashlabah ini tidak saja berten-
tangan dengan teks Al-Qur'an dan hadis, tetapi berseberangan
dengan konsensus ulama (ijm4’). Najmuddin al-Thafi (w. 716 H)
termasuk tokoh yang berpandangan bahwa mashlabah dapat
menganulir zash dan ijmak. Karena itu, pemikirannya dinilai radikal
dan liberal, meskipun ia bermazhab Hanbali. Disebut al-Thafi,
karena Najmuddin al-Thifi lahir di desa Thuwa Shashar, dekat
Baghdat Irak.*®” Sementara sebutan Najmuddin yang berarti bintang

agama adalah gelar atau nama panggilan yang diberikan oleh

194Muhammad Sa‘idd Ramadhan al-Buathi, Dhawabith al-Mashlabab i al-Syari‘ab
al-Islamiyyah, (Beirat: Mu’assasah al-Risalah, 1990), h. 27.

195 Najmuddin al-Thofi, Syarh Mukbtashar al-Rawdhab, (Arab Sa’udi:
Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah, 1998), h. 101.

196Abt Hamid al-Ghazali, al-Mushtasfa min Thm al-Ushdl, Jilid 1, (BeirGt: Dar
al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1983), h. 286.

197Tahun kelahiran al-Thaff diperselihkan. Ibnu Hajr al-Asqaldni menyebut
tahun 657 H. Menurut Ibnu rajab dan Ibnu ‘Imad, al-Thufi lahir tahun 670 H.
Sumber lain menyebut, ia hidup antara tahun 657-716 H atau 1259-1316 M.
Mushthafa Zayd, A/-Mashlabab f7 al-Tasyri* al-Islami wa Najmuddin al-Thifz, (Beirat:
Dar al-Fikr al-‘Arabi, t. th.), h. 67; Najmuddin al-Thufl, A/-Intishirah al-Isiamiyyab
fi Mugdranab al-Adyan, Tahqiq Ahmad Hujazi al-Saqi, (Mesit: Dar al-Bayan, t. th.),
h. 4.



pengagumnya. Nama asli al-Thafi adalah Sulaiman ibn "Abd. al-
Qawi ibn ’Abd. al-Karim ibn Sa’id. Ia wafat tahun 716 H dan
meninggalkan karya tidak lebih dari 42 judul.

Pemikiran Najmuddin al-Thafl (w. 716 H) tentang mashlabah
menuai kontroversi dan pro-kontra ulama baik sejak era Najmuddin
al-Thafl (w. 716 H) maupun era kontemporer. Kontroversi tersebut
lahir karena Najmuddin al-Thafi (w. 716 H) menempatkan
mashlabah, tidak saja sebagai dalil syara’ yang kuat dan mandiri,
tetapi dapat melampaui 7ash dan ijmak. Menurut Najmuddin al-
Thafi (w. 716 H) jika tujuan syara’ adalah kemaslahatan, maka tidak
perlu memperoleh dukungan teks dan ijmak. Dengan kata lain,
segala bentuk kemaslahatan baik kemaslahatan itu didukung oleh
teks dan ijmak maupun tidak memperoleh dukungan teks dan ijmak,
harus dicapai tanpa memerincinya ke dalam ketiga kategori. Ketiga
kategori mashlapah dimaksud mashlabah mulghah, mashlabah
mu ‘tabarah dan mashlabah mursalah. Mashlabah mu‘tabarah adalah
kemaslahatan yang sesuai dengan Al-Qur’an dan hadis; atau suatu
kemaslahatan yang memperoleh dukungan teks Al-Quran dan
hadis. Sedangkan mashlahah mursalah adalah kemaslahatan yang
tidak disebutkan oleh teks Al-Quran dan hadis, tetapi tidak
bertentangan dengan teks. Namun secara induktif memperoleh
dukungan teks. Di luar dua ketegori ini dinamakan mashlabah
mulghah, tidak saja tidak disebutkan oleh teks, tetapi juga berse-
berangan dengan teks.'® Mereka yang kontra dengan pemikiran
Najmuddin al-Thofi (w. 716 H), memasukan pemikiran mashlahah
Najmuddin al-Thafi (w. 716 H) ke dalam kategori mashlahah
mulghah.

198 Umar ‘Abd. Al-Katim, Dbawdibith al-Ushiliyyah li al-ljtibid fi Siaydsab
Syaryyab, (Libanon: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1971), h. 80.
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Konsep mashlahah Najmuddin al-Thifi (w. 716 H) diatas
dibangun dan didasarkan kepada hadis —yang kemudian menjadi
kaidah fikih- “/4 dharara wa l4 dbiréra™*® (Tidak boleh mendatang-
kan mudarat kepada diri sendiri dan tidak juga kepada orang lain).
Berdasarkan landasan hukum hadis ini, Najmuddin al-Thifi (w. 716
H) merumuskan empat prinsip dasar mashlabah, yaitu:*® Pertama,
akal manusia secara independen dapat menemukan mashlahah dan
mafsadah (Istiglal al-uqil bi idrik al-mashilih wa al-mafisid).
Prinsip pertama ini menegaskan kebebasan akal untuk memastikan
kemaslahatan dan kemudaratan dalam aspek mu’amalah dan adat.
Itu berarti, untuk menentukan suatu kemaslahatan dan kemudaratan
cukup dengan akal tanpa harus melalui wahyu. Akal dipercayai
mampu mengetahui kebaikan dan keburukan, meskipun terbatas
pada aspeck mu’amalah dan adat istiadat. Prinsip pertama ini jelas
bertolak belakang dengan pendapat mayoritas ulama. Sebab dalam
perspektif mayoritas ulama, kemaslahatan dan kemudaratan meski
dapat dicapai oleh akal, tetapi harus memperoleh justifikasi dari nash
dan ijmak, baik bentuk, sifat maupun jenisnya.

Kedua, mashlabah merupakan dalil syar? mandiri yang
kehujahannya tidak tergantung pada konfirmasi nash (al-mashlabah
dalilun  syariyun mustaqillun ‘an al-nashsh). Prinsip kedua ini
menegaskan kemandirian akal dalam menetapkan hukum. Kehujah-
an akal tidak tergantung pada konfirmasi nash. Itu berarti, kehujahan
mashlahah tidak memerlukan dalil pendukung dari 7ash. Dengan
ungkapan lain, untuk menyatakan sesuatu itu mashlabah atas dasar

adat istiadat dan eksperiman, maka tidak dibutuhkan nash.

199A1-Hafizh Abi ‘Abdillih Muhammad ibn Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibn
Majah, Juz 11, (Beirdt: Dar Thyd’ al-Turats al-‘Arabi, 1975 M/1395 H), Kitib al-
Abkdm Bab man band i bagqibi ma yadhurrn bi jaribi, Hadis ke-2341, h. 784.

200Mushthafa Zayd, Al-Mashlabab fi al-Tasyri‘ al-Isiami wa Najmuddin al-Thifi,
h. 127-132.



Ketiga, mashlahah merupakan dalil syar7 di mana objek peng-
gunaannya terbatas dalam bidang mu’amalah dan adat (mashlabah
dalil syari li al-mu'dmalah wa al-‘ddah). Ita berard, mashlabah
sebagai dalil syar 7 hanya hanya berlaku dalam bidang mu’amalah dan
adat kebiasaan. Adapun bidang ibadat (mabdah) dan ukuran-
ukurannya harus didasarkan kepada ketetapan syara’, seperti salat
Zhuhur empat rakaat, puasa bukan Ramadhan selama sebulan, tawaf
itu dilakukan tujuh kali. Dengan kata lain, aspek ibadah tidak
termasuk objek mashlahah. Mashlabah tidak dapat dijadikan dalil
untuk bidang ibadah. Dalam bidang ibadah yang menjadi referensi
untuk diikuti adalah 7ash dan ijmak. Sebab aspek ibadah merupakan
hak prerogatif Allah. Karena itu, hal yang terkait dengan cara,
jumlah, waktu dan tempat ibadah tidak mungkin diketahui, kecuali
atas dasar penjelasan resmi langsung dari Allah. Tegasnya, dalam
masalah ibadah Allah lebih mengetahui dan karenanya kita harus
mengikuti nash dan ijmak dalam bidang ini. Adapun masalah
hubungan sosial, manusia lebih mengetahui mashlahah umumnya.
Karenanya mereka harus berpegang pada mashlabah ketika
mashlahab itu bertentangan dengan nash dan ijmak.

Keempat, kemaslahatan merupakan dalil syara’ paling kuat (a/-
mashlahah aquwi adillah al-syar?). Karena itu, jika nash dan ijmak
bertentangan dengan mashlabah, maka yang didahulukan adalah
mashlabah. Mendahulukan mashlabah dilakukan dengan cara
takhsis dan bayin nash. Itu berarti, jika nash dan ijmak bertentangan
dengan kemaslahatan, maka dilakukan bayin dan takbsis nash. Itu
berarti, nash tidak diabaikan atau ditinggalkan sama sckali.

Keempat prinsip dasar di atas menunjukkan adanya supermasi
mashlahah. Sebab, jika mashlahah atau kemaslahatan tidak sesuai
dengan nash, ijmak dan dalil-dalil syari’at lainnya, maka nash, ijmak
dan dalil-dalil syari’at dapat dianulir. Dengan kata lain, teks dan

ijmak yang bertentangan dengan maslabah, maka teks dan dalil-dalil
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syara’ dapat dianulir dengan cara bayin dan takhbsis. Pandangan
Najmuddin al-Thafi (w. 716 H) ini didasarkan pada tiga argumen.
Pertama, mereka yang menolak kehujahan ijmak mereka mengakui
kehujahan mashlabah, sebab mashlahah merupakan sesuatu yang
tidak diperselisihkan. Sedangkan ijmak merupakan sesuatu yang
masih diperselisihkan. Oleh karena itu, berpegang pada sesuatu
yang disepakati (mashlahah) lebih utama dari pada berpegang pada
sesuatu yang diperselisihkan (ijmak).

Kedua, nash-nash itu sendiri saling bertentangan dan berselisih,
dan dari itulah muncul sumber dari segala bentuk pertikaian dalam
menetapkan hukum syari’at. Sedangkan memelihara mashlabah
merupakan sesuatu yang hakiki dan tidak diperselisihkan. Dengan
demikian, titik temu hanya ada pada mashlahat dan mengikuti
mashlahat lebih baik dari pada menolaknya. Ketiga, dalam
kenyataannya terjadi kontradiksi antara nash dan maslabah dalam
beberapa hal. Dalam pandangan Najmuddin al-Thifi (w. 716 H)
sesungguhnya telah terjadi pertentangan antara nash dengan

mashlabah.

B. Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim al-Jawziyyah

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (w. 697 H) termasuk salah seorang
ulama yang berpandangan bahwa hukum Islam bersifat dinamis-
transformatif; bukan statis melainkan elastis.?®* Dikatakan dinamis-
transformatif karena hukum Islam merespons dinamika perkem-
bangan masyarakat. Jika masyarakat berubah, maka hukumnya juga
mengalami perubahan. Perubahan hukum terjadi disebabkan oleh

perbedaan situasi dan kondisi. Opini hukum Imam al-Syafi‘i (w. 204

201Bjografi dan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jawziyyah lebih lanjut dapat dibaca
diantaranya dalam Ahmad Syalabi, Mawsi‘ah al-Tirikh al-Iskimi wa al-Hayab al-
Isiamiyyah, (Mesir: al-Nahdhah, 1979); ‘Abdul‘adzim Abdussalam Syarafuddin,
Tbnu Qayyim al-Jauziyyah ‘Ashrubu wa Manbhajubu wa Ara’uhu fi al-Figh wa al-Aqéid wa
al-Tashawwnf, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1984).



H) ketika berada di Irak berbeda dengan di Mesir. Yang disebut
pertama dikenal sebagai pendapat versi lama (gawl qadim).
Sementara pendapat versi baru disebut gaw! jadid.** Dua versi opini
hukum Imam al-Syfi‘i (w. 204 H) ini menunjukkan bahwa putusan
hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari situasi dan tempat. Situasi
dan tempat berpengaruh pada keputusan hukum.

Hal yang sama, juga pernah dilakukan ‘Umar ibn Khaththab (w.
23 H). Pada masa kepemimpinannya, para muallaf (mereka yang
baru masuk Islam) tidak lagi diberi bagian zakat. Sementara menurut
surah al-Taubah ayat 60, mereka termasuk salah satu golongan
(ashndf) penerima zakat (mustabiq). Pada Era Nabi shallalléhu ‘alaybi
wa sallama dan AbG Bakar al-Shiddiq (w. 13 H), para muallaf
tersebut mendapat bagian zakat. Zakat diberikan kepada mereka
untuk menarik dan menjinakkan hati mercka kepada Islam,
disebabkan imannya yang masih lemah, atau untuk membuang
perilaku jahat mereka yang masih tersisa. Namun tiba era
kepemimpinan ‘Umar ibn Khaththib (w. 23 H), para muallaf tidak
lagi menerima zakat. ‘Umar ibn Khaththab (w. 23 H) tidak
memberikan zakat karena alasan pemberian zakat kepada mereka
sudah tidak relevan lagi. Sebab posisi Islam sudah sangat kuat
schingga tidak perlu membutuhkan dukungan atau mengambil hati
para muallaf. Karena itu, kepada para muallaf ‘Umar ibn Khaththab
(w. 23 H) berkata: "Sekarang Allah sudah meninggikan dan
memenangkan agama ini (Islam) dan Allah tidak memerlukan
dukungan kalian. Kalian harus tetap pada Islam. Jika tidak, maka di
antara kami dan kalian adalah pedang. Kami tidak akan memberikan

sesuatupun (zakat) atas keislaman kalian. Siapa yang tetap dalam

202Subhi Mahmassani, Falsafah al-Tasyri fi al-Islim, diterjemhakan oleh
Ahmad Soedjono dengan judul Filsafat Hukun Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 1970),
h. 216.
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keislaman, berimanlah. Sebaliknya, siapa yang mau kafir (kembali
kepada agama sebelum Islam), silahkan menjadi kembali kafir.?”®
Dengan demikian, konsep dinamika dan transformasi hukum
Islam bukan hal baru dalam secjarah pemikiran hukum Islam.
Agaknya teori perubahan hukum Islam yang dirumuskan oleh Ibnu
Qayyim al-Jawziyyah (w. 697 H) tidak dapat dilepaskan dari
pemikiran ‘Umar ibn Khaththab (w. 23 H) dan Imam al-Syafi‘l (w.
204 H). Adapun teori transformasi hukum Islam yang dirumuskan
oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (w. 697 H) adalah sebagai berikut:
el Sy sy 2G5 sl g5 e Gy (ol e
Artinya: “Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan

zaman, tempat, kondisi, niat, dan adat”.***

Teori perubahan hukum Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (w. 697 H)
di atas menunjukkan lima faktor yang memengaruhi keputusan
hukum, yaitu:
Pertama, zaman dan waktu

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (w. 697 H) memberi contoh
penerapan hukuman atas kasus pencurian pada masa perang atau
masa paceklik. Hukuman pidana atas pelaku pencurian pada masa
perang atau masa paceklik adalah tidak sama pada masa atau kondisi
normal. Sejatinya pidana pencurian adalah hukuman potong tangan.
Namun hukuman potong tangan tidak dapat diterapkan pada situasi
perang atau masa paceklik. Nabi shallallihu ‘alaibi wa sallama sendiri
melarang pelaksanaan hukuman pidana potong tangan atas pelaku

pencurian pada waktu perang. Disebutkan dalam hadis:

203]hid., h. 221-222.

204Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayab ibn Sa‘d Syamsuddin Ibnu Qayyim al-
Jawziyyah, Ilim al-Muwaqq'in ‘an rabb al-‘Alamin, tahqiq Muhammad ‘Abdussalim
Ibrahim, Juz III, (BeirGt: Dér al-Kutub al-Tlmiyyah, 1991 M/1411 H), h. 11.



Jp‘uudfwu; (5)4‘\50&& A w \ 85s 16 ded 1Bs
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Artinya: “Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata Ibnu
Lahibah mengabarkan kepada kami dari ‘Ayy4s dari Ibnu ‘Abbés al-
Mishri dari Syuyaiyim ibn BaitAn dari Junadah ibn Abi Umayyah
dari Busr ibn ‘Arthah, ia berkata saya mendengar Nabi shallallihu
alaihi wa sallama bersabda: “Jangan potong tangan pencuri pada

masa perang’ . *%
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Artinya: “Ahmad ibn Shélih menceritakan kepada kami, ‘Abdullih
ibn Wahb menceritakan kepada kami, Haywah ibn Syuraih
mengabarkan kepada saya dari ‘Ayyas al-Qitb4ni dari Syuyaiyim ibn
Baitdn dan Yazid ibn Shubhi al-Ashbahi dari Junidah ibn Abi
Umayyah ia berkata kami pernah bersama Busr ibn ‘Arthah
membawa seorang perajurit yang mencuri sebuah perisai, ia berkata
seandainya saya tidak mendengar Nabi shallallihu ‘alaibi wa sallama
bersabda: “Jangan potong tangan pencuri pada masa perang niscaya
saya akan potong tangannya”.’%

Tidak dilaksanakan bad (pidana pencurian) demi kemaslahatan

agar pelaku tindak pencurian tidak murtad dan kafir. Jika

205A]-Imam al-Hafizh Abi ‘IsA Muhammad Sawrah ibn Msa al-Turmudzi,
Sunan al-Turmundzd, Juz 11, Mesit: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1975/1395 H), Kitib
al-Hudjiid Bab md ji'a an la Tugtha'n al-Aydi fi al-Ghazwd, Hadis ke-1450, h. 53.

206A]-Imam al-Hafizh Sulaiman al-Asy‘ats al-Sajastini Aba Dawud, Sunan
Abi Dawnd, tahqiq Muhammad Muhyiddin ‘Abdul Hamid, Juz IV, (BeirGt:
Maktabah al-Mishriyyah, t.th.), VI, Kitdb al-Hudiid Bib al-Rajuln Y asrugu fi al-Ghazwi
a yuqtha‘n? al-Aydi, Hadis ke- 4408, h. 458.
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dilaksanakan hukuman tersebut, dikhawatirkan merembet kepada
sesuatu yang lebih dibenci Allah Swt dengan dimurtadkan oleh
sahabat-sahabat pencuri dari kalangan kaum musyrik dengan alasan
untuk melindunginya dan atau karena kemarahan mereka, seperti
yang dikemukakan oleh ‘Umar ibn Khaththdb (w. 23 H), Abl
Dard4’ (w. 652 M), Hudzaifah (w. 656 M) dan lain-lain.?®’

‘Umar ibn Khaththdb (w. 23 H) pernah tidak menerapkan
hukuman potong tangan atas pelaku pencurian pada masa paceklik.
Dalam kondisi kelaparan mercka mencuri sekadar untuk memenuhi
kebutuhan perutnya. Agaknya pencurian tersebut dilakukan karena
terpaksa; karena mereka kelaparan.®®®

Dua contoh di atas menunjukkan bahwa terjadi perubahan
hukum. Sejatinya tidak pidana pencurian dihukum potong tangan.
Tetapi ketentuan hukum ini berubah karena adanya perubahan
situasi dari normal kepada situasi perang dan paceklik. Pada masa
perang dan paceklik tidak diberlakukan hukuman potong tangan.
Karena itu perbedaan masa dan situasi menjadikan hukum pun
berbeda dalam penerapannya.

Kedua, tempat dan ruang

Ketentuan zakat ficrah —sebagaimana dalam hadis- berupa
kurma dan gandum. Kurma dan gandum merupakan bahan
makanan pokok umumnya penduduk Madinah. Karena itu mereka
mengeluarkan zakat fitrah dengan yang lazim mereka konsumsi,
yaitu kurma dan gandum. Daerah lain —selain Madinah- yang bahan
makanan pokok bukan kurma dan gandum, tentu tidak dapat
melaksanakannya, sebagaimana bunyi tekstual hadis. Karena itu,
mercka dapat membayarkan zakat fitrah sesuai dengan bahan

makanan pokok yang lazim mercka konsumsi, seperti jagung dan

207Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayab ibn Sa‘d Syamsuddin Ibnu Qayyim al-
Jawziyyah, I'lam al-Muwaqq‘in ‘an rabb al-‘Alamin, h. 13.
2081 hid., h. 17.



beras. Lagi pula tujuan zakat fitcrah adalah melepaskan kesusahan
orang-orang miskin pada hari raya ‘Idul Fitri (saddu khullati al-
masikin yawm al-9d) dan memberi keluasan kepada mereka untuk
membayar zakat fitrah sesuai dengan bahan makanan pokok
penduduk negaranya (muwdsatuhum min jinsi ma yaqtitubu ablu
baladihim) >

Menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (w. 697 H) perubahan dari
penunaian zakat fitrah dari kurma dan gandum kepada makanan
pokok suatu daerah (seperi jagung dan padi) didasarkan kepada
keluwesan dan kemanfaatan. Sebab jika diterapkan sebagaimana
bunyi teks hadis, niscaya akan menyulitkan suatu penduduk yang
bahan makanan pokok mereka —misalnya- bukan kurma dan
gandum. Tentu hal ini tidak memberi manfaat kepada orang-orang
miskin.
Ketiga, kondisi dan keadaan

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (w. 697 H) memberi contoh untuk
konteks ini tentang larangan Nabi shallallihu ‘alaibi wa sallama bagi
wanita haid melakukan tawaf. Hadis yang dimaksud adalah sebagai
berikut:

G e G G s e BB ERET0B s e s
2 5 das e A0 Lo A (oo 58 Sl 28 2556 15 af 8 a52Y)

il BIsEN ) L
Artinya: “‘Ali ibn Hajar menceritakan kepada kami, ia berkata Syartk
mengabarkan kepada kami dari Jabir yaitu ibn Yazid al-Ju'fi dari

‘Abdurrahmén ibn al-Aswad dari ayahnya dari ‘Aisyah ia berkata saya
mengalami haid, lalu Rasulullah shallallihu alaihi wa sallama

2091pid., h. 18.
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menyuruh saya melaksanakan seluruh rangkaian manasik haji,
kecuali tawaf”.*°

Berdasarkan hadis ini ulama berpendapat bahwa wanita haid
dapat melaksanakan scluruh rangkaian ibadah haji, kecuali tawaf
ifddhah. Dengan kata lain, wanita haid terlarang melakukan tawaf
ifddhah. Namun menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (w. 697 H)
jika terjadi perubahan keadaan, maka wanita yang sedang dalam
keadaan haid pun diperbolehkan melaksanakan tawaf. Tawaf wanita
haid dalam keadaan seperti ini tetap dinilai sah tanpa harus
membayar dam (denda). Perubahan keadaan yang dimaksud adalah
adanya scjumlah kesulitan yang timbul dari pelarangan tawaf
tersebut. Ada delapan kemungkinan yang terjadi. Pertama, wanita
haid tersebut niscaya akan tetap tinggal di Makkah sementara
kendaraan yang ia tumpangi sudah berangkat. Kedua, tawaf ifidhah
gugur karena tidak mampu memenuhi syarat. Ketiga, jika
dikhawatirkan akan datang haid, maka ia boleh mengawalkan dari
waktunya. Keempat, jika diketahui berdasarkan adat haidnya datang
pada hari-hari haji dan kalau melakukan haji akan haid, maka gugur
kewajibannya schingga putus haid (menopause). Kelima, ia tetap
melakukan haji, namun kalau haid dan tidak memungkinkan
melakukan tawaf, maka ia kembali dalam keadaan ibram dengan
tetap menjaga segala hal yang dilarang bagi muhrim seperti nikah,
bersetubuh dan lainnya. Keenam; melakukan tahallul sebagaimana
mu’sir. Ketujuh, mengangkat pengganti. Kedelapan, mengerjakan
yang mampu dan gugur dari syarat dan kewajiban yang tidak mampu
seperti gugurnya tawaf wada’, menutup aurat dan gugurnya

kewajiban karena tidak ada air. 211

210A]_TmAm al-HAfizh Abi ‘IsA Muhammad Sawrah ibn Misa al-Turmudzi,
Sunan al-Turmndzi, Juz 11, (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1975/1395 H),
Abwib al-Hajj Bib ma ji naqdhi al-Ha'idh min al-Mandsik, Hadis ke-945, h. 273.

211Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayab ibn Sa‘d Syamsuddin Ibnu Qayyim al-
Jawziyyah, Ilim al-Muwagq‘in ‘an rabb al-‘Alamin, h. 13.



Dari kedelapan kemungkinan tersebut yang dipilih adalah yang
kedelapan yaitu thawaf dalam keadaan haid. Penetapan atas pilihan
tersebut dilandasi oleh keadaan darurat yang oleh Ibnu Qayyim al-
Jawziyyah (w. 697 H) secara konseptual dirumuskan dalam suatu
kaidah ‘tidak ada kewajiban dalam syariah dalam kondisi lemah dan
tidak ada keharaman bersamaan dengan kondisi darurat (/2 wéjiba fi
al-syari'ah ma'a ‘ajzin wa lé hardma ma'a dharurah).**

Keempat, niat dan motivasi

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (w. 697 H) memberi contoh dalam
kasus pemberian kelebihan uang atau barang dari kreditur kepada
debitur, jika niat dan motivasinya sebagai ungkapan rasa terima kasih
tanpa ada transaksi dari kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum
akad kredit. Dengan kata lain, pemberian tersebut boleh bagi
pemberi dan halal bagi penerima. Sebaliknya jika niat dan
motivasinya sebagai pemberian wajib yang ditransaksikan sebelum-
nya, maka hukumnya berubah menjadi haram baik bagi pemberi
maupun penerima. Secara sosiologis, motivasi seseorang atau
masyarakat untuk melakukan sesuatu tindakan hukum ada beberapa
kemungkinan. Tindakan itu dilakukan untuk penyesuaian diri,
mendapatkan imbalan atau menghindari sanksi. Untuk menjaga
hubungan baik dengan anggota masyarakat lainnya, kepentingan
pribadi yang menguntungkan dan faktor penjiwaan dan peng-
hayatan nilai dari tindakan hukum itu sendiri sebagai motivasi
tertinggi dan termulia.””?

Dengan demikian, motivasi pelaku suatu perilaku tertentu
karena perbuatan itu sendiri yang secara inheren memiliki nilai
esensial baik atau buruk. Namun demikian, menurut persepsi

hukum Islam, nilai perbuatan dan perilaku itu ditentukan oleh

212[pid,, h. 23.

21350etjono Sockanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2003), h. 237-40.
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panduan wahyu, dalam hal ini panduan wahyu selaras dengan
panduan nalar dan panduan indrawi. Oleh karena itu, motivasi
perilaku karena perbuatan itu sendiri juga tercakup perambahan
jaringan religius ilahiah.***

Niat merupakan faktor penentu sah atau batalnya sebuah
ibadah. Niat lebih penting daripada ucapan bahkan perbuatan.
Sescorang yang menahan diri dari segala hal yang membatalkan
puasa baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, tetapi dia
tidak berniat untuk ibadah, maka tidak dianggap scbagai orang yang
berpuasa. Demikian juga orang yang tawaf dengan niat untuk
mencari sesuatu yang terjatuh, maka dia tidak termasuk orang yang
sedang melakukan tawaf. Seseorang yang memberi hibah atau hadiah
kepada orang fakir, tetapi dia tidak berniat mengeluarkan zakat,
maka dia tidak termasuk orang yang mengeluarkan zakat. Seseorang
yang duduk di masjid, tetap dia tidak berniat itikaf, maka ia tidak
termasuk orang yang sedang beritikaf. Dengan demikian, niat
membedakan ibadah dengan perbuatan biasa.

Dalam aspek mu’amalah pun meniscayakan niat. Suatu akad
dapat berubah kehalalan dan keharamannya scketika sesuai dengan
perubahan niat. Contohnya dalam hal penyembelihan hewan.
Hewan yang disembelih menjadi halal jika dengan niat untuk
dimakan dengan menyebut nama Allah Subbinahu wa ta'dla.
Sebaliknya menjadi haram dengan niat atas nama selain Allah
Subbinahu wa ta'4la. Binatang buruan yang diburu oleh orang yang
sedang melaksanakan ihram adalah haram. Namun menjadi halal

jika dilakukan selesai melaksanakan ihram.**®

214Harun Nasution, Islan Ditinjan dari Berbagai Aspeknya, Jilid 11, (Jakarta: UL
Press, 2002), h. 85.

215Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayab ibn Sa‘d Syamsuddin Ibnu Qayyim al-
Jawziyyah, Ilim al-Muwagq‘in ‘an rabb al-‘Alamin, h. 89-90.



Boleh jadi niat sama namun tujuan berbeda, maka hukumnya
pun berbeda. Misalnya sescorang yang memeras anggur dengan niat

membuat khamar (minuman keras). Perbuatan ini termasuk maksiat

dan dilaknat berdasarkan hadis.”*®

ot ccud (8 ‘.{\o\cj)\\.g.,\o- J\séj\.“ﬂf\asj »jdwdii:’,élﬁf\&

e 2o g ey e B Qo 0 o o106 T g T elle 5 A

Agalas ol Tty by o Lpasdly Wy 485505 sty el
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Artinya: “Muhammad Ibn Sa‘id ibn Yazid ibn Ibrahim al-Tustari

menceritakan kepada kami ia berkata Abu ‘Ashim menceritakan

\,\
&.\

kepada kami dari Asyib, saya mendengar Anas ibn Malik atau Anas
menceritakan kepadaku, ia berkata: Rasulullah shallallohu “alayhi
wasallama melaknat sepuluh pelaku terkait minuman keras, yaitu:
pembuat, orang yang meminta dibuatkan, pemilik, pembawa, orang
yang minta dibawakan, penjual dan orang yang minta dijualkan,
peminum dan orang minta diminumkan”.?"’

Namun jika niatnya untuk dijadikan cuka atau manisan anggur,
maka hal itu dibolehkan. Menjual pedang adalah boleh. Namun jika
pedagang mengetahui bahwa pedang itu digunakan oleh pembeli
untuk membunuh, maka hal itu batil, sebab ia telah membantu
orang untuk melakukan dosa. Sebaliknya jika ia mengetahui bahwa
pedang itu dijual kepada seseorang yang akan digunakan berjihad di
jalan Allah, maka hal itu bagian dari ketaatan, yang dapat
dikategorikan sebagai pendekatan diri kepada Allah.*®

Demikian juga dengan kalimat talak baik penggunaannya secara

jelas maupun sindiran. Jika niatnya untuk menalak, maka sesuai

218]pid., h. 91.

217Al-Hafizh Abi ‘Abdillith Muhammad ibn Yazid Al-Qazwaini, Sunan 1bn
Mdjah, Juz 11, (Beirat: Dar Thyd” al-Turits al-‘Arabi, 1975 M/1395 H), Kitéb al-
Asyribah Bab Lu'inatil Kbamrn “ald ‘asyrati awjubi, Hadis ke-3381, h. 1122.

218Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayab ibn Sa‘d Syamsuddin Ibnu Qayyim al-
Jawziyyah, Ilim al-Muwagq‘in ‘an rabb al-‘Alamin, h. 90.

115

WD]S] WNANE UDSNWNUS UDI0HIPUSJ UDP 9POIdJA] Woboy



[y
—
(O

Teori-Teori Temuan Hukum: Pemikiran Tokoh Klasik dan Kontemporer

dengan apa yang diniatkannya. Sebaliknya jika niatnya bukan untuk
menalak, maka tidak jatuh talak. Sama juga dengan perkataan yang
ditujukan kepada istri, “Bagiku kamu itu seperti ibuku” (anti ‘indi
mitsl ummi). Jika perkataan ini diniatkan untuk menyamakannya
dengan maksud memuliakannya (al-karémah), maka perempuan
(istri) tersebut tidak haram baginya.?*?
Kelima, adat dan kebiasaan tradisi masyarakat

Setiap dacrah memiliki adat dan kebiasaan yang tidak sama, baik
dalam aspek penggunaan bahasa maupun tradisi. Ibnu Qayyim al-
Jawziyyah (w. 697 H) memberi contoh penggunaan kata dibbah.
Daerah tertentu kata ini digunakan untuk arti unta atau kuda.
Sementara daerah lain digunakan untuk arti keledai. Jika seseorang
bersumpah tidak akan menggunakan dabbah (la rikibtu dibbatan),
maka arti ddbbah dikembalikan sesuai dengan kebiasaan mana kata
dibbah itu diperuntukan. Dengan kata lain, pengetahuan tentang
tradisi penting sebagai dasar pertimbangan putusan hukum. Setiap

keputusan hukum sejatinya didasarkan atas kebiasaan yang berlaku

pada setiap dacrah (yuftd fi kulli baladin bibasbin ‘urfi ahlibi atau
yufta kullu ahadin bipasbin 4datihi).**°
Demikian penting pengetahuan tentang tradisi, schingga Ibnu
Qayyim al-Jawziyyah (w. 697 H) menegaskan:
5 g 12 s 0 O Je 3 6 ehiess ) 2 3, s e )
A 5 55 o 48Ty e
Artinya: “Jika sesecorang datang dari daerah yang berlainan dengan
dacrahmu meminta keputusan hukum, maka tanyakan terlebih
dahulu urf (adat) yang berlaku di daerahnya. Lalu beri keputusan
hukum berdasarkan ‘urf (adat) yang berlaku di daerahnya; bukan

» 221

berdasarkan u7f (adat) yang berlaku di dacrahmu”.

291bid., h. 90.
2200 pid., h. 45.
22 bid., h. 66.



Kelima faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum
di atas berorientasi kepada kepentingan publik. Sebab syariat

dibangun di atas kemaslahatan manusia (al-syari‘atu mabniyyatun

ald mashilih al-ibad).*

C. Teori Ijtihad Kontemporer Yasuf al-Qardhiwi

Yisuf al-Qardhawi (I. 1926 M) dikenal sebagai ulama
kontemporer moderat dan produktif.*> Ta menulis banyak buku
terkait dengan isu-isu fikih kontemporer baik secara teoritik-
metodologis maupun aplikatif. Hadyu al-Islim: Fatdwi Mu Gshirah
salah satu karyanya yang membahas isu-isu aktual kontemporer
sebagai bentuk aplikatif atas teori ijtihad kontemporer.”** Di antara
teori ijtihad kontemporer yang diperkenalkannya adalah ijtihad
intigd’? dan insyd’%, serta integrasi atas keduanya. Teori ijtihad ini
sebagai panduan ulama kontemporer dalam merespons persoalan
kontemporer (al-qadhdyi al-Mu Gshirah).
1. Tjtihad intiqa’i

ljtihad intigd 7 adalah ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid
dengan cara memillih salah satu pendapat yang terkuat di antara
beberapa pendapat yang terdapat dalam warisan fikih Islam.?*

Ijtihad ini dilakukan secara selektif dan komparatif dengan cara

222[pjd., h. 11.

223 Biografi Yusuf al-Qardhawi dapat dibaca diantaranya dalam Ishom
Talimah, A/~-Qardhiwi Fagiban, diterjemahkan oleh Samson Rahman dengan judul
Manhaj Fikib Yiisuf al-Qardbiwi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001 M) dan Amru
‘Abdul Karim Sa‘dawi, Qadbdyi al-Mar'ab i Figh Al-Qardhawi, diterjemahkan oleh
Muhyidin mas Rida dengan judul Wanita dalam Fikib al-Qardbiwi, (Jakarta: Pustaka
Al-Kautsar, 2009 M).

224Karya yang terdiri atas tiga jilid ini kemudian ditetjemahkan oleh As’ad
Yasin dengan judul, Fatwa-Fatwa Kontemporer, dan diterbitkan oleh Gema Insani
Press Jakarta.

225Yasuf al-Qardhawi, al-Ijtihdd al-Mu'dshir Bayn al-Indibith wa al-Infirdth,
diterjemahkan oleh Abu Barzani dengan judul Ijtibad Kontemporer Kode Etik dan
Penyimpangan, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995 M/1416 H), h. 24.
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melakukan penelitian dan telaah ulang atas dalil-dalil yang
digunakan untuk kemudian memilih pendapat yang terkuat dalil
dan argumentasinya sesuai dengan prinsip zarjih. Yisuf al-Qardhawi
(. 1926 M) mengajukan empat standarisasi alat pengukur zarjih,
yaitu pendapat itu lebih cocok dengan orang zaman sekarang;
pendapat itu lebih banyak mencerminkan rahmah kepada manusia;
pendapat itu lebih dekat dengan kemudahan yang diberikan oleh
syara’; dan pendapat itu lebih utama dalam merealisir maksud-
maksud syara’, maslahat manusia, dan usaha untuk menghindari
kerusakan dari manusia.?*®

Karena itu, model ijtihad intiga 7 sering disebut dengan metode
tarjih. Secara substantif, model ijtihad intigd 7 sama dengan metode
tarjih. Yang berbeda, penerapan metode tarjih hanya dilakukan
terhadap hasil ijtihad ulama dalam mazhab tertentu dan memilih
pendapat yang terkuat. Sementara ijtihad intiga? dilakukan ter-
hadap berbagai mazhab atau lintas mazhab dengan titik tekan pada
kekuatan dalil, sesuai dengan prinsip magqdshid al-syari‘ah, kepen-
tingan masyarakat dan relevan dengan perkembangan zaman.?”’

Misalnya dalam kasus keharusan meminta izin untuk menikah-
kan anak gadis. Mayoritas ulama Maliki, Syifii dan Hanbali
berpendapat bahwa orang tua berhak memaksakan anak gadisnya
yang sudah akil balig untuk menikah dengan calon suami pilihan
orang tua, meskipun tanpa persetujuan sang anak. Alasan yang
digunakan adalah orang tua lebih tahu tentang kemaslahatan anak
gadisnya. Apakah alasan ini masih relevan untuk era sekarang?

Yisuf al-Qardhawi (I. 1926 M) menilai bahwa alasan tersebut

tidak relevan untuk era sckarang. Sebab para gadis sckarang telah

26Yasuf al-Qardhawi, al-ljtibid fi al-Syari ‘ab al-Islimiyyalh ma‘a Nazharit
Tabliliyyabh fi al-Ijtibdd al-Mu‘dshir, diterjemahkan oleh Achmad Syathori dengan
judul Ijtihad dalam Syari‘at Islam Beberapa PandanganAnalitis tentang Ijtibad Kontemporer,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1987 M), h. 151.

227YGsuf al-Qardhawi, Lizibad Kontemporer Kode Etik dan Penyimpangan, h. 24.



memperoleh kesempatan secara luas belajar dan bekerja. Mereka
juga telah berinteraksi dengan lawan jenis. Alasan tersebut hanya
relevan diterapkan pada seseorang yang belum mengenal sedikitpun
tentang kondisi dan latar belakang calon suami. Karena itu,
pendapat yang relevan dipilih adalah pendapat Imam Abé Hanifah
(w. 150 H). Menurut Imam Abt Hanifah (w. 150 H) untuk urusan
pernikahan, calon mempelai wanita berhak untuk dimintai izin dan
persetujuamnya.228

Contoh lain adalah adanya Bank ASI (bank air susu ibu) di era
sekarang. ASI yang terhimpun dalam Bank ASI berasal dari banyak
wanita donatur, dan dapat bercampur dengan susu lainnya atau
dengan zat sejenis lainnya. Dengan demikian dapat dipastikan,
seorang bayi dapat meminum susu dari banyak wanita. Yang menjadi
pertanyaan adalah apakah seorang bayi yang meminum air susu dari
banyak wanita tersebut, serta seluruh bayi yang mempunyai nasab
dengan ibu susuan itu, baik secara vertikal maupun horisontal, dapat
dikategorikan sebagai saudara sepersusuan (radhiah) yang
menyebabkan keharaman pernikahan?

Menurut mayoritas ulama (Hanafiyah, Malikiyah dan
Syafi‘iyah), penyusuan yang menyebabkan haramnya pernikahan
adalah setiap air susu yang sampai ke perut bayi melalui
kerongkongan baik dengan cara menghisap puting susu maupun
melalui cara lain, seperti memasukan air susu melalui lubang hidung
(al-sa%th) atau melalui suntikan di dubur atau menuangkannya ke
dalam kerongkongan (a/-wajir). Menurut Imam al-Nawawi (w. 676

H) bahwa penyusuan yang menyebabkan haramnya pernikahan

228]pid., h. 34-35.
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adalah jika air susu tersebut sampai ke perut bayi dan mengenyang-
kannya.””®

Sementara pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H),
terdapat dua riwayat. Pertama, pendapat yang paling shahih bahwa
al-wajir dan al-sa%ith termasuk bentuk penyusuan yang menye-
babkan haramnya pernikahan. Pendapat ini didasarkan atas hadis
berikut:

P el 0 s O B e il Gl BTt oDl e Wl

@

0 ey Gl 35 L 55, ¥ i0B cpghi ol eashia g ANl
Artinya: ““Abdussalim ibn Muthahhar menceritakan kepada kami
bahwa Sulaimén ibn al-Mughirah menceritakan kepada mereka dari
AbG Msa dari ayahnya dari putra Ibn Mas‘td dari Ibn Mas‘td, ia
berkata: “Tidak ada penyusuan yang menyebabkan haramnya
pernikahan, kecuali penyusuan yang mengembangkan tulang dan
menumbuhkan daging”.?*°

Kedua, memasukkan air susu ke kerongkongan (al-wajir) atau
melalui hidung (a/sa%th) tidak menyebabkan haramnya per-
nikahan. Sebab kedua cara ini tidak sama dengan menyusu melalui
puting susu. Kedua cara tersebut sama dengan memasukkan sesuatu
ke dalam tubuh melalui luka yang ada dalam tubuh.

Yisuf al-Qardhawi (1. 1926 M) tdak sependapat dengan
pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H) dalam riwayat
pertama dan pendapat mayoritas ulama. Menurut Yhsuf al-
Qardhawi (I. 1926 M), jika ‘illat keharamannya karena membesar-

kan tulang dan menumbuhkan daging, dengan cara apa pun air susu

225 AbG Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, ArMami‘ Syarb al-
Muhadzdzab, Jilid V11, (Beirat: Dar al-Fikr, t. th.), h. 51; Abt al-Walid Muhammad
ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad Ibnu Rusyd, Biddyah al-Mujtabid wa Nibayah
al-Mugtashid, Juz 11, (Semarang: Toha Putra, t. th.), h. 28.

230Al-Imam al-Hafizh Sulaiman al-Asy‘ats al-Sajastini Abt Dawud, Sunan
Abi Dawnd, tahqiq Muhammad Muhyiddin ‘Abdul Hamid, Juz II, (Beirat:
Maktabah al-Mishriyyah, t.th.), Kitdb a/-Nikib, Bab fi Ridbad’'ah al-Kabir, Hadis Ke-
2059, hadis ke-2059, h. 222.



dapat dimasukan ke dalam perut bayi, maka transfusi darah seorang
wanita kepada seorang bayi pun akan menyebabkan haramnya
pernikahan. Karena itu, Yésuf al-Qardhawi (1. 1926 M) memilih
pendapat Ibnu Hazm al-Zhahiri (w. 456 H/1064 M) yang
menyatakan bahwa yang dinamakan radhi ah adalah apabila seorang
bocah menyedot air susu dengan mulutnya dari puting susu (tetek)
si ibu yang menyusuinya (ibu susuan). Adapun bocah yang
meminum air susu dari ibu susuan lewat sebuah dot atau botol, atau
air susu sudah diletakkan di mulutnya baru kemudian ditelannya,
atau dicampurkan dengan roti, atau dicampurkan dengan makanan
lain, atau dituangkan di mulutnya, hidungnya, telinganya, atau lewat
suntikan, maka meskipun hal tersebut dilakukan secara rutin selama
setahun, dan air susu tersebut merupakan makanan pokok bagi balita
tersebut, tetap tidak dapat menjadikan hubungan sepersusuan.
Pandangan Ibnu Hazm (w. 456 H/1064 M) ini didasarkan pada
ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi shallalléhu ‘alayhi wasallama sebagai
berikut:
o) o K125 Kesas] G ST
Terjemahnya: "Dan diharamkan juga atasmu mengawini ibu yang
menyusukanmu, dan saudaramu yang sesusuan”. (Q.S. al-Nis’: 23).

£

uﬂrf\ﬁmbj\wpﬁ-d\sr\*ujdcd\y&\fw\pu,cojacu,cjg
Artinya: “Muhammad ibn BasysyAr mengabarkan kepada kami, ia
berkata Yahya ibn Sai‘d mengabarkan kepada kami ia berkata Malik

mengabarkan kepada kami dari ‘Abdillah ibn Abi Bakri dari ‘Amrah
dari ‘Aisyah dari Nabi shallallihu ‘alayhi wasallama beliau bersabda:
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“Sesuatu yang diharamkan dengan sebab persusuan, sama dengan
yang diharamkan sebab nasab”.”**

Dalam ayat dan hadis di atas ditekankan, haramnya menikahi
scorang perempuan dikarenakan adanya hubungan persusuan
dengan syarat irtidhi, radhi‘ah dan radhi’ Dikatakan irtidhi
apabila seorang ibu susuan meletakkan puting payudaranya di mulut
balita yang disusui. Radhi'ah dan radhi‘ dapat terjadi apabila balita
yang disusui tersebut, menyedot air susu dengan mulutnya secara
langsung dari puting susu ibu susuannya. Dengan demikian,
persusuan yang terjadi dengan tidak adanya syarat-syarat di atas,
maka sepersusuan tersebut tidak dapat menjadikan hubungan tabrim
(terlarang). Persusuan tersebut dianggap batal dan tidak menimbul-
kan dampak baru dalam mengubah hukum syara’.**?

Berdasarkan pendapat ini, Yasuf al-Qardhawi (I. 1926 M)
dalam bukunya Fatwa-Fatwa Kontemporer, membolehkan pendirian
Bank Susu, tanpa harus khawatir dapat menimbulkan dampak baru
dalam hukum syara’.”®
2. Ijtdhad insyd’t

ljtihad insya % adalah ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid
dengan cara mengambil konklusi hukum baru dalam suatu per-
masalahan, di mana permasalahan itu belum pernah dikemukakan
oleh ulama terdahulu, baik masalah itu baru maupun lama.?** Ijtihad

insyd? disecbut pula ijtihdd kreatif-inovatif karena berupaya

21Abdurrahman Ahmad ibn Sya‘bi ibn ‘Ali al-Khurasani al-Nasal, Sunan al-
Kubré al-Nasas, Juz V, (BeirGt: Mu’assah al-Risalah, 2001 M/1421 H), Kitdb al-
Nikdih, Bab ma Yabrumu min al-Radha’, Hadis ke-5411, h. 191.

22YGsuf al-Qardhawi, Hadyu al-Isiim: Fatdwa Mu dshirab, diterjemahkan oleh
As’ad Yasin dengan judul, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 111, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2002), h. 420.

2330 hid., Jilid 11, h. 782-791. Lihat juga Yasuf al-Qatdhawi, lizibad Kontemporer
Kode Etik dan Penyimpangan, h. 29-30.

234y asuf al-Qardhawi, [izibad Kontemporer Kode Etik dan Penyimpangan, h. 43;
Yasuf al-Qardhawi, [itihad dalam Syari'at Islam Beberapa Pandangan Analitis tentang
Ljtibad Kontemporer, h. 169.



menemukan dan merumuskan ketentuan hukum baru atas suatu
permasalahan lama, tetapi belum ada ketetapan hukumnya. Lalu
ulama kontemporer menetapkan ketentuan hukumnya dengan
pendapat baru. Dengan ungkapan lain, bahwa apa yang diijtihadi
ulama kontemporer secara insyd7 adalah masalah lama yang sudah
pernah dibahas ulama klasik, hanya saja hasil keputusan mereka
tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi kontemporer dewasa ini.
Contohnya zakat tanah sewaan. Apakah yang wajib membayar zakat
penyewa tanah atau pemilik tanah?

Menurut Yasuf al-Qardhawi (1. 1926 M) keduanya diwajibkan
membayar zakat. Bagi penyewa tanah, zakat yang dikeluarkan,
adalah zakat tanaman atau buah yang dihasilkan dari tanah sewaan
tersebut jika telah mencapai nisab setelah dikurangi harga sewa
tanah. Sebab harga sewa tanah tersebut dianggap sebagai hutang
yang menjadi beban penyewa. Dengan kata lain, penyewa tanah
hanya mengeluarkan zakat hasil bersih dari tanaman tersebut.
Sementara bagi pemilik tanah, zakat yang dikeluarkan, adalah zakat
dari pembayaran sewa tanah jika jumlahnya mencapai satu nisab
dengan mengurangi pajak tanah. Pendapat tentang kewajiban zakat
atas penyewa tanah atau pemilik tanah adalah pendapat baru yang
belum pernah diutarakan oleh ulama fikih terdahulu. Pendapat
mayoritas ulama sebelumnya mewajibkan zakat tanaman dan buah-
buahan dari bumi atas peyewa saja. Sebaliknya Abu Hanifah
membebankan kewajiban zakat hanya kepada pemilik tanah.?**

Menurut Kasuwi Saiban, pendapat Yasuf al-Qardhawi (1. 1926
M) ini termasuk produk hukum baru yang berbeda dengan
keputusan ulama fikih sebelumnya. Sebab ulama sebelumnya hanya

mewajibkan zakat kepada salah satu antara penyewa atau pemilik

235Yasuf al-Qardhawl, litibad Kontemporer Kode Etik dan Penyimpangan, h. 44-
45.
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tanah. Agaknya pandangan Yasuf al-Qardhawi (. 1926 M) tersebut
didasarkan atas maslahah schingga hasilnya lebih adil, baik bagi
penyewa maupun pemilik tanah.?*®

ljtihad #nsyd 7 disebut juga ijtihad kreatif-inovatif karena ulama
kontemporer berupaya merumuskan ketentuan hukum baru atas
permasalahan kontemporer, dimana persoalan itu belum pernah
dibahas sama sckali oleh ulama klasik karena belum terjadi pada
masa mereka. Contohnya tentang miqat bagi jamaah haji dan umrah
yang naik pesawat. Menurut Syaikh ‘Abdullah Ibn Zaid al-Mahmud
(Kepala Peradilan Agama Qatar), miqat bagi jamaah haji dan umrah
yang naik pesawat dari Jeddah. Pendapat ini merupakan keputusan
hukum fikih baru, karena pada zaman dulu belum ada pesawat.
Adapun ditetapkannya miqat haji pada tempat tertentu sebagaimana
tersebut dalam hadis -miqat penduduk Madinah di Dzul Hulaifah;
penduduk Syam di al-Juhfah, penduduk Yaman di Yalamlam, dan
penduduk Najd di Qarn-, karena tempat-tempat tersebut berada di
jalan masuk ke Makkah dan semuanya terletak di pinggir Hijaz.
Sementara realitas sekarang ini, semua orang yang hendak menuju
Makkah dengan mengendarai pesawat harus lewat Jeddah. Tentu
sangat sukar bagi penumpang pesawat mengetahui posisi miqat yang
ada di daratan. Selain itu, jika miqat yang ada merupakan keharusan
bagi orang yang hendak haji atau umrah agar memulai ihramnya,
maka akan menimbulkan kesulitan bagi pengendara pesawat untuk
ganti baju dan mandi dengan niat ihram. Berdasarkan kondisi

demikian, maka diperbolehkan miqat di Jeddah. Hal ini digiy4skan

236Kasuwi Saiban, “Metode Intiqa’i dan Insya’i Sebuah Solusi Pembentukan
Madzhab Figh Kontemporer di Indonesia”, Jurnal Ulummuddin, Vol. VI, Tahun IV,
Januari-Juni 2010, h. 508.



juga dengan penectapan Umar bin Khatthab tentang miqat bagi
penduduk Iraq di Dzitu Irqin.?’
3. Konvergensi ljtihad intiqd’i dan insys’

Konvergensi ijtihAd intigdi dan insyd’i adalah integrasi antara
jihad intiqi? dan insyd%, yaitu perpaduan antara kedua bentuk
ijtithAd tersebut dengan cara menyeleksi pendapat-pendapat
mujtahid terdahulu yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat,
kemudian menjelaskan atau menambahkan hal-hal baru yang belum
dijelaskan oleh ulama sebelumnya. Misalnya dalam hal hukum
bersikat gigi pada saat puasa. Ada dua pendapat ulama tentang
masalah ini. Pertama, bersikat gigi pada saat puasa adalah makruh
mengingat ada hadis yang menyatakan Allah menyukai bau mulut
orang yang berpuasa. *** Kedua, bersikat gigi hukumnya sunat

mengingat ada hadis yang menyatakan bahwa bersikat gigi adalah

237y asuf al-Qardhawl, [izibad Kontemporer Kode Etik dan Penyimpangan, h. 46,
Yasuf al-Qardhawi, [jtibad dalam Syari’at Islam Beberapa PandanganAnalitis tentang
Ijtibad Kontemporer, h. 172; Kasuwi Saiban, “Metode Intiga’i dan Insya’i Sebuah
Solusi Pembentukan Madzhab Figh Kontemporer di Indonesia”, h. 509.

238Hadis dimaksud diantatan;a adalah:

s u@f)vjalﬂwm utjé ;Ua.(«\}j\’\ ),Jm},\ ))ML» B)JM&.\»
(};u{bb M(LGMJ w§f\h\ijb r\._af ”>3\ \de-‘,{‘}@f«‘m\db (}wj«.\nw u\ﬁasus J}.@J\s
&b f'LaJ\ aa,bd cody ME5h S 6—\“; " 3 G JA.\E I EL NS PR FST K T f.\p\ p,a
>>M’@¢‘$A\.«£5 35 Al e

Artinya:  “Muhammad ibn Rafi® menceritakan kepadaku, ‘Abdurrézaq
menceritakan kepada kami, Ibn Juraih mengabarkan kepada kami, ‘Atha’
mengabarkan kepadaku dari Aba Shalih al-Zayyat bahwasanya ia mendengar Abua
Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: “Allah berfirman: ”Setiap amal anak
Adam (manusia) adalah untuknya, kecuali puasa; karena sesungguhnya puasa itu
untuk-Ku, dan Aku yang akan membalasnya. Puasa itu adalah perisai (dari api
neraka). Jika salah seorang kamu berpuasa, maka jangan berkata keji dan jangan
berteriak-teriak. Jika ia dicaci atau diajak berkelahi, hendaklah ia katakan: ‘Saya
sedang berpuasa’. Demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggaman-Nya,
sungguh bau mulut orang yang berpuasa kelak pada hari kiamat, lebih harum dari
minyak wangi. Orang yang berpuasa mendapat dua kegembiraan: ketika berbuka
dan ketika bertemu dengan Tuhannya, karena pahala puasanya”. Al-Imam Abu al-
Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, Shabih Muslim, (Al-Azhar: Dar al-Bayan
al-‘Arabi, 2006 M), Kitdb al-Shiyam Biab Fadbl al-Shiyam, Hadis ke-1151, h. 532.
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membersihkan mulut dan menjadi wadah mendapatkan keridhaan
Allah?® di samping terdapat hadis lain yang menyatakan bahwa
Rasul bersiwak saat berpuasa.®*

Terhadap dua pendapat ini, Yhsuf al-Qardhawi (I. 1926 M)
menguatkan hadis kelompok kedua mengingat Rasul tidak
memberikan batasan waktu bersiwak. Selain itu, makna dan muatan
hukum hadis pertama tidak jelas. Karena itu, Yésuf al-Qardhawi (1.
1926 M) menguhukumi bersikat gigi (bersiwak) sunah. Hal tersebut
merupakan tarjih. Kemudian Y6suf al-Qardhawi (1. 1926 M)
menambahkan bahwa apabila bersikat gigi menggunakan pasta,
maka hendaklah sesecorang berhati-hati menggunakannya agar tidak
masuk ke dalam perut. Bila seorang yang berpuasa telah berhati-hati

menggunakannya, dan sebagian pasta gigi tertelan, maka hukumnya

23%Hadis dimaksud di antaranya adalah:
e b el B B o 0 G G 8 Y1 A el e 4T U e e o 03T K ST e
AN o 0yt 085206 8 1o 5 i b (Ol f o Ol (8 i 1 0B e (0L 8 20
" ogten iRk By s sl
Artinya: “Ab0G Bakar Ahmad ibn ‘All al-Hafizh mengabarkan kepada kami, Aba
Ishaq Ibrahim ibn ‘Abdullih al-Ashbahani mengabarkan kepada kami,
Muhammad ibn Ishdq ibn Khuzaimah menceritakan kepada kami, al-Hasan ibn
Qaza‘ah ibn ‘Ubaid al-Hasyimi menceritakan kepada kami, Sufyan ibn Habib
menceritakan kepada kami dari Juraih dari ‘Utsman ibn Abi Sulaiman dari ‘Ubaid
ibn “Umair dari ‘Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Bersiwak itu
membersihakan mulut dan memperoleh keridaan Tuhan”. ‘Abdurrahman Ahmad
ibn Sya‘bi ibn ‘Ali al-Khurasani al-Nasai, Sunan al-Kubri al-Nasdi, Juz 1, (BeirGt:
Mu’assah al-Risalah, 2001 M/1421 H), Jummai‘ Abwib al-Siwik, Bib fi Fadbl al-
Siwdk, Hadis ke-140, h. 56.
240Hadis dimaksud di antaranya adalah:
Bl ghy Meahr g e B Lo Oy 45108 el (2
Artinya: “Muhammad ibn al-Shabbah menceritakan kepada kami, Syatik
menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya
menceritakan kepada kami dari Sufyan dari ‘Ashim ibn “Ubaidillah dari ‘Abdullah
ibn ‘Amir ibn Rabiah dari ayahnya, ia berkata: Saya melihat Rasulullah saw.
bersiwak sedang beliau berpuasa”. Al-Imam al-Hafizh Sulaiman al-Asy‘ats al-
Sajastani Aba Dawud, Sunan Abi Déawud, tahqlq Muhammad Muhyiddin ‘Abdul
Hamid, Juz III, (BeirGt: Maktabah al-Mishriyyah, t.th.), Kitdb al-Shiyam Béb al-Sivik
/i al-Shdim, Hadis Ke-2364, h. 307.



tetap tidak membatalkan puasa. Ini adalah pendapat baru yang tidak

diungkapkan oleh ulama terdahulu. Karena itu, ijtihad yang ia

lakukan adalah ijtihad tarjih kreatif.***

Contoh lain tentang fatwa abortus yang dikeluarkan oleh Lajnah
Fatwa di Kuwait. Fatwa yang keluar pada 1984/9/29 menyebutkan
dua pendapat antara membolehkan dan yang mengharamkan.
Setelah dilakukan tinjauan atas kedua pendapat tersebut, dan seleksi
atas sejumlah para pakar fikih atas hukum abortus, maka Lajnah
Fatwa menambahkan unsur-unsur baru. Untuk lebih jelas, berikut
fatwa yang dimakud:

“Seorang dokter dilarang menggugurkan kandungan secorang
wanita jika telah mencapai usia 120 hari sejak berbentuk segumpal
darah, kecuali demi menyelamatkan kehidupan wanita hamil
tersebut dari bahaya yang ditimbulkan oleh kandungannya”

“Seorang dokter diperbolehkan melakukan abortus terhadap
wanita hamil jika usia kehamilan tersebut tidak melebihi 40 hari
dengan syarat kedua pasangan suami istri setuju adanya aborsi.
Apabila masa hamil sudah melebihi 40 hari, tetapi tidak melebihi
120 hari, maka tdak diperbolehkan aborsi kecuali dalam dua
kondisi:

a. Jika kandungan itu dipertahankan, maka akan menimbulkan
bahaya bagi keschatan ibu, di mana bahaya tersebut sulit
dihilangkan. Justru bahaya tersebut akan terus menerus
berlangsung hingga pasca kelahiran;

b. Jika sudah dapat dipastikan bahwa bayi yang lahir akan cacat fisik
atau akalnya tidak sempurna, sedangkan kedua hal tersebut tidak
mungkin dapat disembuhkan.

28y asuf al-Qardhawi, Hadyn al-Islim: Fatawi Mu‘dshirab, diterjemahkan oleh
As’ad Yasin dengan judul, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani
Press, 1995 M), h. 426-428.
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Adapun unsur baru yang ditambahkan dalam fatwa tersebut
adalah bahwa pelaksanaan aborsi harus di rumah sakit umum. Aborsi
tidak boleh dilakukan apabila melebihi dari 40 hari kecuali setelah
mendapatkan persetujuan dari 3 dokter spesialis, minimal salah
satunya spesialis kewanitaan dan kehamilan dan dua dari 3 dokter

itu harus muslim yang kredibel”. **?

D. Teori Batas Muhammad Syahrir

Pencetus teori batas (nazhariyyit al-hudid) adalah Muhammad
Syahriir (w. 2019 M) dalam karya kontroversialnya, A/-Kitdb wa al-
Qurin: Qirdah Mudshirah. ** Teori ini menegaskan bahwa
ketentuan legal (hukum Islam) yang tertuang dalam Al-Qur’an
memiliki sifat elastis, fleksibel, dan dinamis. Sifat elastisitas,
fleksibilitas dan dinamistik hukum Islam dalam Al-Qur’an tersebut,
karena ketentuan formalnya berada antara wilayah minimal dan
maksimal. Dengan ungkapan lain, teori batas adalah teori hukum
Islam yang ketentuan legalnya diawali dari batas minimal dan
diakhiri dengan batas maksimal. Dalam terminologi Muhammad
Syahriir (w. 2019 M), yang disebut pertama dinamakan a/-hadd al-
adnd, sedang yang kedua disebut al-hadd al-'ali. Yang dimaksud
dengan batas minimal (#/-hadd al-adni) adalah suatu hukum yang
ketentuan legalnya tidak boleh dikurangi, tetapi boleh dilampaui.
Sedangkan batas maksimal (a/-badd al-'alé) adalah kebalikan dari

242y asuf al-Qardhawi, Litihad Kontemporer Kode Etik dan Penyimpangan, h. 53-
54.

243 Biografi Muhammad Syahrur dapat dibaca dalam Peter Clark, “The
Shahrur Phenomenom: A Liberal Islamic Voice from Syiria”, dalam Iskam and
Christian-Muslim Relation, Vol. 7, No. 3, 1996; Charles Kurzman, [editor]|, Liberal
Islam: A Sonrcebook, New York: Oxford University Press, 1998); dan M. Aunul
Abied Shah dan Hakim Taufik, “Tafsir Ayat-Ayat Gender dalam al-Qur’an:
Tinjauan Terhadap Pemikiran M. Shahrur dalam ‘Bacaan Kontemporer™, dalam
M. Aunul Abied Shah, [et all.] Islam Garda Depan Mozaik Pemikiran Timur Tengab,
(Bandung: Mizan, 2001), h. 237-238.



yang disebut pertama, yaitu suatu hukum yang ketentuan legalnya
boleh dikurangi, tetapi tidak boleh dilampaui.***

Secara epistemologis, teori batas ini didasarkan kepada al-
Qur’an, di antaranya surah al-Nisd’ ayat 13-14:
s b Gl SV EE 5o o7 i Aot s Bl fas 1 5500 s

e Sl A5 L3 Wk 56 MY 33596 Jazg dyds D o s ’f\LuJ\ jyj\

Terjemah: “Itu batas-batas (ketentuan hukum-hukum tersebut) dari
Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah
memasukkannya ke dalam sorga yang mengalir di dalamnya sungai-
sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan
yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-
Nya serta melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah akan
memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya,
dan baginya siksa yang menghinakan”.

Menurut Muhammad Syahrtr (w. 2019 M), penggalan ayat:
A 5,04 s (itu batas-batas ketentuan hukum Allah) menegaskan
bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk menetapkan batasan-
batasan hukum adalah hanya Allah semata. Dengan demikian,
meskipun Muhammad shallallihu “alayhi wa sallama, beridentitas
sebagai Nabi dan Rasul, tetapi otoritas penetapan hukum (bagq al-
tasyri’) hanya dimiliki Allah. Karena itu, Muhammad bukan seorang
penentu hukum otoritatif penuh (asy-sydri), melainkan seorang
pelopor ijtihad dalam Islam. Pendapat ini didasarkan pada
pemahaman penggalan ayat setelahnya: 3,2 isg; (dan melanggar
batas ketetapan hukum-Nya”.

Kata ganti (dbamir) “hu” () pada kata 3,5 (budiidahu) dalam

penggalan ayat di atas merujuk kepada Allah saja. Dengan demikian,

penggalan ayat tersebut secara lengkap mengandung makna: “Dan

244Muhammad Syahrir, A/~Kitib wa al-Qurin: Qird’abh Mu'dshirah, (Damaskus:
al-Ahali Ii al-Thiba‘ah wa al-Nasyr, 1990), h. 454-455.
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barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya serta
melanggar batas-batas ketetapan hukum-Nya (Allah) niscaya Allah
akan memasukkannya ke dalam api neraka....”. Ayat ini harus
dipahami bahwa otoritas penetapan hukum hanya ada pada Allah
saja. Seandainya Nabi Muhammad berhak atau memiliki otoritas
tasyri’ tentulah ayat tersebut akan berbunyi: “L#3,i2 iss;”, yang
artinya: “dan melanggar batas-batas penetapan hukum keduanya
(Allah dan Rasul-Nya)”.

Dengan demikian, dapat mudah dipahami bahwa ketetapan
hukum yang bersumber dari Nabi shallallihu ‘alayhi wasallama tidak
semuanya identik dengan penetapan hukum dari Allah. Hukum
yang ditetapkan Nabi lebih bersifat temporal-kondisional sesuai
dengan derajat pemahaman, nalar zaman dan peradaban masyarakat
waktu itu. Karena itu, ketetapan hukum tersebut tidak bersifat
mengikat hingga akhir zaman. Di sinilah menurut Muhammad
Syahriir (w. 2019 M), letak keutamaan Muhammad sebagai Nabi.
Beliau adalah wswatun hasanah dalam pengertian teladan dalam
berijtihad dan penerapannya. Muhammad Syahrir (w. 2019 M)
mengajukan motivasi kepada para cendekiawan Muslim untuk tidak
ragu berijtihad meskipun masalah-masalah hukum tersebut telah
diklaim memiliki justifikasi #ash hadis Nabi. Bagi Muhammad
Syahr(ir (w. 2019 M) kondisi masyarakat yang dinamis dan selalu
berubah sesuai tuntutan situasi dan kondisi yang di latar belakangi
kemajuan ilmu pengetahuan, merupakan alasan utama pember-
lakuan ijtihad.

Berdasarkan kajiannya terhadap ayat-ayat hukum, Muhammad
Syahrir (w. 2019 M) menyimpulkan adanya enam bentuk dalam

teori batas.



Pertama, al-hadd al-adna, yaitu ketentuan hukum yang hanya

memiliki batas minimal.?*®

dikawini dalam Q.S. al-Nis3’ ayat 22-23:

S Sl el Thag L6 678 o 38 1Y) Ll 0 ST K0 L 1588 Y5

SRS 1 8 & G Kl s Sy 2ol 5 1,515 K]

&l Kol o ol Rt s B ol 98 0y los 16 40 35 s
s e 6D 5 Ao 8169 ) s i

Contohnya larangan tentang wanita yang

Terjemah: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah
dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau.
Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan sangat dibenci allah dan
seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu
(mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-
saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang
perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu
yang menyusui kamu, saudara perempuan yang sepersusuan, ibu-ibu
isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu
dari isteri yang telah kamu campuri (anak tiri), tetapi jika kamu
belum campur dengan isterimu itu (dan telah kamu ceraikan), maka
tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-
isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpun (dalam
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah
terjadi pada masa lampau”.

Menurut ayat di atas ada 14 (empat belas) kelompok wanita
yang haram dikawini, yaitu: mantan isteri ayah kandung; ibu
kandung; anak perempuan kandung; saudara kandung perempuan;

bibi, (dari saudara perempuan bapak); bibi (dari saudara perempuan

2851 bid., h. 454.
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ibu); keponakan (anak perempuan saudara laki-laki); keponakan
(anak perempuan saudara perempuan); ibu yang menyusui kamu;
saudara perempuan yang sepersusuan; ibu isteri (mertua); anak tiri;
isteri anak kandung (menantu); dan dua perempuan yang
bersaudara, yang dihimpun dalam satu perkawinan. Keempat belas
kelompok wanita ini adalah jumlah batas minimal yang telah
diharamkan Al-Qur’an. Mengurangi jumlahnya adalah tidak boleh,
sebab itu sudah merupakan jumlah batas minimum. Akan tetapi
penalaran intelektual secara maksimal (ijtihad) dapat dilakukan
untuk menambahnya. Misalnya berdasarkan penemuan ilmiah
kedokteran, ditemukan bahwa menikahi perempuan yang memiliki
hubungan kerabat cukup dekat seperti anak perempuan paman atau
bibi adalah berakibat buruk bagi keturunan. Berdasarkan hasil
temuan ilmiah tersebut, maka lembaga pengambil keputusan hukum
(seperti MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahstul Masail
Nahdhatul Ulama dan Dewan Hisbah Persatuan Islam) dapat saja
memfatwakan larangan pernikahan dengan wanita tersebut, dan atau
mengajukan rekomendasi kepada pemerintah untuk membuat
aturan yang melarang pernikahan tersebut.

Hal yang lain yang masuk dalam kategori ini adalah berbagai
jenis makanan yang diharamkan (Q.S. al-Maidah: 3; al-An’Am: 119
dan 145), hutang-piutang (Q. S. al-Bagarah: 283-284) dan tentang
pakaian wanita (Q.S. al-Ntr: 31). Ketentuan tentang tiga hal
tersebut adalah batasannya sudah ditentukan, dan karenanya tidak
dapat  dikurangi. Namun peran ijthad ulama untuk
mengembangkan (menambah) ketentuan legalnya dapat saja
dilakukan sesuai dengan temuan-temuan ilmiah modern.

Kedua, al-hadd al-‘ald, yaitu ketentuan hukum yang hanya
memiliki batas maksimal.**® Ketentuan batasan hukumnya yang

telah digariskan oleh Al-Qur’an. Ketentuan tersebut tidak boleh

2461 bid., h. 457-462.



dilampaui atau ditambah, namun dapat dikurangi. Upaya
pengurangan tersebut dilakukan dengan studi kelayakan yang
memadai. Di sini peran ijtihad sangat menentukan untuk melakukan
kajian tentang upaya-upaya intelektual untuk mengurangi ketentuan
hukumnya. Contohnya tentang kasus tindak pidana pencurian. Di
dalam surah al-Maidah ayat 38 discbutkan ketentuan hukumnya
sebagai berikut:

S e By B e YSE LS, sz Lot 186 L2l 5Ll
Terjemah: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S al-Maidah: 38)

Menurut ayat di atas, sanksi hukuman bagi pencuri adalah
potong tangan. Sanksi hukuman tersebut merupakan hukuman yang
paling berat sehingga tidak boleh memberikan hukuman yang lebih
berat dari itu, tetapi bisa memberikan hukuman yang lebih rendah.
Kata-kata kunci dalam ayat tersebut adalah “nakild” yang ber-
konotasi adat; kondisi yang ada dalam suatu negeri. Harus dibedakan
antara seorang yang mencuri satu kali karena kondisi tertentu dengan
seseorang yang berprofesi sebagai pencuri. Bentuk isim fi %/, dalam
ayat al-siriq wa al-sirigah, harus dimaknai sebagai profesi pencuri.
Dengan demikian, menjadi kewajiban para mujtahid hanya
mendefinisikan, menurut kenyataan objektif di masyarakat, bahwa
bentuk pencurian seperti apa yang pantas diberikan hukuman berat
tersebut, dan pencurian seperti apa pula yang tidak pantas dihukum
berat, serta hukuman apa yang dijatuhkan pada setiap tindak
pencurian pada umumnya.

Ketiga, al-hadd al-adni wa al-hadd al-'a’lé ma'an, yaitu ketentu-

an hukum yang memiliki batas maksimal dan minimal sekaligus.*’

2471bid., h. 463-464.
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Contohnya hukum waris (dalam Q.S. al-Nis’: 11-14, 176) dan
poligami (Q.S. al-Nisd’: 30). Batas maksimal hukum waris adalah
untuk ahli waris laki-laki. Sedangkan batas minimalnya adalah untuk
perempuan. Maksudnya, bila didasarkan pada ayat bagian laki-laki
dan perempuan menganut prinsip 2:1, maka bagian 66,6% bagi laki-
laki merupakan batas maksimal. Sedangkan bagian 33,3% bagi
perempuan merupakan batas minimal. Oleh karena itu jika pada
suatu ketika laki-laki hanya diberi bagian 60% dan anak perempuan
diberi 40% maka hal ini dibolehkan.

Wilayah ijtihad terletak pada daerah antara batas maksimal bagi
laki-laki dan batas minimal bagi perempuan yang disesuaikan dengan
kondisi objektif masyarakat untuk mendekatkan di antara kedua
batas tersebut. Usaha untuk mendekatkan ini dibolehkan hingga
sampai pada titik persamaan antara bagian laki-laki dan perempuan,
tentu saja dengan mempertimbangkan kecenderungan dalam
masyarakat. Karena itu, menurut Syahriir, prinsip yang berlaku
dalam masalah waris adalah a/-zagrib, yaitu kecenderungan untuk
saling mendekat hingga pada batas perbandingan yang seimbang
antara laki-laki dengan perempuan, yakni 1:1 atau masing-masing
mendapat bagian persentase 50%.

Keempat, al-hadd al-adné wa al-hadd al-'a’la ma'an ‘ald nugthab
wéhidah, yaitu ketentuan hukum yang memiliki batas minimal dan
maksimal sekaligus berada pada satu titik koordinat (garis lurus).**®
Itu berarti, ketentuan hukum yang memiliki batas maksimal dan
minimal bersamaan (ma'an) juga bisa menjadi batas sebaliknya.
Dengan kata lain, ketentuan batas maksimalnya juga menjadi batas
minimalnya, sehingga ijtihad tidak mungkin mengambil hukum
yang lebih berat dan atau lebih ringan. Itu berarti, model teori batas
keempat ini menegaskan bahwa tidak ada alternatif hukum lain atas

suatu ketentuan legal yang sudah ditegaskan oleh nash. Artinya

2981 bid., h. 464.



ketentuan batas hukumnya tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih
dari yang telah ditentukan. Misalnya sanksi seratus kali jilid atas
pelaku zina dalam surah al-Nr ayat 2. Sanksi hukuman ini
merupakan batas maksimal dan sckaligus minimal, karena dalam
ayat tersebut ada kata: “ra fa/h” yang berarti tidak ada keringanan.

Lalu di mana letak peluang dispensasi hukumannya? Tidak ada
ruang ijtihad untuk keringanan hukumannya, kecuali dalam hal
saksi. Yaitu adanya empat orang saksi atau melalui /72n. Ketentuan
legal terakhir ditegaskan dalam surah yang sama ayat 3-10.

Kelima, al-hadd al-alé wa al-adni bi  kbathth mugirib
limustaqim yataqiraba wa I3 yamass, yaitu ketentuan hukum yang
memiliki batas maksimal dan minimal yang cenderung mendekati
garis lurus tetapi tidak boleh disentuh, karena dengan menyentuhnya
berarti telah terjatuh pada larangan Tuhan.?*® Maksudnya adalah
bahwa terdapat ketentuan hukum yang memiliki batas atas
(maksimal). Namun karena tidak ada persentuhan dengan batas
maksimal, maka hukuman belum dapat diterapkan. Misalnya dalam
batasan hubungan pria dan wanita. Batasan atas (maksimal) yang
telah ditetapkan oleh nash adalah hukuman zina. Tetapi, jika
pergaulan antara laki-laki dan wanita tersebut tidak terjadi
persentuhan secara maksimal berupa hubungan kelamin (coizus),
maka had (hukuman) zina belum dijatuhkan. Selain itu, harus ada
keterangan dari empat orang saksi. Dalam hal ini, Muhammad
Syahriir (w. 2019 M) memahami zina sebagai hubungan kelamin
antara laki-laki dan perempuan disertai empat orang saksi. Jika tidak
disertai dengan empat orang saksi, maka hal itu bukan dinamakan
zina, melainkan disebut a/-fakhisyah, yang pertanggunganjawabnya
lebih bersifat moral individual antara pribadi pelaku dan Tuhan

dengan cara beristighfar dan bertaubat.

2891bid., h. 464-478.
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Keenam, al-hadd al-alé  mujabun  mughlaqun 14 yajuzu
tujawizuhu, wa al-hadd al-adné silibun yajuzu tujawizubu, yaitu
ketentuan hukum yang memiliki batas maksimal positif dan tidak
boleh dilampaui, batas minimal negatif boleh dilampaui. **°
Maksudnya ketentuan hukum yang memiliki batas maksimal dan
batas minimal; di mana batas maksimalnya bernilai positif (+) dan
karenanya tidak boleh dilampaui. Sedangkan batas minimalnya
bernilai negatif (-) dan karenanya boleh dilampaui. Contohnya
dalam masalah riba dan zakat. Riba masuk dalam batas maksimal
yang bernilai positif (+). Sementara zakat sebagai batas minimalnya
yang bernilai negatif (-). Batas minimal ini boleh dilampaui yaitu
dengan berbagai bentuk sedekah, di samping zakat. Adapun posisi di
tengah-tengah antara batas maksimal yang positif dan batas bawah
yang negatif adalah nilai nol (zero) yakni dalam bentuk pinjaman
kebajikan (al-qardh al-hasan), memberi pinjaman tanpa memungut
bunga (riba).

Melalui bentuk keenam dari teori batas ini, Muhammad
Syahrir (w. 2019 M) menjelaskan pandangannya tentang riba, yang
berbeda dengan pendapat ulama pada umumnya. Secara etimologis,
tidak ada perbedaan makna riba ini dengan makna yang umum
dikenal. Bahwa riba secara /lughawi berard “tambahan” dan
“tumbuh”.

Setelah mengemukakan sejumlah ayat di mana kata riba
terdapat, Muhammad Syahrtir (w. 2019 M) menyimpulkan adanya
empat hal yang perlu diperhatikan dalam membicarakan riba, yakni
riba dikaitkan dengan sedekah (Q.S. al-Baqarah: 276), riba dikaitkan
dengan zakat (Q.S. Ali ‘Imran: 130), batas atas bagi bunga/riba dan
bunga nol persen (Q.S. al-Baqarah: 279). Dalam hal ini, menurutnya

zakat sama dengan sedekah karena zakat merupakan batas bawah dari

207 bid., h. 469, 471.



sedekah yang wajib dilakukan (zakat). Jadi, zakat adalah bagian dari
sedekah (Q.S. al-Taubah: 60).

Berdasarkan surah al-Taubah ayat 60, fakir dan miskin adalah
termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Menurut
Muhammad Syahrtr (w. 2019 M), fakir adalah orang yang menurut
kondisi ekonomi dan sosial yang ada tidak dapat menutup
hutangnya. Oleh karena itu, harta yang disalurkan kepada mercka
bukan dalam bentuk hutang, tetapi dalam bentuk sedekah (hibah)
atau pahalanya terserah kepada Allah. Dalam konteks ini ayat 276
surah al-Baqarah yang diberlakukan:

fu\ JEEEL Y ANy cbA s b A
Terjemah: “Allah akan hapuskan riba dan tumbuhkembangkan sedekah

Di samping itu, terdapat juga ayat-ayat lain yang mengutuk
keras praktik riba (seperti dalam surah al-Baqarah: 275, 278 dan
279). Demikian keadaan pertama dari riba.

Keadaan riba yang kedua terjadi pada orang yang hanya mampu
menutup hutang pokok tetapi tidak mampu membayar bunga.
Terhadap orang ini harta disalurkan melalui pijaman yang bebas
bunga, yakni dalam bentuk al-gardh al-hasan. Nash yang
diberlakukan adalah surah al-Bagarah ayat 279:

5 Y5 s ¥ 3T 255 S
Terjemah: “Kalian hanya berhak terhadap harta pokok yang kalian
pinjamkan. Jangan kamu berlaku zalim dan dizalimi”.

Akan tetapi jika pihak kreditur mau membebaskan piutangnya,
maka hal itu akan lebih baik. Demikian ditegaskan dalam surah al-
Baqarah: 280.

o5 #85) S e i s s Q) Bls e )5 5l
Terjemah: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka

berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan
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(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu

mengetahui”.

Adapun riba dalam keadaan ketiga terjadi pada pelaku bisnis
(pengusaha) yang mana mercka ini tidak berhak menerima zakat.
Pinjaman yang diberikan kepada mereka boleh dipungut bunganya
asal tidak melampaui batas maksimal, yakni jumlah beban bunga
sama dengan pinjaman pokok. Dalam hal ini, nash diberlakukan
adalah surah Ali ‘Imran: 130:

o S 20 1 Tlas BT 1 R Y it T

Terjemah: “Hai orang-orang mukmin jangan makan riba yang

berlipat ganda”.

Berdasarkan pertimbangan berbagai kondisi objekdf yang
melingkupi tiga kategori riba di atas, Muhammad Syahrir (w. 2019
M) mengajukan tiga prinsip dasar bank Islam.

1. Mereka yang berhak menerima zakat tidak diberi (pinjaman),
tetapi diberi hibah (sedekah).

2. Dalam kondisi tertentu dibuka kemungkinan untuk memberikan
pinjaman yang bebas bunga, yakni bagi mereka yang pantas diberi
sedekah.

3. Dalam bank Islam tidak boleh ada kredit (pinjaman) yang tempo
pembayarannya tidak dibatas hingga bunganya melebihi batas
maksimal yang dibolehkan. Jika hal ini terjadi, maka pihak
debitur berhak menolak membayar bunga yang melebihi batas

atas tersebut.
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